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NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG
POKOK-POKOK FENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TITHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Xeuangan
Daerah dan pasal 330 ayat (1} Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedeman Pengelolazuy Keuangan
Daereh =ehagaimana telah diubah beberapakal terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu  menetapkan Peratutan Daerah fentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 19445

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 lentany Pembentulkan
Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang
Nemor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalamm  Lingllungan Propinsi Jawa  Tengah
(Lembaran Nepgars Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran MNegara Republik Tndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negarse Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undeng Nemor 1 Tahun 2084 tentang Perbendaharaan
Negara {Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 2004
Nomor &, Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia
Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentaiig Pemeriksaaii
Pengelolaann  «dan  Tanggung Jawab Keuvangan MNegara
{Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun 2004 Notnor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4400}

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  PembangUnan  Nasionat  (Lembaran  Negara
Republik Ilndeonesia Tabhun 2004 Nomeor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Urdang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retmbusi Daemah [lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S042);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dgerch {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomaor 5587), sebupaimana tclah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
letlang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014  tentang Pernerintuahan Dasrah  (Lembaran  Megara
Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3589

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkal 11
Pakglongon, Kabupaten Daerah Tingkst U Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat 1l Batang ({Lembaran Negara
REepublik Indonesia Tahun 1988 MNomor 42, Taimbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838} ;

. Teiaturen Pemerintal Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negars Republik Indoniesia Tabun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lombaran Negars Republik Indenesia Nomor 4502,

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negora Repubiik ndonesia Tabun
2005 Nomor 137, Tamhahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Femerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentanig Hibah
Laerah {Lembaran Megara Fepublie Tndonesia Taknin 2012
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonestia
Nomor 5272);

Boraturan Pemerinitah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Poraslolaan Kenangzn Dasrah (Lembaran Negara Republil
Indoriesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomotr 45738);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinera Instansi Pemenntah (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2006 Nonor 253, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4514}



15, FPeraturan Menteri Dalam NWegert Nomor 13 Tehun 2006
tentang Pedoman Pengelnla Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah teralkhir dengan Peraluran Meuter
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tenlang Perubahan
Medua Atas Peraturan Mentori Dalam Negerd Nomor 13 Tahun
2000 tentang Pedoman Pengelolaan Keuarngan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersaina
DEWAN PEEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapikan PERATURAN DAERAH TENTANG PORKOK-POKOK

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN LMLUM
Bagian Keaatn
Pengertien

Pagal 1

Dalam Persturun Daerah ini yang dimaksud dengan:

T.

2.
3.
4

o

Raerah adalah Daerah Kabupaten Batang.

Bupati adalah Bupati Batang.

kabupaten adalah Kahupaten Batang,

Bewan Perwakilan Hakyat Daerah selanjumya disingkat DPRD adalah
Lembaga Perwekilan Rakyat Dacrah wvang berkedudukan sebagai unsur
penyvelenggara Pemerindahan Davrab,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupatlen Balaig

Pemerintah Pusar, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik
Indoncsia yang memegang kekuasaan pemertatahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebageimans dimakzud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Talian 19413,

Pemerimtahan D=erah adalah penyelenggarasn urusgan pemerindazhan oleh
pemerintah daeralh dan dewann perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan pringip otonemi seluas-luasmyva
delam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia schagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar MNegara Republik Indoniesia Tahun
1445,

Femerintah  Daerah  adalah bupan  sebagal  unsur  penvelengpara
pemneriniahan daeraly yang memimpin pelaksarnaan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangzan daerah otonom,
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Perangkat {Jaerah yvang sclanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu
Bupati dan DPRD dalam penyclonggaraan urusan pemerintahan yang
meniadi kewenangan daetah.

Keuangan Daerah adalah semua bhak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerash yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekavaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengeclolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban,
dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkst APBD
rialah rencana keuangan lahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama ocleh pemcrintah daerah dan RPRD, dan ditetapkan
dengun peraturan daerah.

Satuan Krrja Pengelola Kenangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPRD
adalah perangkal daerah pada pemerintab daerah sclaku  pengguna
anggaran/pengguna barang, vang juga melaksanakan pengelolasn keuangan
daerah.

Organisasi adalah unsur pemerintahan dacrah vang terdini dari DPRD,
bupati /wakil Bupati dan Perangkat Daerah.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dasrah adalah Bupati vang
karena jabatannyva mempunyai kewenangan menvelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabar Pengelota Keuangan Daeral: yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala Perangkat Daerah Pengeclola Keuangan Daerah vang selanfuinya
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai iugas melaksanakan
pengelolaan APRD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah,
Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnya disingkatr BUD adalah PPKD
yvang bertiiidak dalam kapasitas schagai benduhars umum daerah.

Pengpuna Anggaran adalah peiabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
Perangkat NDaerah yang dipimpinnya.

Penigguna Burang adaelah pojabat pemegang kewenangan penggunaan barang
milik daerah.

Kuasa Bendahava Umum Daerah yang selanjuinya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk mclaksanakan sebagian tugas BUD.
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa umtuk
melaksanakan  sebagian  kewenangan  pengguna  anggeran  dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungai unit kerja pada Perangkat Daerah.
Pejabat Penatausahaan Kevangan Petangkat Daerah yang selanjutnya
digingliat PPK-SKPD adadah pejebat vang melaksanakan Mungsi tata usazha
keuangan padas SKPD.

Frjabat Pelaksana Teknis Kegiatan yvang selanjuinys disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah vang melaksanakan satn atau
beberapa kegiatan dart suatu program scsuai dengan hidang tugasnya.
Bendahara Penerimaun adalzh pejabat fungsional yang ditunjul uantuk
menerima, menyimpan, menyvelorkan, menatausahalkan, dan
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mempertanggungiawabkan  uang pendapatan daerah dalam  vangka
pelaksanaan APRBD pada Peranghat Daerah.

0. Dendabara Pengeluaran adalah pejabat fungsional vang ditunjuk menerima,

MENYHIpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mernpertanggungiawabkan wvang untuk keperluan belanja dacrah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada Perangkal Daetah.

Enlitas pelaporan adalah unit pemerintahan vang terditi atas satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan perzaturan perundanp-undangan
wajlh  menyampaikun laporan  pertanggungjawaban berupa laporan
kevnangan.

Entitas akuntanst adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menvelengparakan akunransi dan
menyusun taporan keuangan untuk digabunglkan pada entitas pelaporan.
Unit kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu
atau heherapa program.

Rencana Pembangunan Jangka WMenenguh Daerah vang  selanjutnva
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk pericde 5
{lima] taliun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untizk
periode I {satu) tahun.

Tim Anggatan Pemerintah Daerah vang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tirn yang dibentuk dengan keputusan Dupati dan dipimpin oleh sekretaris
daerah yang mempunvai tugas menviapkan serla melaksanakan kehijalcan
Bupati dalam rangka penvusunan APBD yvang unggotanva terditi dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabar lainnya sesuai dengan kebutuhan,
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 {satu} tahun.

Priorilas dan Plafon Anggaran Sementara vang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan bates maksimal anggaran
yang diberikan kepada SKPD untuk scifap propram sebagai acuan dalam
penynsunan HKA-SKPD sehelurm disepalkati dengan DPRTY,

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD vang selarjutnya disingkar RKA-SKPPED
adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi rencana
pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD scbagal dasar
penyusunan APBD,

Fencana Kerja dan Anpggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah vang
selanjutniya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran
hadan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum
aerah,

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan Keplitusan lethadap kebijakan
terschul dilakukan dalam perspektif lebih dard satu tahun anggaran, dengan
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersanglutan
pada tahun berikutnyva yang dituangkan dalam prakiraan maju.



37.

349.

410,

1.

42

43,

44

45.

47,

45,

43
30,
S5l

Frakiraan Maju (forward estimate} adalah perhitungan kebutuhan dana
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna
memastikal1 kesinambungan program dan kegiatan vang telah disetujui dan
menjadi dasar penyusurtan enggaran tahun berikutnya.

. Kinega adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yung akan atau telah

dicapai schubungan dengsn penggunaan anggaran dengan kuantitus dan
kualitas yang terukur.

Penganggaran Terpadu {unified budgeting) adalah penyusunan rencana
keuangan tshunan yang dilakukan secars terintegrasi untuk seluruh jonis
belanja guna melaksanakan kegialan pemerintaban vang didasarkan pada
prinsip pencapaian efisierisi alokasi dana.

Hungsi adalab perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu vang
dilalssanakan dalam rangka mencapai fujuan pembangunan nasional.
Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak
deny kewajiban sctiap lingkatan dan/atau susunan pemerintshain untuk
mengatur dan mengurus fungsifungsi tersebut vang menjadi kewenangannya
dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menscjahterakatn
masyarakat.

Program adalah penjabarant keldjakan erangkat Daerah dalam bentuk
upaya vang berisi sall alau lebih kegiatan dengan mengpunakan sumber
daya yang disediekan untuk mcncapai hasil vang terukur sesuai dengan mist
SRPH.

Kegiutan adalah bagian dari program vang dilaksanakan olch sain atau lebth
unit kcija pada Perangkat Daerah sebagal bagian dari pencapaian sasatan
lerukur pade soatu program dan terdin dan selkumpulan  lndakan
pengeraghan sumber daya baik yang herupa personil (sumber daya manusial,
barang modal termasuk peralatan dan teknolegi, dana, atau kombinasi dan
beherapa atau kesemua jenis sumber daya lersehut sebagai masukan {input)
untuk menghasilkan keluaran (output] dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran (target) adelah hasil vang diharapkan dar suatu program atau
keluaran vang diharapkan dan suatu kegiatan,

Keluaran {output] adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
vang dilaksanakan untuk mendulkung pencapaian sasaran da:  tujuan
program dan kebijakar.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu vang mencerminkan berfungsinya
keluaran dan kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kas Umum Daerah adalah tempat penvimpanan uang daerah yanpg
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dacrah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluarat dastrah.

Rekening Kas Umum Jaerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakar untuk membavar selurub pengeluaran daerah pada
brank yvang ditetapkan.

Pencrimaan Dacrah adalah uang yang masulk ke kas daerah,

Pengeluaran Daerah adslah uang vang keluar dati kas duerah.

Pendaparan Daerab adalah halk pemenmtah daersah vang diakui sebagai
penamhah nilai kekavaan bersih.
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Belania Daerah adalah kewaiiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilat kekavaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih aniara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Defigit Anggaran Dacrah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah
dait belanja dacrah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengelusran yang akan diterima kembali, baik pada ilahun
gnggaran yang Dbersangkutan mauvpun  pada  tahun-tahun  angperan
berikutnva.

Sisa lebit Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat S$i5.PA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satiu
periode anggaran.

Pimjaman Daerah adalah semua tremsaksi vang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang ateu menerima mantaar yang bermnilai uang dar
pihak Jain sehingga dacrah dibebani kewajiban untuk membayar kembali,
Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibavar kepada pemerintah
dagrah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnva berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnva yang sah.

- Utang Darrah adalah jumlah wang yung wajib dibavar pemerintah daersh

danfatau kewafihan pemerintah daerah vang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan persturan perundang-undangan, perjanjian, alau berdasarkan
sebab luinnya vang sah,

Dang Cadangun adalah dana vang disisihkan guna mendanai kegiatan vang
memerlukan dana relatif besar vang tidals dapat dipenchi dalam satu lahun
anggaran.

ltivestasi adalah penggunean aset uniuk memperoleh manfaat elenomis
seperti bunga, deviden, royalll, manfaat sosial dan/alau manfant lainnya
sehingga dapai meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Dokumen Pelaksanaan Angegaran SKPD yang selanjuinya disingkal 1IPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belunja yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Angguran Pejabat Pengelola Keuangan Deerah yang
selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran
badan/dinas/bire keuangan/bagian keuangan selaku Bendabara Umum
Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnyg
thsingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan
dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran
oleh pengguna anggaran.

Diolumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnva disingkat DPAL
adalah dokumen yang memuat sisa helanja tahun sebelumnya sebagai dasar
pelaksangan anggaran lahun berikutnya.

Anggatran Kas adalab dokumen perkirzan arus kas masuk vang bersumber
gdari  peneritnman dan perkiraan ams  kas  keluar untuk mengatur
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ketersediaan dana yang cukup guna mendunai pelaksanaan kegiatan dalam
setup periode,

3ural Penyediaan Dana yang =selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan lersedianyva dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai
dasar penerbitan 3PP.

Surat Permintaan Pembayaran vang sclanjulnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan aleh pejabat yang Dbertanggung jawab atas
pelaksanaan  kegiatan/bendahara pengeluaran wituk mengajukan
parmintann pembayarat.

SPP Uang Persedizaan yang selanjutnya disingkat SPR-UP adalah dokumen
yang diajukan cleh bendahara pengeluaran untuk pernmntaan uang muka
kerja yang bersifat pengisian kembali {revolving) yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

SFF Ganti Uang Perscdiaan vang selanjutnva disingkat SPP-GU  adalah
dolkumen yang disguken oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang pevsadiaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
Jangsung.

EPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adatah
dokumen yang diajukan oleh bondabara pengeluaran sntuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegialan SKPD vang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Tangsung dan uang
porsedizan.

3PP Langsung vang selanjutnya disingkat SPP-1.S adalah dokumen yang
diajukan ocleh beéndahara pengeluaran untuk pemniniaan  pembayaran
langsung kepada piliak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja Tainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntukan, dan waktu pembavaran tertentu yang dokumennya disiapkan
oleh FPTK.

Surat Perintahh Membayar vang sclanjulnya disingkat SPM adalah dokumen
vang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa penigguna
anggaran untuk penerbitan P21 atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

3ural Perintah Membayar Uang Perzedisan yvang selanjutnya disingkat SPM-
UP adaleh dokumen vang dilerbilkan oleh pengpiina  anggaran/Kuasa
pengzuna anggatan unituk penerbitan SF2D atas beban beban pengeluaran
DPA-SKPD vang dipergunakan sebagai vang persediaan uniuk inendanai
kematan.

Surat Ferintah Membayvar Ganti Uang Persediaan yvang selanjutnya disingkat
SPMGU adelah dokunien vang dierliltkan oleh pengguna anggaran/kussa
pengguna anggaran untuls penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD yang dananya dipergunalan untuk menggant uang persedinan vang
lelah dibelanjakan.,

Surat Perintah Membayar Tambaban Uang Persediaan yang selanjutnya
disingleat SPM-TU  adelal dokuimn yang dilerbilkan  oleh  pengpuna
anggaran/kuass pengguna anggaran untuk penerbitan SP20D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, Kkarena kebutuhan dansnya melebihi dar jumlah
balas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan,
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Surat Perintah Membayar Langsung wveng selanjutnya disingkat SPM-LS
adatah dokumen yang diterbitkan olek pengguna anggaran,/kuasa pengguna
eniggaran untitk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada
pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana vang selanjutnya disingkal SP2D adaiah
dokumen yang digunakan schagal dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh BUL berdasarkan SPM.

Alkuntansi  adalah  proses  identfikasi, pencatatan,  pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi  dan  kejadian  keuangan,
penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya,

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selamjutnya disingkat SAP adalah
pringip-pringip akuntansi vang diterapkan dalam menyusun dan menvaitkan
laporan keuangan pemerintah.

SAP Berbasis Akrual adalab SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset,
wtang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengalali  pendapatan, belanja dan  pembiayaan  dalam  pelaporan
pelaksanaan anggaran herdasarkan basis vang ditetaplan dalam APBD.
Kehijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasardasar,
konvensi-konvensi, aruran-aluran dan prakok-praktik spesifik jang dipilih
vleh pemerintah daerah aebagai pedoman dalam menvusun dan menyajikan
laporan  keuangan pemenntah  daerah  untuk memenuhi  kebutuhan
penigguna laporan kcuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan
laporan keuangan terhadap anggsran, antar periode maupun antar entitas.
Sisten Akuntansi Pemerintah Daerah vang selanjutnva disingkat SAFD
adalah ranglkaian sistematik dari proscdur, penyelenggara, peralatan dan
glemen lan untuk mewwjudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampal dengan pelaporan kenangan di lingkungan organisasi pemenntahan
daerah.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan
yang menyajikan inlormasi realisasi pendapatan-LREA, belanja, transfer,
surplus/dehait-LRA, pembiayvaan, dan  sisa  lebih/kurang pembiavaan
anggararn, yalg masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam
saty perigde.

Laporan Perubahan Salde Angegaran Lebih vang selanjulnva disingkat LFSAL
adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan pernurunan SAL
tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SKPA, orekst dan SAL
akhir.

Meraca adalsh laporan yang menvajikan informasi posisi keuangan suatu
entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitss dana pada tanggsl
tertentu.

Laporan Operasional yang selanjutnva disingkat LO adalgh laporan yang
menvajikan informasi mengenai seluruh kegiatony operasional keuangan
erititas pelaporan yvang tercermin dalam pendapatan-L0, beban dan
aurplus/defisit operagional dari suatu entitas pelaporan yang penyvajiannya
disundingkan dengan periode sehelumnya.

Laporan Arus Kas yvang selanjutnya disingkat LAK adatah laporan vang
menyajikan informasi mengensi sumber, pengsunaan, perubahan kas dan
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setara kas selama satu periode akuntansi, scrta saldo kas dan setars kas
pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubzhan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan
yang menyajikan informasi mengenai pernbahan ekuitas vang terdiri dan
ekuitas awal, surplua/defisil-LO, koreksi dan ekuitas aldhir,

Calatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CalK adalah
laporan yang menvajikan informasi tentang penjelasan atau daftar teringi
atall analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LI'&,
Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai
Pendepatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun angparan yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar
kembali olel pemerintah daerah.

Fendapatan-.0 adatah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambaly ekuilas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perin dibavar kernbali.

. Bagan Akun Standar vang selanjutnya disingkat BAS adalah  daftar

kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan vang disusun sccara
sistcmalis sebagai pedoman dalam pelaksanasn anggaran dan pelaporan
keuangsn pemeorintah daerah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang vang dibeli atau dipercleh atas
heban APBD atau berasal dari perolehan Iainnys yang sah.

Kerugian Daerah adalah kelcurangan uang, surat berharga, dan barang vang
nyata fdan pasti jumlahnya sebagai aldbat perbuatan melawan hukum baik
senigaia maupun lalai.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
BKPD /unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah vang dibeniuk
unttuk memberikan pelayanan kepada masyarakut berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yvang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan
dafam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip elisiensi dan
rodilktivitas.

Kegiatan Tahun Jamalk adalah kegialan vang dianggarkan dan dilaksanakan
unluk masa lebil davi 1 fsalu) labun anggaiain vang pekerjusonnya dilakukan
melalui kontrak tahun jamak.

Bagian Kedua
Ruaig Lingkup
Pasal 2

Fusang lingkup keuangan dzerah meliputy

i,

b,

hak daeralh uniuk memungui pajak dacrab dan reigbust daeran seria
melakukan pinjaman;

kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daersh
dan membavar tagihan pithak ketiga;

penerimaan daerah;

pengeluaran daerabh;

1G
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kekayasn dacrah yaiig dikelola sendiii atuu oleli pitak lain berupa uang,
surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain vang dapat dindlai
dengan uang, fermasuk kekavaan vang  dipisahkan pada perusahaan
daerah; dan

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daersh dalam rangka
penyelenpgarasm tugas pemerintahan dacrah dan/ataw kepentingan umum.

Pagal 3

Pengelolaan Kewangan [Jaerah yang diatur dalam  Peraturan Daerah i
mmliputi

CHAGTRTIIR s An o

L

{2

asas umum pengelolaan keuangan daerah;
pejabar pergelolaan keusuigan daerah;

azar umum dan strukrur APBD;

penvuaunan REKPD, KUA, PPAS, dan RKA-21TD:
penyusunan dan penetapan APBLY

pelalisanaan dan perubahan APBLDY
penatausahaan keuangat daerah;
pertangpungjawaban pelaksanaan APBD;
pengendalian defisit dan penggunaan surpius APBD;
pengelolaan kas daerah;

pengelolaan piutang daerah;

pengelolaan investasi dacrah;

. pengelolaan utang daerah;

pembitnaan dan pengawasan pengelolaan keuangan dacrah;
penyelesaian keragian daerah;

petigelolaan keuangan badan layanan umum daerah;dan
pengaturan pengelolaan keuangan daerah,

Bagian Ketipa
Aszas Urnum Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4

Keuaingan daevah dikelola secara tertib, taat pada peraturan poirandang
undangan. efisien, ckonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
thasvarakat.

Pengelolaan keuangan daerzh dilaksanakan delam suatu  sistem  vang
terintegrast yang diwnwjudkan dalam APBD yang setiap tabun ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

BAB 1
DMEJARBAT PENGELOLAAN KEUANCAN DAERAH
Dagian Kesatu
Pernegang Kekuasaan Peagelolaan Keuangan Daerah
Pasal 5

e
[



th Diupati adalan pemegang kekuasaan Fengslolaan Keuangaw Daerah dan

(2]

3

(4}

{5

——

—

mewakili pemermtah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerrh yang
dipisahkan.

Bupati melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Kenangan Daerah berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yvang berlak.

Pemegang kekuasaan Pengeiolaan Keuangan Dreerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) mempunvai kewenangan;

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanasn APBD;

b. menclapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

¢ menetapkan  pengguna  anggaran/baiang  dan  kuasa  pengguna
anggaran/barang;

d. menetapkan bendahara penerithasn dan bendahara pengeluaran:

€. menetapkan bendahara penerimasn  pembantu  dan  bendzhara
pengeluaran pembantu;

f. meneiapkan pejabat vang bertuges meiakukan pemungutan penerimagn
daeralh;

g menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan
piutang daerzh;

h. menetapkan pojabuat yang bertugas melakukan pengelclaan barang milik
daerah; dun

. rmenetapkan pojabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan
dan memerintahkan pembayaran.

Bupati selaku pemegang kckuasaan Pengelolasn Keuangan Dacrah

sehagaimana dimaksud pada ayat {1 mclimpahkan sebagian atau seiurth

keliuasaannya kepada

g Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangsn daerah;

b. Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah (PDPKD] selaku
Pejabal Pengelola Rouangan Daerah {(PPRD);

€. Kepala 3KPD selaku pejahat pengguna anggaran f pengguna barang.

Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] ditetapkan clch Bupati

berdasarkzan pringip pemisahan kewenangan antara yvang memerintahkan,

menguil, dan yang menernma atau mengeluarkan uang.

Bagian Kedua
Koordinater Pengelolaan Kenangan Daerah
Pasxal 6

Sekretans Daerah  selaku  Keoordinator Tengelolasn Keuangan Daerah
mempinyail tugas koordinasi di bidang :
4. penyvusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
b, penyusunan dan pelaksanaan kebijakaun: pengeloisan barang daerah;
c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahsn APED;
d. penyusunan Raperda APRD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban

pelalisananan APBLD,
e, tugas-tugas pejabal perencana daerah, PPKD, dan pejabat pensawas
keuangan daerah; dan
penyusunan laporan heuangan daerah dalain rangha portanggungjnwabai
pelaksanaan AFBD.

|
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[2] Selain tugas hoordinasi sebagannans dimaksud pada avat (1) moordiiaton
pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:

{3)

()

I

memimpin Tim Anygaran Pernerintah Daerahn {TAPD);

menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD,

menviapkan pedoman pengeiolaan barang daerah;

memberikan persetujuan pengesaban NPA-SKPD dan DPPA-SKPTxdan
melaksanakan tugas-tugas koordinasi  pengelolaan keuangan daerah
lainnya berdasarkan kuasa vang diimpahkan oleh Bupali;

Koordinator pengelolaan keusngan daerah dalam peleltsansean tugasnya
bertanggling jawab kepada Dupati.

Bagian Ketiga
Frciabat Pengelola Kenangan Dacrah
Pasal 7

Kepala PDPED selaku PPKD mempunyat tugas sebagal berikut :

a

=

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelofaan keuangan daerah;
menyusin rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBT
mclaksanakan pemungutan pendapatan daerah vang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerak;

melalsanalzan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUDY);

menyusun laporan keuangan daerah dalem rangka pertangpungiawaban
pelaksanaan AP dan

mclaksanalian tugas lainnya Wrdasairkan kuasa yoang diimpabikan oleh

Bupati.

PPKD dalam melaksanakan fungsinva selaku BUD berwenang:

a.

b.

ge otom oL

-

.

11.

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBLY;

mengesabikan  BPA-PPKN, DPPA-FPED, TIPA-SKFD, DFPA-SKPT} dan
DPAL-SKPLY

melakitkan pengendalian pelaksanaan AFBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penernmasn dan
pengeluaran kas daeralby;

melaksanalan pamungutan pajak dacialy;

meneiapkan SPD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas 13ama
peirerintal daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dzerah:
menyajikan informasi keuangan daerah;

melaksanakan kelbijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barang milik daerah,

memarau pelaksanaan penerimaatl can pengeluaran APED oleh Bank

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBI,

menyirnpan uang daerak;

melaksanakan penempatan nang daerash dan mengelola/menatausahakan
invesiasi;

13



0. melakukan pembayaran beidasarhan permintaan pejabat  pengsuna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

p. melakukan pengelolasn utang dan piutaneg daerah: dan

g. melakuken penagihan piutang daerah.

(3] PPKD bertangpungiswab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupatt melalwi
Sekreiaris Daerah,

{4} Pelaksanaan pungutan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada avat
{1} hursf ¢ dan ayat {2} horuf e dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pelkok, fungsi
dan kewenangantiva

Pasal 5

(1] PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungen Perangkal Daerzh
Pengelola Kenangan Daerah selakiy kiuasa BUID.

(2] Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada avat {1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

I3) Kuasa BUD schagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai lugas:

a. menyiapksan anggaran kKas:

Y. menyviapkati SPD;

c¢. menerbitlcan SPE0D:

d. menyimpan selurob bukti ash kepemilikan kekayaan dacrah;

e. memantau pelaksanaan penerimsaan dan pengeluaran APBD nlch  bank
daii/alau lembaga kouangan ladinnya yang dituniuk ofeh bupati;

f. mengusahakan dun mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan

APBED;

g. menyimpan uang daerah,

h. meleksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan
investasi daerah;

i. melakukan pembayuran berdasarkan permintasn pejabat pengguna
angparat atas beban rekening kas daerah;

i. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemernntah daerah;

w. inelakukan penigelolann utang dan piutang daeral:; daii

L melakukan penagiharn piutang dacrah.

{#] Kuasa BUD bertanggungjawal atas pelaksansan tugasnya kepada BUD.

Pasal 9

PPKD dapal melimpabkan kepada pejabat lainnya dilingkungan PDPED uniuk

melsksanskan tuges sebagal bertkut:

a. menyusun rancangan APBLD dan rancangan Perubahan APBD;

h. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

¢ melaksanakan pemunguaian pajak daerah;

d. menyiapkan pelaksanasn pinjaman dan pemberian jaminan atas nama
pemerintah daerah;

2. melaksanaksan sistern akuntang dan pelaporan keuangan daerah;
f. menyajikan informasi kcuangan daerah; dan
g melalisanckon kebijakan dan  pedoman pengelolaan  sertz penghapusan

barang milik dacrah.



Dagian Reampat
Pejabat Pengguna Angparan/ Pengguna Barang
Pasal 10

Kepala SKPD selaku pojabat pengguna anggaran /pengeuna barang sebagaimana
dimaksud dalarmn Pasal 5 ayat {(4) honif ¢ memounyai tugas:

a.
b.
c.

® oo

B

n.

{1)

(2)

menyvusun RKA-SKPD;

menyusun DPPA-SKPD;

melaiukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas  bebun
anggaran belanjs;

melaksanakan anggaran 3KPD vang dipimpinnys;

melakukan pengujian atas tagihan dan memeriniahkan pemmbayaran:
melaksanakan permnungutan penerimaan bukan pajak;

mengadskan ikatan/petjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang tclah ditetaphkan;

menandatangani SFM;

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKI'D yang
dipimpinnya;

mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tenggung
Jawub SKPD vang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKUD vang dipimpinnya;
mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yvang dipimpinnya;

melaksanakan fugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainmya
berdasatkan Kuaas yang dilimpahkan oleh Dopati;, dan

bertangguny jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalud
Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
Pagal 11
Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan
sehagan  kewenangannya kepuda kusse pengguna anggaran/pengauna
barang.
Felimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada aval (1)
berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, hesaran SKPD, besaran jumlah
uang vang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang  kendali,
dant; atau pertimbangan olyjertif lainisya.
Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah kepaia unit Kerja pada satuan kerja perangkat daerah.
Pclimpahan sebayian kewenangan sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1}
ditetapkan cleh Bupati atas usul kepala satuan kerjaperangkat daerah.
Felimpahan sebagian lkewenangan sebsagaimana dimaksud pada ayar (1
melipati:
a. melakukan tfindakan yang mengakibatkan pengeluaral atas hbeban
anggaran belanja;
b. mielaxsanakan atggatan unii keija vang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembavaran;

L
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(6)

mengadakan ikatan/peqjanjiain keijasevia dengan pihak lain dalam batas

anggaran yang telah ditetapkan;

e. menandatangani 3PM- LS Non Gaji dan 3PM-TU,

f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yvang dipimpinnya; dan

g. roelaksanakan  tugas-tugas kuasa  penpgruna anggaran  lainnya
berdazarikan kuasa yvang dilimpahican oleh pejabat pengguna anggaran.

Kuasa pengguna anggararn/kuasa pengguna baratpg sebagaimana dimaksud

pada ayal (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna

anggaran/ pengguna barang.

Cu

T - 2T 1M}
1 1 -

1
Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
sthapaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), sekaligus bertindak sebagai
Pejabatl Pombual Komitmen.

(1}

{2

{3

(6]

Bagian Keciain
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pasal 13

Pejabat  pengpuna anggaran/pengmuina barang dan  kuasa pengguna

anggaran/Kiiasa pengguna baraig dalam  melaksanakain  progiahs  Jab

kegiatan menuniuk pejabat pada unit kerja pada SKPD selakie PPTE.

Penunjukan pejabatl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

pertimbangan kompetensi  jabatan, anggaran  kegiatan, beban kerja,

Iokast, dan/atau rentang kendali dan perimbangan objektif lainnya.

PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguie anggaran/pengguna barang

sehagaimana ditnaksud pada avat ({1} bertangsung jawab alas

pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

FPTR  yang ditunjuk oleh kuasa pengguna  anggaran/kuasa pengguna

barang scbagatinana dimaksivd pada ayat (1) bertanggung jawalb atas

pelalisanasn tugasnya kepada  kussa  pengguna anggaran/kuasa

pengguna harang.

PPTK mempunyai tugas mencakup:

a. mengendalikan pelaksanaan kegistan;

b. melaporkan perkembangan pelaisailaan kegiatan, dan

¢, menyiapkan dokumen angparan atas beban pengeluarsn pelaksansan
kegialan.,

Dokumen anggaran sebagaimana dimmaksud pada avat [5) huruf ¢ mencakup

dokumen administrasi kegiatan maupun doltumen adminisirasi vang terkait

dengan persyvaratan pembayeran veng ditetaplian sesusu dengan ketentuan

perundang-undangan.

PHIK baik secara langsung maupun tidak langsung dilarsng melakukan

kegiatan perdagangan, pemborongan dan penjualan jasa, atas nama pribadi

dlau keluarganys untul pelalsanasn program kepistan pada satuan kema

perangkat daerah tempat yang bersangkutan bekerja,



(1)

{1)

(21

(3]

i

{3y

Bagian Kelyyjuh
[ejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Duerah
Pasal 14

Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang
dimuat daleun DPA-SRID, DITA-SKPD, dan 1DPA-L, kepala SKPD ménetapkan
pejabat yang melaksanakan fungsi tais usaha keuangan pada SKPD sebagai
PPK-SEKPD.

PPR-3KFPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. mencliti kelengkapa SPP-LS pengadaan barang dan jasa vang disampaikan
olel Dendaliara pengeluaran dain diketahui oleh PPTH;

b. mencliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang diajnkan oleh  bendahara
poengeluaran,

¢. melakukan verifikast S0

d. menyiapkan SPM;

¢. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
I, melaksanalkan akuntansi SKPD, dan

g menyiapkan laporan keuangan SKPD

PPE-ZKPD lidak boleh merangkan sshapai pejabat yang bertupes melakukan
permurnigutan pencrimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTE.

Bagian Kedelapan
Bendohorg Penerimann dan Bendghors Porngelanvan

Pasal 15

Bupati atas usul! PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran uniuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
polalsanaan anggaran pada SKPD.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran schagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengelusran baik secara langsung
maupun tidak langsung dilarang melukukan kegiatan perdagangan, pekerjaan
pemborongan dan  penjuatan jess atau boviindak sebagal penjamin atas
kegiatan/pekerjaan /penjualan, serta membuka rvekening/gito pos  alau
menyimpan usng pada suatuy bank atau lembaga keuangen lainnya atas
nama pribadi.

Dalam hal Pengguna Anggavan melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menelapkan bendahara
penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembanty pada unit kerja
terkail.

Bendeghara penerimaan dan  bendahara pengeluaran secara fungsional
Dertanggung jawab atas pelaksanaan mgasnya kepada PFRKD selaku BUD.



(i)

{2

i3

(3}

{1}
(2)

(3}

{4)

o)

(1)

(2}

(3
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BABG 111
ASAS UMLIM 12AN STRUKTUR APBD
Bagian Kesatu
Asas Umum APHD

Pu=al 16

APBD disusun sesual dengan kebuiuhan penyelenggsaraan  pemerintahan
dan kemampuan pendapatan daerah.

Penyusunan APED sebagaimana dimaksud pada ayal (1) berpedoman kepada
EKPD dalam rangha mewujudkan pelavanan kepada masyarakat untuk
tercapainya tujuan berncgara,

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanasn, pengawasan, alokasi,
tHzlribusi, dan stabilisasi,

APBD, Perubahan ABD, dan pertanggungjawaban polaksanaan APBD setiap
tabun ditetapkan deingan DMeraturan Dascah,

Seluruh pendapatan dseerah, belanja daerah, dan pembiavaan daerah
dianggarkan secara heuto dalam APBD,

Pasal 17

Semua penerimaan dan pengeliaran daerah baik dalam bentuk uang, barang
dan/atay jasa dianggurkan datam APBID,

Penerimnaan  daerah  lerdiri dari pendapatan daerah dan  penerimaan
pembiavaan daerah.

Pendapatan dacrah  sebagaimana dimaksud pada avat {20 morupakan
perkiraan yang terukur sccara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
sumber pendapatan,

Pendapatan daerah vang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada
ketentuan poraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan sehagaimana dimaksud pada aval (2) adalah semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali balk pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikuinya.

Tasal 13
Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengsn
adanya kepastian lersedianya penerimaan dalam jumiah yang cukup.
Pengeluaran daerah terdiri dari belanja duerah dan pengeluaran pembiayaan
daerah,
Belanja dastah sebagaimana dimaksud pada ayat [2) merupakan perkiraan
beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar
relatif dapat dinikmati olch schirith kelompok masyarakat tanpa diskriminasi,
khususnya dalam pemberian pelayanan umtm.
Pengeluaran pembiayaan scbagalmana dimeksud pada aval (2) adalsh
pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tehun anggaran vang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBL harus didukuang dengan dasar
hukum yang mclatdasinya.
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10j Dalam menyusun ADBD, poigatpgaran penigeluaran achagaimana dimahksud
dalam Pasal 17 ayat (3] harus didukung dengan adanya kepastian (ersedianya
pencrimaan dalam jumlab vang cukup.

Paszal 10

APBD merupakan dasar pengelolaen kenangan daerah dalam masa, 1 (satu) tahun
anggaran tethitung mulal tanggat 1 Januari sampai dengan tanggal 3! Desember.

Hagian Kedua
Struktur APBD

Pasal 20

{1} APBD merupakan satu kesatuan yvang terdiri dari:

a. pendapatan dacrah;
& belanja dasrah; dan
c. pcmbiayaan daerah.

(2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputd
semua penenmaan wang melalui Rekening Kas daerah, yang menambah
eluitas dana lancar. vang merupakan hak daerah dalam satu tahun Angguran
yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah,

{3) Bcelanja daerah sebagaimana dimakswd pada avat | 1] huruf b melipuli semua
pengeluaran dari Rekening Kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar,
vang merupakan kewsajiban daerah dalam satu (ahun angearan yang tidak
akan dipiroleh pembayarannya kembali oleh daeral.

(4] Pembiayaan dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ melipati
semita penerimaan vang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yvang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikuthiya.

Pasal 21

(1] Pendapatan daerah sebagaimana dimsksud dalam Pasal 19 ayat (1) hurul a
dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompole, jenis,
objek dan rincian objek pendapatan, dan diklasifikasi menorut fungsi
pengeloiagan keuangan Dacrah,

{2} Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) hursf b dirinei
menurut urusan pemcrintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
welompok, jenis, objex dan rincian ohiek belanja.

(3] Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 16 avat {1} huruf ¢
dirinci menurat urusan pemeriniaben daerah, organisasi, kelompok, jemis,
objek dan rincian objek pembiavaan,

{4) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2], dan ayat (3} berpedoman
kepada ketentuan perundang-undangan yang beriaku,

Paragraf 1
Pendapatan Daerah

Pazal 22

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdir atas:



d.
b, Dana Perimhangan; dan
c.

(1)

(2)

{3]

.o

——

Peildaparaii Ast Daerah;
Lain-lain pendapatan daerah vang sah.

Pasal 23

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a

tordin atas:

a. pajak daerah;

b, retribusi daerah;

¢. hasil pengelelaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Jenis pajak daerah dan retribusi daersh sebagaimana dimaksud pada ayat i1

huruf a dan huruf b dirinci menurut obyck pendapatan sesuai dengan

undang-undang tentang pajak dacrah dan rooibusi dacrah.

Jenis hasil pengelelaan kekuyaan daerab yang dipisahkan sebagaimana

dimaksud pada avat (1] huruf ¢ dininci menurut obyek pendapatan yung

mencakup

d. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaun milik daerah /BUMD;

b. bDagiun  Jaba atas penyertaan modal pada  perusabaan mitik
pemerintah /BUMN. dan

¢. bapian laba atas penyertaan madal pada perusshaan milik swasta atan
koiompok usaha masvarakat.

Lain-lain Pendapatan Asli Dacvah yang sah sebagailnana dimaksud pada

ayat {1) huruf d mencakup:

a. hasil penjualen kekavaan daerah yang tidak dipisahkan secaras tunai
atal angsuran/cicilan;

h. jasa giro;

c. pendapatan hunga;

d. penerimaan atas tuntutan gant keragian daerah;

€. penerimaan komnisi, potongan, atau pun bentuk tain sebagai akibat
dari penjualan dan/fatau  pengadaan harang dan/atau jasa oleh daerah.

f. penerimaan keuntungan selisih nilal tukar tupiah terhadap mata
Uang asing;

g. pendapatan denda atas keferlambatan pelaksanaan pekerijaan;

h. pendapetan denda pajale;

1. pendapatan denda retribusi;

J. pendapatan hasil elcselust atasg jaminan:

k. pendapatan dari pengembalian;

L pendapatan darn fasilitas sosial dan fasilitas umum;

m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

. pendapatan dand Badaio Layainan Uimnum Daersh [GLUD).

Pagal 24

Kelompok pendapatan dana perimbungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf b dibagi menurut jenis nendapatan yang tendis atas:
a. Dana Bag Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;

20



L.
C.

Cana Alokas Umium; dan
Dana Alckast Khusus,

Pasal 25

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 hurufc dibagi menurut jenis pendapatan mencakup:

a.

hibah berasal dari Pemerintah, Pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga
organisesi  swasta dalam negeri, kelompok masyarakai/perorangan dan
lembaga luar negeri vang tidalk mengikat;

. dama darurat dari pemmcrintsh dalam rangks ponanggulangan korban aldbat

bencana alam;

dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnva;

dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditctapkan oleh
peimerintall;

bantuan keuangan dari provinai atau pemerintah daerah lainnva; dan

g pendapatan daerah lainnya.

(1}

(2]

(1}

(2)

(3}

(4

Pasal 26

Hibah sebagaimana dimaksud delam Pasal 24 huruf a adalah penerimaan
Daerah yang herasal dari Pemerintah Negara asing, badan atau lembaga using,
baden atau Lemhaga Internasional, Pemerintah, atau baden lembaga dalam
negeri atau perorangan, baik dalam bentuk uang vang tidak perlu dibavar
kembali.

Pasal 27
Pajak daerah, retribusi dacrah, hasil pengelblaan kekayaan daerah yang
dipisahian, dan lain-lain pendapatan asli dacrab yang sah dianggarkan pada
SKP,

Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah vang sah diangparkan
pada SKPD.
Parapraf 2
Belanja Daerah
Pasal 28

Belanja daerah sebagaimana dimasksud dalam Pasal 19 ayat (1) humf &
diklusifikasilkan menurmit organieasi, fungsi, program dan kegiatan, kelornpol:
belanja scrta jenis belanja.

Klusifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada avat {1)
diseauaikan dengan susunan organisast pemerintahan daerah,

Klasifikasi belania merurut fungsi sebagaimana dimaksud pada avat {1}
terdini dan:

a. klasitikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan

b. klasifiltasi fungsl pengelolaan keuangan negara.

Klasifikasi belanja menurut program dan kegigian sebagaimmana dimaksod
pada ayat {1} discsuaikan dengan urisan pemaniahan yang menjadi
kewcnangan dasrah.



(3]

(7)

(i)

()

(4

rlasifikasi belanja mmenurut kelswipok belaiia sebugainiana dimaksud pada
ayat (1] terdiri dari;

a. belanja tdak langsung; dan

b. belanja langsung.

Kelompok belanja tidak langsing sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a merupakan beianja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud peds ayai {(5) hurof b
merupakan belanja vang dianggarican (erkait secara iangsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatadn.

Pasal 29

Klasifikasi belanja  Daerah menurut urusan  pemerintshan  sebagaimang
dimaksud dalam Pasal 27 avat (3) huml o rerdini dard helania nrusan waijfb
dan urusan pilihan,
Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada avat
{1) melipud:

pendidikan;

Lesahatan:

pekerjaan umum;

perumahan rakyat;

penataan ruang,

perencanaan pernbangunan;

nerbubungan;

iingkungan hidup;

pertanaharn;

kependudukan dan catatan sipil;

pembetrdayaan peremplan

REiuargs pereiicana dai keluarga sojahilera;
. sostal:

tenaga kera;

koperasi dan usaha kectl dan menengah;

petatiaman modsl;

kebudoynan;

pemulda dan olah rags;

kesaruan bangsa dan politik dalam negeri;

otonomi daerah, pemernntahan umum, administrasi kenangan daerah,

pcrangkat daerah, kepegawatan dan persandian;
v, rembendayaan massaraliar dan desa;
v. statistik:
w. kearsipan;
x  komunikasi dan informatika; dan
¥. perpustakaan.
Rrlanja menurir arasan pemerinizaban veng renaganannya dalam hagian
atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah
dan pemerintah daerah vang diletapkan dengan ketentuan perundang-
undangan dbabarkan dalam bentuk program dan keglatan yang
diklasifikasikan menorut umsan wajib dan urusan pilihan,
Klastfiliasi belanja menurut urusan pilihan schagaimana dimeksnd pada ayat
(3] mencakup:

TeNABSEE AT STR MR A0 op
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{1)

{2)

(3}

kehutanan,
energi dan sumber dava mineral;
periwissla,
kelautan dan perikanan;

perdaganagais;
1nduqt|! dar
ketransmigrasian;
Re]an_]a menurut urusan pemetrintahan yang penaganannve dalam bagian
atau bidang tertentu vang dapat dilaksanakan bersama antara pemcrintah
dan pemcrintah daerah yang ditetapkan dengan keteituan perundang-
undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan vang
dillasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

SR s D T

Fazal 30

Klasifikasi belanja menurur fungsi sebagaimana dimaksud pada ayal (3} huruf
b yvang digunakan untuk tujuan keselirasan dan keterpadusn pengclolaan
keuangan negara terdiri dari:

pelavanan umum;

keteriiban dan keamarnan:

ekonoti;

Htgkungan hidup,

nperumahan dan fasilitas uwmum;

keachalan;

pairiwisala dan budava,

agama;

pendidikan; dan

perlindungan sosial.

TrEm o ow

Tasal 31

Belarja daergh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipergunakan dslam
rangka pelalkisanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
yang terdiri dari urusan wajib, wrusan pilihan dan penanganannya dalam
bagian atan bidang tertentu vang dapst dilaksanakan bereama antara
pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemcrinlah deerak vang
ditetapkan dalam perundang - undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
diprioritaskan untuk melindungi dan menimgkatkan kualitas
kehidupanmasyaraleat dalam  upaya memenuhi kewajiban dasrakh  vang
diwujudkan dalam bentuk peningkalan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fIasilitas sosial dan  fasilitas umum  vang layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosgial,

Peninglatan kualitas kehidupan masyvarekat schagaimana Jdimaksud pada
ayat (2] diwuindkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian  standar
pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangain.

Pagal 32

Penganggaran dalam APED unink setiap jenis heianja sebagaimana dimaksud
dalam pasal 27 ayat (6], berdasarkan kelerinan perundang-undangan,



Masal 33

Klasifikasi belanja tidak langsung sebagaimana difnaksud dalam pasal 27 ayat
{3 huruf a terdiri dasi:

a. helanja pegawai;

b. bunga;

sl bnsids;

hibah;

hantuan sosial:

belanja bagi hasil;

bantiian keuangan: dan

belanfa tidak terduga.

o e LN

Fasal 34

{1} belanja. pegawai sebagaimans dimaksud dalam FPasal 32 huruf merupakan
belaije kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan
lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil vang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraiuran peruyndang-undangan,

(2] Uang representast dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRDserta £Zaji dan
tunjangan Bupati dan Waldl Bupad serta penghasilan dan penerimann lginnva
vang ditetapkan sesual dengen peraturan perundang-undangen dianggnrkeon
dalam belanja pegawai.

Pasgal 35

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
pegawal negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objekiif dengun
memperhatikan kemampuan keuangsn daerah dan memperocieh persetujuan
[DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2} Persclujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuken pada
pembahasan KUA,

(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimuksud pada avar (1} diberikan
dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan heban keta,
tempat bertugas. kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kea, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya.

% Tambahan penghasilan berdasarkan beban keija sebagaimana dimaksiad
pada ayat (3] diberikan kepada Pegawai Negari Sipil vang dibebani pekerjaan
uniuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban keria
narimalk.

{3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat berlugas  sebagaimana
dimaksud pada avat (3] diberikan kepada Pegawai Negeri Sipfl vang daiam
melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkatr kesulitan tinggi
dan daerah terpenail.

(6] Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud
pada avat 3] diberikan kepads pogawal negeri sipill yang  dalam
melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko
tinggi.

(7] Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana
dimaksud pada avat [3) diberikan kepada Pepawai Neger Sipil yang
daiam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dun langka.
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18 Tambahan penghsasilan berdasarkan prestasi keija sebagainiaing dimaksud
pada ayat {3) diberikan kepada Pegawai Neger] Sipil vang moemiliki preatasi
kerja yang tinggi dan/alau inovasi.

{9) Tambahan penghasilan herdasarkan  pertimbangan albjektif  iainnya
sehagaimana dimaksud pads ayat (3) dalam rangka permglatan
kesejahteraan umumn pegawai, seperti pemberian nang makan.

(10) Kriteria pemberian tambahan penghasilun sebagaimana dimaksnud pada ayar
(3] ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasa: 2
Helanfa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dieunakan untuk
menganggarkan pembayaran bunga uteng yang dihitung atas kewajiban pokaok
utang {principal outstandingl berdasavkan perjanjian pinjaman jangka pendel,
langka menengah, dan janglka paniang.

EFE= LN

lPasal 37

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 hurmf ¢ digunakan
urntuk menganggarkan bantusn biaya produksi kepada perusahaan/lembaga
tertents agar harga juad produksi/jasa yang dilhasilkan dapat rerfangkau oleh
masyarakat hanyak,

|2} Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
perusabaan flembaga yang menghasillkan produk alau jasa pelayanan umum
masvarakat.

{3) FPerusahaan/lembeaga penerima beianja subsidi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] harus terlebih dahulu dilakukan audit sesnai dengan ketentuan
pemeriksaan pengelolaan dar tanggung jawab keuangan negara.

{4 Dalam rungka pertanggungjawaban pclaksunaan AFPBD, penerima subsidi
sebagainiana  dimaksud pada ayat (1) wajib menvampaikan laporan
pertenggungiawaban pengglunaan dana subsidi kepada Bupati,

5} Belanja subsii sebagaimana dimaksud pada aval (1) dianggarkan sesuai
dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan
daerah tentang AFBD yang peraturan pelaksanzannya kb lanjut
dituangikan dalam peraturan Bupati,

Pasal 38

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan
dasrah.

{2] Pemberian hikhah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan setelah
memprionitaskan pemenuhan belamja urusan wajib dan helania urusan
pilihan.

(3} Pemberian hibah scbaguimana dimaksud pada ayat {1] ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dacrah
sesual urgensi dan kepentingan dacrah dalam mendulung terselenggaranya
fungsi  pemerintahan, pembangunan  dan  kemasvarakatandengan
memperhatikan asas keadilen, kepatitan, rasionalitas, dan manfaat unmuk

tlasyarakat,
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(5§

(1)

[2)

(3

(4

[5)

Delanija hibah sebagaiiiana dimaksud dalam ayvat (1) digunaksn untuk
menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang daen/atan
jasa kepada:

pemerintah pisat;

pemerintah daerah lainva;

Badan Ysaha Milik Daerah;dan

Badan, Lembagn dan orgatisasi kemasyaralkatan vang herbadan hukum

Indonesta,

Pemberian hibah sebagaimiana dimaksud pada avat (1] memenuhi kriteria

paling sedikit:

a.  peruntukannya secara spesifik telah dileiapkan;

L. bersifat tidak wajib, tidak mengilsat atau tidak secara terus menerus
scliap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan kcuangan daersh
kecuali dilentukan lain oleh peratutan perundang-undangan;

¢.  memberikan nilal manfaar bagi pemerintah daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasvarakatan;

d.  memenuhi pergyaratan penerima hibah,

AoEs

Pasal 12

Hibah kepada pemeriniah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat

(4] bhuruf a diberkan kepada satuan kerja dar kementerian/lembaga

pemerintah non kementlerian yang wilayah Kerjanya berada dalam daerah

vang bersanglaitan.

Hibah kepada pemerintall daerals lalisnya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3Y ayat {4} huruf b diberikan kepada daerah cionom baru hasil

pemekaran  daerah  sebagaimans diamanatkan peraturan perundang-

undangan.

Hibah Kepada Dadan Usaha Miik Negara sebagaimana Jimaksud dalam

Pasal 37 ayat {4) huru{ ¢ dibenkan dalam rangka unruk meningkatkan

peiayanan  kepada masyarakar sesuai dengan  ketentuan peraturan

perundang-undangan,

Hibah kepada Badan Usaba Milik Daerah sebggaimana dimaksud dalam

Pasal 37 awat {4) huruf ¢ dibenkan dalam rangka untuk meneruskan hibah

yang dilerina pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Fasal 37

ayat [4) nuiad § dibenikan kepada Dadan dan Lembapga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan
peratiran perundang-undangan;

L. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yvang telah memiliki Surat
Ketorangan  Terdaftar vang diterbitkan oleh Menteri Dslam  Negen,
Gubernur atau Bupari; atau

c. varng Dbersifat nirlaba, sukarela bersifat sostalkemasyarakatan berupa
kelompok masyarakal/kesatuan-kesatuan masyarakal hukum adat
gepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat,
dan keberadaannva diakui oleh pemerintah pusat Jan/atau pemerintah

26



(6}

{1)

(2)

(2)

(3}

(1)

dacrahh melalul pengesahan alail penetapan dar pimpinan iostairsi

vertikalatau  kepala Perangkat Daerah  ferkait sesuai  dengan

kewenangannya.
Hibah kepada organisasi kemasvarakatan vang berbadan hukum Indenesia
sebagaimana dimaksued dalam Pasal 37 avat (4) huruf d diberikan kepada
orgatisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan sizsnu crganisasi
kemasyarakalan yang Therbadan  hukum perkumpulan  vang iclab
mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian vang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 40
Hibah kepada badsan dan lemhaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat [4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

nlemiliki kepengurusan vang jelas didaerah vang bersangkutan;

b. memilila surat keterangan domisili dari furah/kepala desa setempat atau

sebutan lainiya; dan

berkedudukan dalam wileyah administrasi pemerintah daerah yang

Lorsanghutan.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam

Pagal 37 ayat [4) huruf d diberikan dengan persvaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan
hak asasi manusia paling singkat 3 tahun. keruali ditentulan lain cleh
peraturan perundang-undangan,

b, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang
bersangkutan; dan

¢. memiliki sckretariat tetap didaerah yvang bersanglkutan.

e

T

Fazal 41

Betanja hibah sebagaimuna Passl 32 huruf ¢ bergifat bantuan yang tidak
mengikat/tidak secara tcrus menerus dan iidak  wajib  serta harus
digunakan sesuai dengan persvaratan yang ditetapkan dalam naskah
rerinniiyn hibah daerah,
Hibah wang diberikan secara tidak terus menerus atau tidek mengikatl
diartikan  bahwa pemberian hibah tersebut ada batas skhirnya
terganiung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan  alas
kegiaten terscbhut dalam menunjang penyelenggaraan pemetintahan deerah.
Naskah perjanjian hibah dacrah schagaimans dimmaksud pada ayat {1}
sekurang-kurangnya memuat identitas  penerima hibah, tujuan
pemberian hibah, jumlah uang vang dihibahkan.

Pasal 42
Pemerintah pusat, pemeriniah daersh lain, Badan Usaha Milik Negara atau
Badan lsaha BWhlik Daerah, badan dan lembaga, serta orpanisasi
kemasyarakatan sebagalimana dmeksud dalam Pasal 37 ayat {4} dapat
menyampaikan usuian hibah gecara tertulis kepada Bupati.
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(4)

(1}

(1)

(2}

(3)

(2}

Bupaii menunjuk SKI'D  terkain  untuk  inelakukan  evaluas  usulan
sehagairana dimaksud pada aval (1).

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat {2} menvampaikan
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada bupat melalni TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas reltomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} sesuai dengan pricritas dan kemampuan keuangan dacrah,

Pasal 43

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimalkaud
dalam Pasal 41 ayat (3] dan ayat (4} menjadi dasar peticantuman alokasi
anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

Fencantuman alokasi anggaran schagaimanas dimaksud pada ayat (1),
meliputianggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa

Hibah bertipa uang schagaimana ayat {2} dicantumkan dalam RKA-PPYD,
Hibah berupa harang atau jasa sebagaimana avat (2) dicantumkun dalam
EKA-SKI'DH

REA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimakswd pada ayat (3) dan ayat (4)
menjadi  dasar penganggaran  hibah dalam APBD  sesuai  peraturan
perundangz-undangan,

Pagal 44
tHihah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 avat (4}

dianggarkan delam keloimpok belanja tidak langsung, jenis belanju hibal,

obrvek belanja hibah, dan rincian obyek belanjr hibah pada PPKD,

Obyck bielanja hibah dan rincian obyels belanja hibah schagaimana dimaksud

pada avat {1) meliputi:

a. Pemetrintah Pusali:

b. Pemerintah Daerah lain;

¢. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik DNaerah; danfatan

d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan vang berbadan hukum
Indonesia.

Hibal berupa baraisg alau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayal

(4) dianggarkan dalam kelompok belanjs langsung yang diformulasiken

kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang

dan jasa, obyek belanja hibah barang atau fasa dan rincian obvek belanja

hibah barang atau josa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masvarakad,

.....

FPagal 45
Helanja bantuan sosial sebugaimana  dimaksud dalam Pasal 32 huruf e

digunakan untuk memberikan bantuan sesial kepada anggota/kelompok
masyarakal sesual kemampuan keuangan daerah.

Pernberan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada avar {1) dilakitkan
setelah  mempriortaskan pomenuban belanja urusan wajib dan urasan
pilihan dengsn memperhailkan asas keaditan, kepatutan, rasionalitas dan
manfaal untuk masvarakat,

k-
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3] Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada avad {1) diberikan secara
seleklif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memilild kejeiasan
peruntukan  penggunaannyva  dengan  mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah dan ditetapkan dengan kepitusan Bupati.

4] Bantuan sosial vang diberikan secara tidak terus menerus/ddalk
mengikat diarifkan bahwa pemberian banwuan tersebut tidak wajib dan
tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 44
Delania bagi hasil sebagainiana dimaksud dalam Pasal 32 hueaf f digunakan
untuk menganggarkan duna bagi hasil yang bersumber dari pendapatan
kabupaten kepada pemerintab desa arau pendapatan pemcrintah daerah
tertenin  kepada pemerintah daerah lainnya sesual dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 47

(1} Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dslam Pasal 32 humf g
digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan vang bersifat wmnum
atau khusus dari pemerintah kabupatenkepada pemerintah desa, dan
pemerintah  daerah  lainnya  dalam  rangka pemerataan  dan/atau
peringkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politil.

(2} Bantuan keuangan yang bersifat umuin sebagaimana dimaksud pada avat
11}, peruntukan dan ponggunaaninya  discrahksan  sepenubnys kepada
pemerirdah desa penerima bantuan.

(3] Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada avat
(1), peruntukan dan pengeiolaannva diarabRan/ditetapkan olch pemerintah
daerah pemberi bantuan.

(47 Pembenn bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat {13,
dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau
anggatan pendapatan dan belanja desa penerima hantuan,

Tasal 48
Pedoman pengeloiaan dan pertangungjawaban belanja hibah, bantuan sosial, hagi
hasil pajak bukan pajak dan bantuan keuangen ditetapkan dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 49
{1} DBelanja ddak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b

merupakan betanja untuk kegialan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulanga)l bencana alam dan bencana

snsiat yang tidak diperkiralan sebelumnya, termasul nenpembalian atas
kelebihan penctimaan  daerah tahun tahun sebelumnya yang telah
ditutup.

[2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada avat (1}
yvaitu untuk tanggap darural dalam rangka pencegahan gangguan
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terhadap stabiliias penyelenpgaraan pemeriniahan demi terciptanya
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di dacrah.

(3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sehelumnyva
vang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didulaung dengan
hulkti-buldi vang sah.

Fasal 50

[1} Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf & dia nggarkan
pada belanja organisasi herkenaan sesumi dengan peraturan perundang-
windaiigar,

(2} Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja baniuan s0&ial,
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak lerduga
sebagaimana dimaksuel dalam Pasal 32 hural b. huruf ¢, huruf d, buruf
¢, huruf | huruf g, dan buruf b dianggarkan pada belanja PDPED,

Pasal 51

Klasifikasi belanja langsung sebapaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat {(5) hural
h terdir: dant:

a. belanja pegawal

h. belanja barang dan jasa; dan

c. bhelanja modal,

Tasal 52

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 50 huruf a unmk
pengeluaran honvrarium/upah dalem melaksanakan program dan kegiatan
pemerintalian dacrah,

Paaal 53

(1) Belanja barang/jasa sebaguimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b
digunakan untuk mengangparkan pengadaan barang dan jasa yang nilai
manfaainya kurang darf 12 {duabelas) bulan dalam melaksanakan PTOgTarm
dan kegiatan pemerintahan daerab termasuk barang vang akan diserahhkan
atau dijual kepada masyurakat atau pihak ketiga,

{2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b berupa
belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi,
pergwatan kendaraan bermotor, cetak fpenggandaan, SEWE
rimaly/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitus, scwa alat berat, sowa
perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas
dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-ha terteniu,
perjalanan dinas, petjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai,
pemclinaraan, jasa konsultansi, lain-lain peagadaan barang/jasa, belanja
lainnya yang scicnis serta pengadaan barang vaung dimaksudkan untuk
disershkan atau dijual kepada masyarakat arau pihak ketiga dan uang yang
dibcrikan kepada masyvarakar atan pihak ketiga.
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Fazal 54

(1) Belanja modal! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf ¢
digunakan untuk penpeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan
aset tetap berwujud vang mempunyal nilai manfaai lebih dari 12
fdhuabelas] balan untuk daunakan dalam kegjalan pemerintahan

(<} Nilai asset tetap berwujud vang dianggarkan dalam belanja modal sebesar
harga beli/bangun assel ditambah seluruh belanja vang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai asset tersebut siap diguniakan.

{31 Bupati menetapkan buatus minimal kapitalisasi {capitafization threshold)
scbagai dasar pembebanan belanja modal.

Pasal 55

Belania langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, scria
belaia modal untuk melaksanakan progrsin Jan kegiatan pemerintahan daerah
dianggarkan pada belanja SKPD berkenaari.

Pasal 56

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalarmn Pasal 54 dapat menoilat dana

anggaran:

a. untuk 1 {satu) tahun anggaran; atau

k. tebik dant 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak
gesual perafuran perundang-undangan.

2} Kegialan tahun jamak schagaimana dimaksud pada avat {1) huruf b harus
memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:

4. pekerjuan komstruksi atas pelaksanaan kegiatan vang secara teknis
merupakan satu  kesatuan untuk menghasilkan satu  oufpid  veng
memerlukan warktu penyelesaian lebih dard 12 {duabclas) bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yvang menurut sifatnya harus tetap
berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman
bemh /bibit, penghijavan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan
obat di rumah salkit, lavanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa
eleqning service.

{3] Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimena dimaksud pada avat {2)
herdasarkan  atas  persetjuan DPRD  yang ditusngkan dalam  ncta
kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD,

171 Nola  kesepakatan  bersama  sehagaimana dimaksud pada avat  {3)
ditandatangani hersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA
dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

{3 Nota kesepakatan bersama sebapaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-

kurangnya tmernuat:

a. nama kegiatan;

b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

. jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahun.
6) Jangka wakihy penganggaran keglalan tahun jamak sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) trdak melampaui skhir tatiun masa jabatan Bupati berakhir.

-
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Dagian Keliowa
Surpius/({Defisit) APBD
Faaal 27

Selisth antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mangakibatikan terjadinya surplus atau defisit APRD.

(1)

(2}

(4

(1]

(2)

(3]

Fasal 58

Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terjadi apabila
anggaran pendapatan dacrah diperidrakan lebih besar dar anggaran Lelaiija
daerah,

Dalam hal APBL diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiavaan
pembayaran cicllan polkok utang vang jatuh tempo, penveriazan modad
finvestasil daerah, pembenluken dana cadangan, dan/ atau pomberian
pinjaman kepada pemetintah pusal / pemerintah daerah lain dan/ aiau
pendanaan helanja peningkatan jaminan sosial,

Pendanaan belanja peningkatan faminan sosial sebagaimana dimaksud pada
avat (2) diwwudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar
masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait
dengan tugasnya mclaksanakan program dan kegiatan inrsebut,

Dalamn  hal APBD  diperkirakan surplus, penggunaannya dhtetapkan
dalam peraturan daerah Lentang APBD.

asal 39

Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terjadi apabila
anggaran pendapatan daerah diperldrakan lebih kecil dari anggaran belanja
fdaerah,

Batas maksimal defisit APBD gutuk setiap tahun anggaran herpedoman pada
petietapan hatas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keltangan.,

Dalam hal APBD diperldrakan defisit, ditetapkan penerimaan pembiayasn
untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa
lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencsiran dana

cadangan, hasil penjualan kekasaan daerah vang dipisahkan, penciimsan
pinjaman, dan penerimaan kembali pemberiun pinjaman atan penerinaan

piutang.

Pasal 50
Femerintah daeraly wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada
Menteri Balam Negeri dan Menteri Keuangan sctiap semester dalam tahun
anggaran berkenaan.

Pelanggaran lerhadup ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), dapat
dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.
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Dagian Keemaun
Pembiayaan Daerah
Pasal 61

{1} Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam 1%asal 19 avat {1 huruf ¢
terdil davi penerimaan pembiayaan Jan pengeluaran pembiayaan.
(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) mencakup :
A. Selisih Lebih Perhitungan Anggaien Tahun (SiLPA) fshun anggaran
sebelumnya;
peficairarn dana cadangan;
hasil periuaian kekayasn dserab yang dipisahian;
penerimaan pinjaman daerah;
penerimaan kemball pemberian pinjaman dacral; dan
penerimaan piutang daerah.
{3 Pengcluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) mencakup:
i pehluciibukan daina cadangan,
b.  penvertaan modal perrerintah daerah:
c. poembayaran pokok utang: dan
d. pemberisn pinjaman.
[4 Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiavaan terhadap
pengeluaran pembiayaan.
{3} Jumlah pembiayaan neto harus dapat menulup defisit anggaran.

LR LI =

Paragraf 1
3isa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Sebeiumnya {SiLPA)

Paszgl &2

Sisa  lebih  perhitungan  anggaran tshun  anggaran sebelumnya (SiLPA}
sebagaimana dimeksud dalam Pasal G0 ayat {(2) huruf a mencakup pelampauan
penerimaan FPAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, peiampauan
penerimaan lain-lain pendapatan daersh yang sah, pelampauan penerimasn
pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampal
dengan akhir ahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pasal 63

(1) Kegiatan lanjutan sebagairmmuna dimaksud dalam 1’asal 61 didasarkan pada
BPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPED) menjadi DPA Lanjutan
SKPD (DPAL-SKPD)] tahun anggaran berikutnya.

12} Untulk mengesahkan kemhbali NPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sehagaimana
dimaksud pada ayal (1), Kepaia SKPD menyampa.lkan laporan akhir realisasi
pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik manpun keuangan kepada PPKD
paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

(3] Jumlah anggaran datam 1JPAL-SKPD dapat disahkan setelah rerlebih dahuaiu
dilalkan pengujian tethadap:

a. sisa DPA-SKPD vang belum diterbitkan SPD dan/atan belum diterbitkan
3F2D atas kegiatan yang bersangkutan;
sisa SPD vang belum ditertatican SPP, SPM atlau SP2D; atau

¢. or2D yvatg belum diuangkan.
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(S}

(1)

(<]
(3)

(4

(3)

(o)

(7}

8}

(9)

(1)

DHAL-SEFD yang telakh disahkan sebagaimaana dimaksud pada ayai i1} dapat

dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekergaan dan penyeleszian

pembayaran,

Pekerjaan vang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria:

a. npekerjaan yang telah ada ikalan perjanjian kontrak pada tahun
anggaran borkenaan; dan

b keterlambatan  penyelesaian pekerjasn  diakibatkan bukain karera
kelalaian petgguna anggaren/barang atau rekanan, namun karena
alabat dati force major.

Taragraf 2

Dana Cadangan
Fagal A4

Permerintah  daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai
kegiatan yzng penyediaan dananya Hdak dapat schaligus/sepenubinya
dibebankan dalam satu tahun anggaran,

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada avat (1}
ditetapkan derigan peraturan daerah.

Peraturan daerah sebaguimana dimaksud pada ayat {2) mencakup penetapan
tujuar pembentukean dana cadangan, program dun kegialan VAR dkan
dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan
yang harits dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber
dana cadangan, dan tahun anggeran pelaksanaan dana cadangan.
Nancangan perahiran  daeralh  {onlang  pembentithan  dana Cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2] dibahas bersamaan dengan
pembahasan rancangan peraturan daerzh tentang APBD,

Penetapan rancangan peraturan daerah  tentang pembentukan dana
cadangan sebagaimana dimaksud pada avat (4] diletapkan oleh Hupati
bersamaan dengan penctapan rancangan peraturan daerah (eniung APBD.
Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari
penyisthan atas penerimaan daersh, kecuali dari dana alekesi lkhusus,
pinfaman daerah dan penerimaan lain vang pengsunaannya dibatasi untui
pengoiuarant terteniu herdasarkan peratuiat perundang-undangan.

Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada
rekening tersendiri.

Penenmaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan
dalam portofolio dicantumkan sebagai peniambah dana cadangan berkenaan
dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah
tentang APBD.

Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan
dalatn tahun anggaran yang berkenzan.

Masad 65
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimsksud dalam Pasal 63 ayat (1)
dignnakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening
dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran
herkenasan.



i%1 Jumlah yang dianggarkan sebagaimans dimaksud pada ayat {1} vaitii sesuval
dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan dacrah tentang
pembentukan dana cadangan berkenazan.

Posal 55

Penggunaan atas dana cadangan vang dicairkan dari rekekning dana cadangan
kc rekenming kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 avat {1}
dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengelina dana vadangan herkenaan,
kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undanean,

Paragraf 3
ITasil Pergualan Kekayaan Daerah yang dipisabkan

Pasal 67
[fasil penjualan kekayaan dasrah yaug dipisahkan sehagaimana dimaksud dalam
Pasal o8 ayat (2§ huruf ¢ digunakan autara lain untuk menganggarkan hasil
penjualan perusahaan milik duerah/BUMD dan penjualan aset milik permerintah
daerah dan hasil divestasi penvertaan modai pemerintah daerah.

FPavagraf 4
Fenerimaan Pinjarnan Daerah

Pasal 68

Penerimaan pijaman daerah schagaimana dimaksud dalam Pasul 60 ayat {2
hurdd d digunakan unwik menganpggarian penerimaan pinjamat:  dasrah
termasllk penerimaan atas penerlitan obligasi daerah yang akan direatisasikan
pada tabun anggaran herkena.

Paragrat 5
Pemberian Pinjaman daersh dan
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjuman Daerah
Pasal 60

{1] Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pagsal 60 ayat (3) huruf d
digunakan uniuk mengacggarkan pinjaman  yang  Siberkan kepada
pemerintah pusat dan/atau pemerintah duerah lainnva,

(2} Penenimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalarm
Pasal 60 ayat (2} huruf e digunakan untuk menpanggarkan postsi
penerimaan kembeli pinjaman vang diberikan kepada pemerintah pusat
dan/atau pemerintat daerah lainnya,

Paragraf 6
Penerimaan Piutang Daernh
DPasal 70
Fenerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasat 58 avat {2) huruf f
digunakan untuk mengangparkan penerimasn yang bersumber dari pelunasan
piutang fthak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang dacrah dari pendapatan
deeral, pemeriniah, pemerintah daersh lain, lemhbaga keuangan bank, lambagn
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Keuangan bilkan bank dan penerinaan piutang lainnya.

FParagraf 7
Enveslast Pemmerintah Daerah

Pasal 71

Penyertaan modal pemerintah daerah schagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat {3) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerab yang
diinvestasikan haik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

(5}

{6

{7}

Dasal 72
Investasi jangka pendek merupakan investasi vang dapat sepera
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka mansjermen kas dan
beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dasi 12 {duabelas) bulan.
lnveatasi jangka pendek sebagaimans dimaksud pada ayar {1) menealam
deposito berjangka wakin 3 {tiga}l bulan sampai dengan 12 {duabelas) bulan

yang dapat diperpanjeng secara otomsatis, pemnbelian surat utang negara

[SUN]), sertifikat bank [ndonesia [SBI) dan sural perbendsharnan negara
{SPN).

Inveatasi jangka patjang merupalan investasi yang dimaksudkan uniuk
dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan vang terdiri dari investasi permanen
dan non permanen.

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada avat (3) antara Iain
sural bothiarga yang dibeli pemerintal dacrah dalam rangka mcngondalikan
suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambzah
kepemilikan madal saham pada suatu badan wsaha, surat berharga yvang
dibeli pemerintah dasrah untuk tujuan menjags hubungan balk dalam dan
luar negeri, surat herharga yang tdek dimaksudkan uniuk dicairkan dalam
memenuii ketratuhan kas jangka pendel,

Investas: permancen sebaguimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untulk
dimiliki secara berkelanjutan ianpa ada niat untuk diperjualbelikan atau
tidak ditarik kembali, seperti kerjasamsa daerah dengan pihuk ketiga dslam
Lentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyortaan modad
daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen
lainfiya yang dimiliki pemerinlah daerah untuk menghasilkan pendapatan
atan meningkatkan pelayansn kepada masyarakat.

Investasi non permanen sebagaimena dimaksud pada ayal (3} bertujuan
uniuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat  uniuk
diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat
utang jangka panfang vang dimaksudkan untuk dimilild sampai dengan
tanggal jatuh tempe, dana yang disisihkan pomerintah daerah dalam rangka.
pelayanan/peniberdayzan  masyvarakat seperti  bantuan  mwcdal  keria,
pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakar, pemberian
fasilitas pendanaan kepada asaha mikro dan menengah.

investasi pemerintah deerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan
disertakan dalam tahun anggaran berkenaan teleh ditctapkan dalam
peraluran  daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada
Peraturan Perundanng Undanpan.
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8} Penyertaan modal dalain rangka permenuhan kewajiban yang telah tercantum
dalam peraluran daerah penvertasn modal pada tabun-tahun gebelumnya,
tidak diterbitkan peraturan daerah tersemdiri sepanjang jumlah anggaran
penyvertaan modal tersebut belum melebhihi jumiah penyertaan modal yang
telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyvertsan modal.

{9) Palam hal pemerintah daersh akan menambah jumlah penyertaan modal
melebihd jumlah penvertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan
duerah tentang penvertaan madal, dilakukan perubahan peraturan daerah
tentang penyeriaan modal vang berkenaan.

{10} Pelaksanaan penyeitaan mwoedal diawali dengan perjanjian kepasaima dai
berita acara penvertaan modal.

Pasal 73

(11 Imsestasi pemerintabh daerah  sebngaimana  dimeksud dalam Paeal 68,
dianggarkan dalam pengeluaran pembiavaan.

(2] Divestasi pemerintah daerah diangparkan dalam penerimaan perbigyaan
pada jerris hasil penjualan kekeyaan daerah vang dipizsahkan.

(3] Divestas! porucriniah daerah yang dinbihkan untuk diinvestasikan kembali
dianggarkan dalam pongeluaran pembiayaan pada jonis penyertaan modal
[investasi} pemerintah daerah.

{¢) Penerimaan hasil atas investasi pemeriniah daerah dianggathan dalam
kelompok pendapatan asli daetah pada jeniz hasil pengelolaan kekayaan
daerah vang dipisahilan,

Pasal 74

{1) Investasi daerah jangka pcndek dalam bentuk deposito pada bank umum
dianggarkan dalam pengeluaran pembiavasn pada jenia penyertaan modal
pemernmtal daerah.

(2) Pendapatan bunga atas deposite sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dianggatkan dalam kelompok pendapatan asli daersh pada jenis lain-lain
pendapuian asli daerah yang sah.

Maragraf 8
Fembayararn Poliok Utang
Fasal 75
Pembayaran pokok utang sebagaitmana dimsaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf o
digunaksn untnk menganggorlan pembararan kewajiban atas pokok utang yang
dihilung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan
jangka panjang.

Bagian Ketujuh
[Kode Rekening Penganggaran
Pasal 76
(1) Setiap urusan pemerintahan daerah yang dicantumkan dalam APBD
menggunalkan kode urusan pemerintahan daerah.
{2} Kode pendapatan, kode belanja dan kode pombiayaan yang digunakan dalam
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pengatggaran inenggunakan kode akuin pendapatan, kode aian bdlanja, dail
kode akun pembiavaan.

(3) Setiap program, kegiatarn, kelompok, jenis, cbyek serta rincian obvek vang
dicaniumlkan dalam APBL mengpunakan kode program, kode kegiatan, kode
kelompok, kode jenis, kode obvek dan kode rincian obyek.

4} Umnink terlilb peaganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat {1, ayat
(2] dan ayat (3) dihimpun menjadi safu kesatian kode anggaran vang dischut
kode rekening,

T™h- — -1 FFFT
LgkSeyl a4

Urntan susunan kode rekening APBD dimulal datd kode urasan pemeitniaban

daerah, Lkode organismasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode
kelomnpok, kode jenis, kode obvek, dan kode rincian obyek.

H[ABR TV
PENYUSUNAMN RANCANGAN AFEBD
Bagian Kesatu
Azas Umum

Pasal 7R

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yvang menjadi kewensngan daersh
didanai darf dan atas beban APBD.

(2] Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten yang perugasannya
dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kabupaten.

Pasal 74
{1] Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemenntaban daetah badk dalam
bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggeran yang berkenaan
hraris dianggarkan dalam APGD.
(2] Penganggaran pencrimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar
hulturmn penganggaran.

Pasal 80
Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban
pemerintahan  daerah sebagaimana  ditetapkan dalam peraturan  perundang-
undangar:.

Bagiain Keduae
Rencana Kerja Pemenintah Daerah
Pasal 81
RPJMD untuk jangka waktu 5 {limz] tahun meripakan penjabaran dan visi, misi,
dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada RV Daerab
dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayasnan minimal yang
ditetapkan oleh pemerintah.
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(1)

{2)

(3}

(1)

(24
I3

(4

(1)

{2

(3]

(1)

[2)

Pazal 42

Pemermtah daerah menyusun REPD yang merupsakan pergabaran dari
RPJMD dengan menggunakan bahan dari rancangan Eenja SKPDH untuk
langke waktu I (saln) ishun vang berpedoman kcpada Rencana Kerja
Pemerintah dan Program Stratepis Nasioanal.

RKPD gebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daersh, renvana
kerja vang terukur dan pendanaannya baik vang dilaksanakan langsung
oleh  pemerintah, pemetintah  daergah  maupun dilempulr  dengan
mendoreng partigipasi masvarakat.

Kewsajiban daerah sebagaimana dimaksud pada avat 2
mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan,

Pagal B3
RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82ayat (2) disusun untulk
menjain keterkaitan dan konsisiensi aniara perencanaum, penganguiru,
pelaksanaan, pengawasan, Pengendalien dan Evaluasi.
Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun
anggaran sebelumnya.
RKFIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diretapkan dengan Peralursm
Bupati,
Tata cara penyusunan RKPD sebagaimans dimaksud pada ayat (2]
berpedoman padsa peraluran perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kebijalan Umum APBD
Paszd 84

Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD
dan pedetnan penyusurarn APBD vang ditetaplken Menteri Dalam Neger
setiap tahuin,

Dalan menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana
dimaksud ayar (1), Bupati dibantu oleh TAPD vang dipimpin oleh sekretaris
daerah,

Rancangan KUA dan rancangan PPAS vang telah disusun scbagaimana
dimaksud pada avat (1), disampaikan cieh sekretaris daerah selaku kctua
TAPT) kepada Bupati paling lambat pada minggu pertama buotan Juni.

Pasal 85
Rancangan KUA memuoat kondisi ekonomi mskro  daerah, asomsi
penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah,
kebijakan pembiayaan daerah, dan sirategi pencapaiannya.
Strategl pencapaian sebagaimana dimaksud pada avat {1) memuat langkah
langkah kongkrit dalam mencapal tarpet.
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(1)

{2}

{4)

Pagal 85
Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalain Pasal 85 ayat (1)
disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni
tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicarean pendahuiuan
APBD tahun anggaran berikutnya.
Pembohasan schagaimana dimoksud pads oyat (1) dilakolon alek TAPD
bersama panitia anggaran 3PRD.
Rancangan KUA yang ielah dibahag sebagaimana dimaksud pada avat (2}
selanjuinya disepakati menjudi KUA paling lambat minggu pertama bulan
Juli tahun anggaran / sebelumnva.
Kesepaliatan KUA sebagaimana pada ayar {3} ditandatangani bersama oteh
Bupati dan Pimpinan DPRD.

Bagian Keemput
Prioritas dan Plafon Anggaran Semcontara

Fazal 87

Rancangan FPAS schagaimana dimaksud dalam Pasal 86 avat {1} disusun
dengan tahapan sebagad berbkut -

d.
h

{1

(2}

-
-

i)

[3)

menentukan skala prictitas pembangunan daerah;

menentulan  prionitas progrears untuk masing-masing grmsan YANE
disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasiconal yang tercantum
dalam Rencana Kerja Pemerintal setap tahun; dan

menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/
kegintan.

Pasal 58

Bupati menyampaikan rancangan KUA dan Rancangan FPAS kopada DPRD
paling lambat pertengahan bulan Juni fahun anggaran berjalan untuk
dibahas  dalam  pembicaraan  pendahuluan RAIMID  tuhun  anggaran
herkutnya.

Pembahasan sebagaimana dimaksud pads avail {1] dilakukan oleh TAPD
bersama panitia anggaran DPRD.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS vang telah dibahas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} selanjuinva disepakati menjadi KUA dan PPAS
paling lambat akhir bulan Juli tabun anggaran herjalan.

Pagal B9

KUA dan PPAS vang telah disepakati scbagaimana dimaksud dalam Masal 80
ayat [3] masing-masing dituangkan ke dalam noia kesepakatan yang
ditandatangani hersama antara Bupati dengan pirnpinan DPRTY dalam waktu
bersatnaatl.

Dalam hal Bupali Lerhalangan dapat menunjuk pejabat yang diber
wewenang uniuk menandstangani nota kesepakatan KA dan PPAS.

Dalam hal Bupati berhalangun tetap, penandatanganan nota  kesepakatan
KUA dan PPAS dilakukan olch penjubat vang ditunjuk aleh pejabat yang
berwenang,
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(13

&

{2)

{4]

{1)

Fo=al O3

Berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat

{1}, Bupati menerbitkan surat edaran tentang pecdoman penyusunan

RKAPD sebagai senan kepala SKPD dalam menyvusun REKA-SKPD,

Surat edaran tentang pedoman penyusiman  REA-SKPD sebagaimans

dimnaksud pada ayal (1) mencakup:

& prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan vang terkait;

b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan
SKPL:

c. baias waktu penyampaian REKA-SKPD kepads PPED; dan

d. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBU,
format RKA-SKFPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga,

Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKT'D sebagaimana

dimaksud pada syat (1) diterbitkan paling lambat awa! bulan Agustus

taliun anggaran berjalan,

Bagian Kelima
Eenecana Kerja dan Anggaran SKPD
Pasal 91

Berdasarkan pedoman penyusunan REKA-SKPL sebapgaimena dimaksud
dalam Pasal 90 ayat (3), kepala SKPD menyusun REA-SKPT,

RKA-S3KPD disusun dengun menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran
jangka menengah dacrah, penganggaran terpadu  dan  penganggatan
berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 92
Fenderatan kerangka pengeluaran jaligha menengah daerah sebagainiana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dilaksanskan dengan menyusun prakiruan
i,
Prakiraan maju schagaimana dimaksud pada ayat {1} berisi perldraan
kebutubhan anggaran untuk program dan kegiatan vang direncanakan dalarn
tahun anggaran betikutnya dari tahun anggaran yvang direncanakan.
Pendekatan penganggsran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal $2
ayat {2] dilakukan dengan memadukan selurubh proses perencanaan dan
penganggaran pendapatan, belamnja, dan pembiayaan di lingkungan 3KPD
uninlk menghiasiikan dekumen rencana Kcotja dan anggaran.
Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja  scbhagaimana
dimalksid dalam Pasal 93 awvat (2) dilakukan dengan memperhatikan
weterkaitan antars pendanaan dengan keluaran vyang diharapkan dari
kegiatan dan hasil serta manfaat vang diharapkan termasuk efisiensi delam
pencapaian hasil dan keiuaran tersebur.

Pasal Y3

Untuk imriaksananya penyusunun RKA-SKPD  berdasarkan pendekatan
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 92 ayvar (3] dan  ferciptanya
keginambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan
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{2

(1}

(2)

(3)

{5

(G)

(1

(2}

i)

prograig dai hegiatan 2 (duaj iahun anggaran sebelumnya sampad dengan
gemesier pertama tahun anggaran berjalan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayal {1} bertujuan menilai program
dan kegiatan yang belum dapal dilaksanakan dan/atau helum diselesailan
tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atan diselesaikan pada
lnhun yang direncanakan atau 1 (satu} tahun berikuinya dari tahun yang
direncanakan.

Dalam hal suari program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk
pencapaian  prestasi kerja vang ditetapkan, kebutuban danpanya harus
dianggaikan pada tahun vang direncanakan.

Pasal 95

Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestast kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 aval (3] berdasarkan pada indikator kineria, capaian atau
target kinerja, analisia standar belanju, standar satuan harga, dan standar
pelayanan minimat,

Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada avat {1) adalah ukuran
keberhasilan yang akan dicapai dari program dan  kegiatan vang
dircncanakan.

Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1} merupakan ukuran
prestasi kerja yang akan dicapal yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi
dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Anabsis standar bolanja schagaimana dimaksud pada avat {1) merupakan
penilatan kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunaksn untuk
melaksanekan suato kegiatan,

Standar satuan harga sebapaimana dimaksud pada avat (1) merupakan
harge satuan setiap unil barang/jasa vang berlako disuatu daerah yvang
ditetapkan dengen keputusan kepala dasgrah,

Standar pelavanan minimal sebugeimana dimaksud pada ayat {1) merupaksan
tolok ukur kinerja dalam mencntukan capaian jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pasal 54

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) memuat rencana
pendapatan, rencana belanja untuk masiiig-masing programm dan kegiatan,
zerla rencana pembiayasn untuk tahun yang direncanakan dirinei sampai
dengan rincian objek pendapatan, helanja dan pembiayaan serta prakiraan
maju uniuk tahun berikutnva.

RKA-BKPD sebagaimana dimaksnd pada ayat {1) juga memuat informasi
tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, siandar bigya, prestasi
keija vang akan dicapai dasi program dun kegiatan.

Pagal 95

Fettcana pendapaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 avat (1}
memuat kelsmpolk, jenis, ohyek dan rincian chyvek pendapatan daerah, yang
dipungui/dikelola/ diterimia oleli 3KPD secuai deiggan higas ponox aail
fungsinya, ditetapkan herdasarkan peraturan perundang-undangan.
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&}

{7)
(8)

(9)

{2)

{3

Peraturan perundang-undairgan sebagaimana dimalksud pads ayat {1) adalal
peraturan daerah, peraturan pemerintah atau undang-undang,

Hencana belanjz sebapairnana divhalesud dalam Pasal 95 ayat (1) memuat
kelompok helania tidak langsung dan belanja langsung yvang masing-masing
diurafkan menurut jenis, obyel dan rincian obyek belanja.

Hencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ’asal 95 ayat (1)
memuat kelompok penerimaan pembiavaan yang dapat digunakan unink
menutup defisit APBD dan pengeluatan pembiaysan yang digunalkan untuk
memanfaatkhan surplus APBD yang masing-masing dinraikan menunil jonis,
Shyeh dad ritwian obyek pembiayaan.

Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimalksud dalam Pasal 895 ayat
(2} memuat bidang urusan pemerintahan daerah vang dikelola sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi organisasi.

Organisasi sebagaimana dimaksud dalem Pasal 95 avat {2] memuat nama
organisasl alau nama SKPDD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
Prestasi kerja vang hendalr dicapai sebagaimana dimalksud dalam Pasal 95
avat {2) terdiri dari indikater, tolok ukur kinerja dan target kanera.

Frogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2} memuat nama
prograim yang akan dilaksanakan SKIPD dalam tahun anggaran bherkenaan,
Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayar (2) memuat nama
kegiatan yang akan dilaksanakan SKPPD dalam tahun anggaran berlenaan.

Pazal 96

Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96ayal (7) melipudi masukan,
keluaran dan hasil.

Tolck ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (7)
nrerupaican ukuran prestasi kerja vang akan dicapsai dari keadaan semuls
dengan  memperdmbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan darl getiap program dan kegiatan,

Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal Y6 pyat (7] merupakan
hasil yang diharapkan dari suaiu program atau keluaran yang diharapkan
dan sualu kegiatas.

Pasal 9F

Belanja langsung vang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta
belanja modal dianggarkan dalam RKA-3KPD pada masing-masing SKPD.

(1}
(2}

13}

Pasal 98

Pada PLPR] disusun RKA-3KPI) dan RKA-FPKI,

RKA-SKFD sebagaimana dimaiaud pada ayat {1} memutat

progran kegialan,

RIEA-PPKD digunakan untuk menampung:

a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
daerah vang sah;

L. belarga bunga, belanga subsidi, belanja hibah, belanja hantuan sosial,
belanija bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduxa;
dan
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{1)

2}

(3)

(1]

{3

C. penerimaan penwkayaan dan pengeluaran pemblayaan daerah,
Bagian Kelitna
Penyiapar Ranperda APBD
Pasal 9%

REA-BKPD yang telal disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPIE untuk
dibahas lebih lanjut oleh TAPD,

Fembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada avat (1] dilakukan

untuk menelazh:

a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakirasn maju pada REKA-
SKPD tahun Dberjalan yang disetujui tahun falu, dan dekumen
perencanaan lainnya;

b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar
satuan harga;

c. melenghkupan insirumen pengukuran kinera yang melipuii Capeidi
kinerja, indikator kinetja, kelompok sasaran kepiatan, den standar
pelayanan minimal;

d. proyeksi prakirasn maju untuk tashun anggaran bertkuinya; dan

£ sinkronisasi program dan kegiatan antar REA-SKPD.

Muiam  hal  hasil pembahasan RKA-SKPD  terdapat ketdaksesuaian

schagaimana  dimaksud  pada  ayat {2} kepala SKPD melakukan

PENVEMPULTIAAT.

Pasal 166
RKA-SKPD yang rtelah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan
kepada PPKED sebagai bahan penyusunan rancangan peraturanr daerah
tentang APBD dan rancangsn peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
Rancangan Feraturan [laerah tentang APBD schagaimana  dimaksud
pada ayat {1) dilengkapi dengan Lampiran vang terdin dari:

a. ringkasan APBL:

b.  ringkasan ABPD menurut urusan pemerintahan daerah dan c:-rga_mw.m,

c. rincian AFBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi:

d.  rekapitulasi belarja mengrat urdsan pemciintah dacrah, organisasi,
program dan kegiatan;

e.  rekapitulasi belamja daersh untuk keselarasan dan keterpaduarn

urussn pemesintah daerah dan fungsi dalam keranglka pengelolaan
keuangan negara;

£ daftar jumiah pegawai per golongan dan per jabatan;

g daftar piutang daerah;

h. daftar penycriaan modal {investasi) daerah;

i daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asel (etap daerah:

] daftur perkiraan penambaban dan pengurangan aset lain-lain;

¥, daftar kegiatan-kegiatan tahun angparan schelumnyva yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembaii dalam tehun anggaran ini;

[ dattar dana cadangan deersh; dan

. daftar pinjaman daerah.

Raticangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBI} sebagaimana

dimalksud pada ayat {1 dilengkapt dengen lompiran vang terdiri dowi:

a. ringkasan penjabaran APBDdan
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b, penjabavan APBD menurut urusat pemericntahan daerah, organisasi,
program, kegiatan kelompek, jenis, ohyek, rincian obyek pendapatan,
belanja dan pembiavaan.

(4] Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran AFBD memuat penjelasan
=ebagat berikul:

a, untuk pendapatan mencalkup dasar hukum;

b.  unitulk belanga mencakup lokasi kegiatan; dan

¢, untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan
pembiayaan ontuk kelompok penerimaan pembiayaan dan  tujuan
perigeinaiai pemblayaan unfuk velompok pengeluavan pembiayasn.

(5) Rancangan Peraturan Daerah tentang APH!Y sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1} sebelum disampaikan kepada DPRD disgsialisasikan kepada
masyarakat.

(6] Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayal (3] bersifat memberikan informasi mengenai hak dan
kewajiban pemerintah dacrah serta masvarakar dalam pelaksanssn APBD
tahun anggaran yang direncangkan.

{7} Sosalisasi Rancangan Peraturan Dacrah ilentang APBD  sehagaimana
dimarsud pada ayat [0 dilaksanakan oleh Sekiciaviz Daerah  selaloy
keordinator pengelola kevangan daerah.

Pasat 101

Pereticanaan Pemhangunan Daerah mengpunakan pendekalan atas-bawah
bawsh-atas, Partisipatif, Teknoleratif, Politik dan/atau  Akselerasi
pembangunan kewtlayahan serta untuk mengembangkan potensi ungeulan
wilayah.

{2] Tahapan penyusunan rancangan APBD dilakukan secara manual dan/atau
menggunakan Aplikasi Kompriter dan/atau alat elektronik lainnya,

-
—t
——

FENETAI'AN APBD
EBagian Pertatna
Denyainpaian Jdait Dethbahasen Rencangan Deraturan Daerah reitang APRD
Pasal 102

(1) Dupati menyampaikan rancangan peraburan daerah tentang APBD kepada
DPRD diserta penjelasan dan dokumen pendukungnva paling lambat pada
slwiggl periarpa bulan Okebor  tabun anpggaran sebeiuinnya dar tahuan
yvang direncanakan uniuk mendapatkan peractujuan bersama,

{1} Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada avat
(1) disertal dengan nota keuangan.

(31 Dalam hat Bupati dan/atau pimpinan DPFRD berhalangan lelap, maka
pejabal yang ditunjuk dan ditetapkan cieh pejabat yang berwenang selaku
penjabat/pelaksana tugas Bupatt dan/fatau sefaku pimpinan sementara
DPRD yang menandatangani perselujuan bersama.

i
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1'asal 163

(1} Tata cara pembahasan rancangan peraturan dactah lentang APBD dilakukan

(1)

(6}

(1)

{2)

(3]

{4

sesual dengan peraturan tata tectib DPRD mengacu pada peraturan
perundang-undangan,

Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) menitikberatian pada
kesesualan antara kebijukan umum APBIY serta PPAS dengan program
dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang
APGD.

Dagian Kedua
Peractujuan Rancangan Peraturan NasrahTentang APBD
Pasal 104

Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD
untuxk mendapatkan persetwjuan bersama scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 ayat {1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD masing-masing
daerah.

Pembahasan rancangan peraturan daersh ditekankan pada kesesuaian
rancangan APBD dengan KA dan PPAS,

Dalam pembahasan rancangan peraturan dacrah teniang ARBD, DFRD dapat
meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program fkegiatan tertenta.

Hasill pembahagan sebagaimana dimaks=ngd pada avat (3} dituangkan dalam
dekumen persetujuan bersama antara Bupati den DPRD.

rergetijuat  Darsama antara Bupaid dan DPRD terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan
LRI paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Atas dasar persetijuan bersama sebagaimana dimaksud pada aval (3),
Bupali menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

f’asal 105

Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Bupati melaksanakan
pengeluaran setap bulan setinggi-tingginva sebesar seperduabelas APBD
tahun anggaran scbhelumnya.

Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap budan sehapaimana
dimaksud pada ayat (1} dibatusi hanya untuk belanja yang hersifat letap
seperti belanja pegawal, lavanan jasa dan keperluan kantor sehar-hur.

Vasal 106

Apabila DPR sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
ayat [5) tidak menciapkan persetujuan bersama dengan Bupati terhadap
rancangan peraturan  daerah  tentang APBD., Bupaili  melaksanakan
pengeliaran  setinpoi-tinggiya  sebesar angln APEDY tehun  gnggaran
sehelumnya.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada avat (1) diprioritaskan untuk
belanje yang berastfat mengikat dan belania yang horsifat wajib,

Belanja svang bersifal menpikat sebagnimana dimaksud pada avat [3)
merupakan bolanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
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{5)

keper[uan dalam LELhun ANgEATAN  yang hersangkutan, Eepﬂrtt helanja
pegawai, belanja barang dan jasa.

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untulk rerjaminnya kelangsungan
pemenyhan pendanaan pelayanan dasar musvarakat aniara lain pendidikan
dan kesehaian dan/atau melaksanakan kewajiban kepada fihak ketiga.

Paaal 107

Bupati dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasai
107 ayat (1) setelah Peraturan Bupati tentang APED tahun berkenaan ditetapkan.

{1)

(2}

{3)

(4

{1

(2]

PMasal 1053

Rencana penpgeluaran sebagnimans dimsksid dalam Pasal 108 disusun

dalam rancangan Meraturan Bupati walang APED.

Rancangan DPeraturan Bupati tentang APBD sebugaimana  dimaksud

pada ayat {1} dapat dilaksanakan seteleh memperoleh pengesahan dari

Gubernur.

Pengesahan rancangan peraturan Bupati tentang AFPBD sebagaimana

dimaksud pada ayail {2} ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Fancangan Peraturan Bupal tentang APBD  sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} dilengkapi dengan lampiran vang terdiri dari:

a. tinglkasan APBD:

L. n.ngl-.asan APDLY wienurut wiusan pemicriniahan daerah dan arganisasi;

¢. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegfaian, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,
belanja dan pembiayvaan,

i. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

e rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasuan dan keterpaduan

urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalum kerangka pengelolaan

keuangan negara;

datftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

daftar pivtans daarah;

daftar penvertaan modal (investasi) daerah;

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap deerah;

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asel lain-lain;

daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnva yang belum

diselessikan dan diangmarkan kembal dalam tahon anggaran ini;

. dattar dana cadangan daerah;dan

m. daftar pinjaman daerah.

el ol s o - R

Pasal 109

Penyampaian rancangsin ratiaran Bupabd antuk memperoleh pengesahan
sebagaimang dimaksud dalam Pasal 109 avat £3) paling lama 15 (lima belas)
hari kerja terhitung sejak GPRD lidak menetapkan keputusan hersama
dengan Bupati terhadap rancangan peraturan dacrah lentang APBD,

Apabila dalam batas waktu 30 {tiga puluhl hari kerja gubermmr iidak
mengesahkan rancangan perafuran Bupad tentang APBD sebagairmana
dirmaksud pada ayat {1), Bupati menetapkan rancangan Persturan Bupati
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dimaksud menjadi peratuian kepals dacral.

Pazal 110

Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginys sebagaimana ditetapkan dalam
Pasal 110 ayat {1! dapat dilakukar apahila ada kebijakan pemerntah antuk
kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak dacrah dan
retribusi dacrah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran
pokek pinjaman dan bunga pirnjaman yang telah jatub tempo serts pengeluaran

yvang mendesak diduar kendali pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Evaluast Ranecangan Peraturan Dacrah tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Musal 111

(1} Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten tentang APBD vang ielah
disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupab tentang
penjabraran APBD  sebelum  ditetapkan olkeh Bupati paling jambar 3
{tiga} hari kerja rlisampaikan kevads Gubernur untuk dievaluasi

(%} Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayar {I) diserts]
dengan:

4. persetujuan bersams  anlara pemerintah  daerah dan DPRD
terhadap rancangan peraturan daerah lentany AFBD;

5. KUA dan PP'AS yang discpakari antara Bupati dan pimpinan DPRD;
risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan
daerah tentang AFBD; dan

d. nota keuangan dan pidato Bupati perfhal penyampaian pengantar nota
keuaiigas pada sidang PRI

{3) Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sesual dengan hasil evaluasi
Gubernur,

{4} Penvempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati sebagaimana dirmnaksud ayai (3j selambat-lambainya 7 {mujuhy) had
terhitung sejak diterimanya hasil fvaluasi dami Gubernur.

(3) Bupat menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dan  rancangan
Peraturan  Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila Gubemur
menyatakaii haall evaluasi mancaungain Peraturan Daerah tentang ATDD
dan Rancatgan Peraturan Bupall tentang Penjabaran APBD sudak
sesual dengan Kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan vang
lebih tinggi.

(6] Apabila Gubemur tidak memberilkkan hasil evaluasi dalam wakiu 15
flima belasj hari  sejak rancangan dijerima, maka Bupati dapat
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang  APBI)  menjadi
Peraturant Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupaii
lentang Penjabaran APBL} menjadi Peraturan Bupati tenlang Penjubaran
APBED,
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(1}
(2)
(3)
(4}

1)

()

(2}

(3]
{4)

(1}

(2}

Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 gyat
£3} dilakukan Bupati bersama dengan Panitia Angparan DPRD.

Ha=ll penvempurnaan sebagaimana tersebut pada avat {11 ditetapkan
aleh piryinan DPRD,

Keputusan mimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan
dasar penetapan Peraturan Daerah tentane APBD.

Keputuzan pimpinan DPRD zchagaimana dimaksud pada ayat (3] bersifat
final dan didaporkan pada sidang paripurna berikuinya.

Sidang paripurna  berikutnya schagaimans dimaksud peda  avar {9 vakni
setelabk sidanpg paripuma pengambilan keputusan bersama terhadap
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Eeputusan pimpinan DPPRD  sebagabmana dimaksud pada avat (4
disampsiksn kepada Bupat peling lambat 3 {tigr] hari kerja setelah
keputusan tersehut ditetapkan,

Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, malka pejabat yang ditunjuk
dan ditctapkan coleh pefabal berwenang selaku pimpinan sementara DPRD
vang menandatangani keputusan pimpinan DPRD.

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan
peraturan daerah kabupaten tentang APBD dan rancangan peraturan Dupati
tentang Penjabarai APBD kepada Menteri Dalam Negerni.

Pagal 113
Bupati harus menghentilkkan pelaksanasan perainran dacrah leniang APED
dalam hal Gubernur membatalkan Peraturan Dacrah tentang APBD dan
Peraturan Bupan tentang Penjabaran APBD,
Bupati bersama DPRD  mengabut Peraturan Daerah tentang APRTD dan
menyarakan retop berlala: APBD fahun achelumnya.
Bupati mencabiit Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
Penghentian pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 7 {tujuh) hari setelah keputusan bupati tentang pembatalan Peraturan
Daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjsbaran APBD
diterima.

Bagian Keempat
Penetapan Peraturan Dagrah tentang APBD dan
FPasgl 103 Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBED

Pesgai 114

Rancangan Peraturan DPaerah tentang APRD dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang pergjabaran APBD yang telah disvaluasi ditetapkan oleh
Bupati menjadi Peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati
tentang penjubaran APRD.

Penotapan Rancangsn Peraturan  Dacrah tentang APBD dan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD sebugaimana dimaksud pada aval (1)
dilakukan selambai-lambainya tanggal 31 Desember tahunr anggarsn
sebelumnya.
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Balam bal Bupati berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat pelaksana tugas
Bupali yang menetapkan Peraturan [Daerah tentang APBD  dan
Pergtnran Bupall lentang penjabaran AFBD.

Bupati menyampailkan Peraluran Daerah tentang APBD dan Peraturan
Hupatli tentang penjabaran APBD kepada Gubemur selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Untuk memenuhi asas tranasparansi, Bupati wajib menginformasikan
substansi Perda AFBD kepada masyvarekat vang tclah diundangkan dalam
lembaran daerah.

BAB V
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATT DAN WAKIL BUPATI
Bagian Kesatu
Kedudulkan Bupar dan Waldi Bupati

Pasal 115

Bupati dan wakil Bupati adalah Fejabat Negara.

{1)
(2}

(3)

{1}
12}

(3}

Tasal 116
Pegawal Negerl vang disngkat menjad! Bupal dan Walkil Bupah dibebaskan
Bari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya schagai Pogawai Neger,
Selama menjadi Bupati dan waliil Bupati sebagaimana dimaksud pada
avat {1}, "egawai Negeri vang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya
sesual dengan ketenfan peraburan perundaiig-undangan.
Bupati dan Walkil Bupatl yang berasal dart Pegawai Negeri sebagaimana
dimaksud pada avat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya
dikembalikan kepada instansi asalnya.

Dagian Kodua
Gaji dan Tunjangan
Pasal 117
Bupati dan wakil Bupati diherikan gaji yang terdiri dar gaji pokok,
tunjangan iabatan, Jdan tunjangan lainnya.
Besarnya gajl pokok Bupati dan Wakil Bupali dilelapkan sesuad dengan
paraturan perundang-undangan vang berlaku.
Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berfaku bagi pejabat Negarta, kecuali ditentukan lain
dengan peraturan perundang-undangan,

Pasal 118

Bupaii dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan arag
fasilitas rengkap daii Negara.
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{1)

{2)

{1}

(2]

Hagian ¥etiga
Tiiaya Sarana dan Prazarana
Pasal 119

Bupatl dan Wakil Bupal discdiakan masing-masing sebuah mmah jabatan
beserta perlengkapannys dan biaya pemeliharaan.
Apabila Bupati dann Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan
dan harang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan
dalam keadaan baik kepada Pemerintah Dacrah tanps suate kewnjiban dari
FPemerintah Daerah.

Pasal 120
Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah kendaraan

dinas.
Apabila Bupati dan Wakil Bupati Lberhenti dart jabatannya, kendaraan dinas
diserahkan kembali dalam keadsan baik kepada Pemerintah Tarah.

lagian Keempat
Biava Operasional
Pasal 121

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Bupati dan Wakil Bupari disediakan:

.

b.

biavi rumah langga dipergunakan untuk memidayai Kegiatan rumah tangga
Bupati dan Waldl Bupati;
belania pembelian invetaris rumah jabatan dipergunakan uniuk menbeli
barang-barang inventaris rumeh jubatan Bupali dan Wakil Bupati;
biaya pemeliharaan rumah jabatan dJdan barang-barang inventaris
dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang
inventaris vang dipekai atau dipergunakan ocleh Bupati dan Wakil
Bupati;
belanja pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemelibaraan
kendaraan dinas vang dipakel atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil
Bupati;
biayva permneliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan,
rehalbilitas, tunjangan cacat dan uang dubka bagi Bupad dan Wakil Bupali
beserta anggota keluarga;
biaya perjalanan dinas dipergunakan uniuk membiayai perjalanan dinas
dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan wakil Bupadi;
biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati
dan Wakil Bupati berikut atribuitnya,
birya  penunjang  operasional  dipergunakan untuk  koovdimasi,
penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan
khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil
Bupati.

Pasal 122

Besartya biaya pertunjang operasional scbagaimana dimaksud pada Pasal 122
huruf b ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undarngan.
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Pazal 123

Penigeluaran yang berhihungan dengan pelaksanaan Pasal 122 dan Pasal 123
dibebankan kepada APBD.

BAB Vi
KELDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Pagal 124

Kedudukan Keuangan DPRD diatur dengan Peraturan Daerah tentang Hak
Keuangan dan Administratiif Pimpinan dan Anggota DPRED sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

(1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPFRD menyusun rencana Anggaran
Belanja DPRD.

{2} Anggaran Belanjs DPRD dan Sekreiariat DPRD merupakan bagian yang
tidak terpisahlian dari AFBD.

{3} Penyusunan dan Pengelolaan Keunangan DPRD dilaksanakan oleh Sekoreteriat
DFED berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

BAB VT
PELAKSANAAN APED
Bagian Kesalu
Asaz Umuam Pelaksanaan APBD

Fasal 120

(1] Semuan penerimaan daeralh dan pengeluaran daerah dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.

(2] Seriap SKPD yang mempuanyvai tugas memungui dan/atau menerima
pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimasn
herdasarkan ketentuan vang ditetapkan dalam peraturan  perundang-
undangan.

[3] Pencrimasn SKPD  dilarang digunakean langsung uniuk membdiayvai
pengeluarat, kecuali SKPD vang menerapkan PPK BLUD.

{4} Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas
winum daerahl paling lama 1 (sata) hari kerja.

{3) Jumlah helanja yang dianggarkan dalam APBED merupakan baths feriimggi
untuk setiap pengeluaran belanja.

{a) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggeran belanja jika uniuk
pengeluaran tersebut tidak tersedia alau dak cukup tersedia dalam APBD.

{7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada avat (5) dapat dilalukan jika
datatm keadagn darurat, yang selanjutnya diusuwikan dalam rancangan
perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggarar.

{#) Kriteria keadaan darurat sebagaimana ditmaksud pada avat (&) ditetapkan
sesual dengan peraturan perundang-undangan.

{9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran alas beban anggaran daersh
untuk tujuan lain dari vang tclah ditetapkan dalam APBD.

{10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah,
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(1]

(2]

{3

{1
(2]

{3}

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(1)

efeldif, efisien dan sesual dengan ketentuan peraturan porundang-undangan.

Bagian Kedua
Penytapan Dokumen Pelaksangan Anggaran
Perangkat Dasrah

Pasal 127
PPKD paling lambat 3 (tigaj bari keria setelah peratiiran daerah tentang
APBD ditetapkan, membertahukan kepada semua kepala SKPD  agar
menvusun dan menvampaikan rancangan DPA-SKPD.
Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada  aval (1), meringi
sasaran yvang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran vang disedialkan
untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan davna hap-tiap
SKFL serta pendapatan vanp diperkirakan.
Kepaia SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya
kepagda PPKD paling lambat 6 (enam) bari kerja setelah pemberitabunan
schagaimana gimaksud pada syat (1) disampaikan.

Pasal 128

Kepala PDPKD menyusun DPA-SKPD dan DFA-PPKD.
DPA-SKPD pada PDPKD memuat program/ kegiatan yvang dilaksanakan oleh
PPKD selaku SKFD.
DPA-FFKD digunakan untul menampung!
a. Penerimmzan pajak daerah dan pendapatan vang berasal dari dana

perimbangan dan pendapatan hibah;
h. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan
sosial, belanja bagi hasil, belarngja bentuan keuangan, dan helanja
tidak terduga,
Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pentbiayaan daersh.

&

Fasal 129

TAPD melakukan wverifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sarna dengan
leepala SKPD yang bersangliitan.

verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, diselesaikan paling lambat 15 (lirma belas) hari Rerja, sciak
ditetapkannya peraluran Bupatf tentang perijabaran APBD.

Berdasarkan hasil veritikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPED
mengesahkan rancangan TPA-SKPI dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
MPA-SKPD yang telah disahksnsebagaimmane dimaksud pada avat {3)
disampaikan kepada kepala SKPD  vang  bersangkutan, Inspeltorat
Kabupater dan BPK selambat-lambatnya 7 {tujuh) han kerja sejak tangeal
dizahkan,

DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Bagian Ketiga
Anggaran Kas

Fasal 130

Kepala SKFD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan
anggaran kas SKPD.
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(2]

{3

{1

(2}

(3]

(1)

(2)
(3)

(1)
(2)

(1)

[2)

Rancangan anggaran kas 3KPD gebagaimana dimaksud pada ayat {l)
disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-
SKPD.

Pemnbsahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanekan bersamiaan
dengan permbahasan DPA-SKPD.

Fa=al 131

FPED selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna
mengatur kelersediman dana yang cukup uniuk mendanai pengeluaran-
pengetuaran sesuat dengan rencana pengrikan dana yeng tercanturs dalam
DPA-SKPD yang telah disahkan.

Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arusa
kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar
vang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam sctiap periode.
Mekanigme pengelolaan anggaran kas penterintah daerah ditetapkan dalam
peraturan kepala daerah.

Bagian Keempat
Peluksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
Pasal 132
Scmua  pendapatan dacrsh  dilaksanakan melalui rekening kas uwmum
daerah.
Betiap pendapatan harus didulung oleh bukti yvang lengkap dan aah.
Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh pendaparan ke rekening kas
daerab selambat-lambatnya dalam waktu 1 {satu) kalt 24 jam.

Pasat 133

SKPD dilatang meizkukan pungutat selain dari yang ditetaplkan dalam
peraturan daerah.

SKPD yang mempunyai tugas memungilt danfatau menerima dan/fatau
kegiatannya herdampak pada penerimaan daersh wajib mengintensifkan
pemungutan dan penerimann tersebut.

Pazal 1234

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah vang
sah dilaksanakan melalui rekening kas umum dacrah dan dicatat sebagsi
pendapalan daerah.

Komisi, rabat, potongan ateu pendapatan lain dengan nama dan dalam
bentulk apa pun vang dapat dinilai dengan nang, baik secara langsung
sebagal akibat dan perjualan, tukar-menukar, hikah, asuransi dan/atau
pengadaan harang dan jasa termasuk pendapatsn bungd. jasa giro atau
pendapatan lain sebapel akibut penyimpanan dana anggaran pada bank
serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan
lainnya merupakan pendapatan daerah.
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Pazal 135

{1} Pengembalian atar kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan
pada perdapatan vang bersangkutan untuk pengermbalian pendapalan yang
tetjadi dalam tahun yang sama.

{2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan vang terjadi pada tehun-tahun
schelumnya dibebanlkan pada belanja tidak toerduga.

{31 Pengembalian sebagmimana dimaksud pada ayat (1} dan avat [2] harus
didukung dengan bukti vang lengkap dan sah.

Pasal 136

Semua pendapatan dana perimbangan dan lafn-tain pendapatan daerab yang sah
dilalrsanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan
daerah.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
Pasal 137

{1} SBetiap pengelnaran belanja atas beban APBE harus  didulkung oleh
bukt yang lengkap dan suah

i2) Bukli sebagaimana dimaksud pada avat (1] harus mendapat
pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas
kebenaran material yvang timbul dari pengeunaan bukti dimaksud.

{3} Pengeluaran kas vang mengakibatkan beban APBID  tidak dapat
dilakukan sebelum  rancangan  peraturan  daerah  tentang  APBD
ditetapkan dan ditempatkan dalaon lembaran daerah.

{4} Penpeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayar (3) tidak termasuk
belanja yaeng bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang
ditetapkan dalam peraturan bupati.

3] DBelanja yang hersifat mengikat dan belanja vang bersifat wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (4] bertaku ketentuan dalam Pasal 88 ayat [3) dan ayat
(4.

Pasal 138

Pemibayaran alas beban APBD dapat dilakulan berdasarkan SPD, atau DIPA-
SKPD, atau dokumen lain vang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 134

(1] Gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APRI.

(2] Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada
pegawai negeri sipil daerah berdasatkan pertimbangan yaug obyektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan
PPRED sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140
Bendahara pengeluaran sebagai waiil pungnt pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib monyctorkan seluruh penerimaan pelongan dan pajak vang
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dipunguinya ke rekening kas negara pada bank vang ditetapkan oleh Menter
Keuangan scvbagai bank persepsi atat pos giro dalam jangks waktu sesuai
dengan ketentuan peraluran perundang-undangat.

Pasal 141

{1} Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdusarkan SPM
yang diterbilkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
(2} Pemmbayaran sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan dengan
penerbitan SP2D oleh BUD / kuasa BUD,
(3] Lalam rangka pelaksanaan pembayaran sehagaimana dimaksud pada avat
{1}, kuasa BUD berkewajiban untuk:
a. menelii kelenglapan perintah pembayaran yang diterbitikan cleh
peEngguna anggaran;
b, menguji kebenaran perhitungan tagihan aias beban APBD ¥ANE
tercantum dalam perintab pembayaran;
c. mengyji ketersedizan daina yang bersangkulan;
memerintahkan pencafran dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran vang diterbilkan
oleh pengguna anggaran tidak memennhi persyaratan vang ditetaplkan.

P

Fasal 142

(1} Penerbitan 3PM tidak wuleh dilakukan sebehim barang dan/atau jasa
diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

2] Untuk kelancaran pelaksanszan tugas SKPD, kepada pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan vang
dikelola oleh bendahara pengeluaran.

{3] Hendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari vang persediaan
vang dikelolanya setelal::

a. meneliti kelengkapan perintah pembaveran yvang diterbitkan oleh
penggling unggaran f kuasa pengguna anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan vang tercantum dalam perintazh
pembayarat; dan

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(4] Bendahara pengeluaran wajib menclak perintah bavar dari  pengguna
angearan/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana
dimalksud pada ayat [3) tidalk dipenizhi.

{5] Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi ates pembayaran
yang dilaksanakaunya.

Pasal 143

Betelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selalku penggune anggaran
dilatang menerbithan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan,

Pasal 144

{1] Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantusn keuangan
dilaksanakan atas perseiujuan Bupali,

bl



{2)

13)

(1)

{2)

(3

Fenerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan
berlanggung jawab atas penggunaan uang/bareng danfatau jasa yang
diterimanya dan wajib  menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunsannya Kepada Bupat.

Tata cara  pemberian dan  pertanggungiawabanm  subsidi, hibah,
bantuan sosial. dan bantuan keuangan sebaguimana dimaksud pada ayar (1)
dialur dengan peraturan bupati sesual ketentuarn peraturan perundang-
undatigat.

Pasal 145

Dasar pengeluaran anggaran belanja lidak terduga yang dianggarkan dalam
APBD untuk mendanal tanggap darurat, penanggulangan bencana alam
danfalau bencana sosgial, termasuk pengembalian alas  kelebihan
penerimaan dacrah {ahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan
dengan keputusan bupati dan diberilshukan kepada DPRT paling lambat 1
(satu] bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga
berkenaan  setelah  mempertimbangkan efisiensi dan  efektifitas  serta
menghindan adatiya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan
yang telsth didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Fimpinan instansi/lembaga perierima dara tanggap darurat
hertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menvampaikan
laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan Bupati.

Tata cara pemberian dan portanggungjawaban belanja tidak terduga untuls
tangeap darural sebagaimana dimaksud pada avat {3) ditetapkan dalam
peraturan bupati.

Pasal 146

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKIPD, kepada pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran dapat diberikan uvang persedizan  vung dikelola ocleh
bendahara pengeluaran.

Pasal 147

Mekanisme Pembayeran atas heban APBD akan ditindak lanjuti dengan
Feraturan Bupati,

Pasal 148

Bupati memberikan izin pembultasn relening untuk keperluan pelalsanasn
pengeluaran di iingkungan SKPD,

(1)

Baginn Keenam
Pelaksanaan Anggaran Pembiavaan Daerah
Pusal 149

Pengelolaan anggaran pembiayean daerah dilakukan oleh FPKD.
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{2

Zemua penerimasn dan pengeluaran pembisayaan daerah dilakukan melalui
Rekening Kas daerah.

Peragraf 1
Sisa Lebih Perhitungan Angpgaran {SiLPA) Tahun Sehehimnya

Pasal 150

Sisa lebth perhitungan anggaran (SILPA]  rahun sebelumnya merupakan
penerimaan pembiayaasn yang digunakan untuk:

&®.

b.

C.

(1]

{2

{3)

S

(3]

)

(1)

menutupi defisit anggaran apahbila realisasi pendapatan lebih kecil daripada
realisasi belanja;

mendanai pelaksanaan kegialan lanfuian atas beban belanja langsung; dan
mendanai kewajiban lainnya yang sampat dengan akhir tahun anggaran
belum diselesaikan.

Pasal 151

Peiaksanaan kegiatan lanjuran sebagaimans dimaksud dalam Pasal 151

huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh

PPFKD} menjadi DPFA  Lanjutan SKPD [(DFAL-SKPD} tahun anggaran

bherikutnya,

Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sehagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akbir realisasi

pelaksanaan kegiatan fizik dan non-fisik magpun keuangan kepada PPKI

paling lambat pertengahan bulan Desember tahun angearan benjalan,

Jumlah anggarandalam DPAL-SKPD dapat disabkan selelah terlebih dahlmlu

dilalrulcan pengujian terhedap:

a. Sisa DPA-SKPL yvang belum diterbitkan 3PD dan/alau belum diterbitkan
3P2D atas kegiatan vanig bersangkutan;

b. 5isa 3P0 vang belum diterbitkan SP2D; atau

¢,  BP2D yang belum diuangkan.

TYPAL-PN yang telah disahkan sebagaimana dimalosud pada avat (1) dapat

dijadiltan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian

pembayaran.

Fekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DFAL memenuhi kriteria:

a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran
berkenaan; dan

b, keterlambatan penyelesaian pekerjaan  diakibatkan bukan  lkarena
kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena
akibat dar force major.

Pelaksanaan kegiatan lanjutan harus diselesaikan menjelang perubahan

APBD.

Paragraf 2
Dang Cadangan

FPasal 152

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana
cadangan pemerintah daerah vang dikelola oleh BUD.
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{2

{3)

{4

(5)

(5)

(7}

(1}

(2

{3

{4)

Danag cadangan tidak dapat digunaksn untuk membiayai program dan
kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang
pembentulzan dana cadangan.

Program dan Lkegiatan yang ditelapkan berdasarkan peraiuran daerah
sebagaimana dimalsud pada avat [2) dilaksanakan apabila dana cadangan
telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan,

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada avar
{3} dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindshbukukan ke releening
kas umurn daerah

Pemmindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas daerah
dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kepiatan, setelah jumiah dana
cadangan  yang ditcfapkan berdasarkan  peraturan  dasralh tentang
pembentulean dana cadangan yaing berkenaan mienculoup.

Pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1] paling tingg
sejumiah pagu dana cadangsn yang akan digunakan untuk mendanai
pelaksanaan kegratan dalam talmao anggaran berkenaan sesnai dengan yang
ditetapkan dalam peraiuran dacrah tentang pembentukan dana cadangan.
Pemindahbulcuan dar rekening dana cadangan ke rekening kas daeralh
sebagaimana dimalksud pada ayvat (1) dilakukan dengan surat perintah
pemindahbukuan cleh kuiasa BUB atas peraetujuan PPKD.

Pasal 153
Dalam ha! dena cadangan yang ditempatkan pada reketong dana cadangan
belum digunakan sesual dengan peruntukannva, dana teraebut dapat
ditempatkan dalam portofolio vang memberikan hasil retap dengan rigike
rendah.
Fenerimaen hasil bunga /deviden rekening dana cadangan dan penempatan
dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada avat (1] menambah jumiah
dana cadangan.
Partofolic sebagaimana dimaksud pada avatr (1] meliputi:
deposito,;
seriifikat bank indonesia [SBIj;
sutrat perbendaharaan negara (SPN};
surat utang negara {(SUN); dan

surat berharga lainnya vang dijamin pemerintah.
F'enatalls.aha.aﬂ pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiavai dari dena

cadangan diperlakulkan sama dengan penatausahoan  pelaksanaan
program [ kepiatan lainnya.

LIS

Paragraf 3
Pengelodaan Investast

Pasal 154

Pemerintah daerah dapat melakukan mivestasi jangka pendek dan jangks pamang
untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan fatan manfaat lainnya.

(1)

Hasal 155
Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pesal 155 merupakan
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{2l

(1]

(2

(2]

(3]

(o)

investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki
selama 12 [dua belas) bulan atau kurang,

Investasi Jjangka panjang sebagaimana dimaksud delam Pasal 135,
merupakan investasi vang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua
belas) bulan.

Pasal 156

fnvestasi jangka panjang sehagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayvat {2
terdirl dari investasl permanen dat ot permansan,

[nvestasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan
atau tdak ditarik kembali.

litvestasi non permanen sehapaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan
untuk dimmlikd secara tidak bherkelanjulan alau ada niat untuk diperjual
belikan alau dilarik kembali.

Pasal 157

[vestasi awal dan penamhahban investasi dicatat pada rekening penyeriaan
modal (investasi) daerah.

Pengurangan, penjualan, danfatau pengelihan investasi dicatat pada
rekening penjualan kekayaan daerab vang dipisahkan [divestasi modal}.

Paragrat 4
Pinjaman Daerah dan Obligast Daerah

Pasal 158

Penerimaan pinjamasn daerah dan obligasi daerah dilaloukan melalui rekening
kas dacrah.

Pinjaman deerah bersurmber dari:

#. pemerintah;

b. pemerintah daerah lain;

c. lembaga keuangan hank;

d lembaga keuangan bukan bank; dan

e masyarakat.

Pemerintah dagrah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak
lain.

FPendapatan daerah dan/atau aset daerah (barapg milik dacrah) tidak boleh
dijadikan jaminan pinjaman dasrab,

Kegiatan vang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang
melekal dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Pasal 159

Kepeia PDPKD melakukan penatausahusan atas pinjaman daerah dan obligasi
daerah.



(1}

)

(4

[

(i}

()
2)
(3)

{4

(1)
(2)

Pa=sal 160

Penierintah daersh wajib melsporkan posisl kumulatii pinjaman  dan
kewajiban pinjaman kepada Menteni Keuangan dan Menteri Dalam Megeri
getiap akhir semesgter tahun anggaran berjalan.

Posisgi kumulag! pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimans dimaksud
pada avart [1) terdiri atas:

a. jumlah penerimasn pinjaman;

h.  pemhayaran pinjaman [pokok dan bunga); dan

€. =isa pinjaman.

Pazal 161

Femerintah daerab wajib membavar bunga dan pokek utang danfalau
abligasi daerah yang telah jartuh teropo.

Apahila anggaran wyang rtersedia dalam APBIY/ perubahan  APBD  tidak
mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi
daerah sehagammana dimaksud pada ayal (1), kepala daerab dapat
melakuken pelampauan pembayaran mendshului perubahan ataus setelah
perubahan APBD.

Pasal 162

Pelainpavan pembayaran bunga dan pokok utang dan/fatan abligasi dacrah
seheium perubahan APBD dilaporkan kepada DPED dalam pembahasan
awal perubahan APBD.

Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang danfatau cbligasi daerah
setelah perubahan APRT) dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi
AT EFATAETI.

Pasal 163

Kepala PDPKD melaksanakan pembayvaran bunga dan cicilan pokck utang
dan/atau obligasi dasrab yang jatub tempo,

Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada
rekening belanja bunga.

Pembavaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening
belanja bunea.

Pembayvaran pokok pinjaman dan/atau obligasi dacrah  dicatat pada
releening cicilan pokek utang vanug jatuh tempo.

Pazal 164

Perngelolaan ohbligasi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati sebagatmana dimaksud pada ayat (1} sekurang-kurangnya
mengatur mengenai:

Aa. penetapan strategl dan kebjaksn penpelvlaan obdigasi daerah lermasuk
kehijakan pengendalian resiko;

perencanasn dan penetapan portofolic pinjarnan daerah;

penerbitan obligaszi daerals;

penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
pembelian kembeali obligasi daerah sebelum jatuh tempo;

@ a0
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(3]
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{2)

(1)

(Z)

(1]
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{3)

(1)

(2]

(1)
(2)

f. pelunasan; dan

g, aktivitas lain dalam rangka pengembangarn pasar perdana ke pasar
selunder obligasi daerah.

Penyvusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada avat (1)

herpedoman pada Peraturan Menteri Dalarm Negeri,

Paragraf 5
Piutttang Daerah
Pagal 165

Setan piutang dasrah diselesaikan selunihnya dengan tepat waktu.
PPK-I'D melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagmhan
daerah yang menjadi tanggung jawab PD,

Paanal 166

Piutang atau tagthen daerah yvang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada
saar jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan  perundang-
undangan,

Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak deerah dan piutang
retribusi daerab imerupaker: prciitas unluk didahulukan penyelesasannyva
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pa=al 167

Piutang dacrah yang ierjadi sehagai akibat  hulbungan keperdataan dapat

diselesailtan dengan  cara damai, kecuali piuteng daerah vang cara

petyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundong-undangan.

Piutang daerah dapat dihiepuskan dari pembukuan dengan penvelesatan

secara mittlak atau hersyarat, kecuali cara penvelesaiannya diatur tersendiri

dalam peraturan perundang-undangan.

Fenghapusan piuteng daerah sebagaimana dimaksud pada avar (2] ditetapkan

oleh:

. Bupatl untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,0C¢ (lima miliar
rupiath);

b, Bupali dengan perseiujuan DPFRD vnluk jumiah  icbih dari Rp
5.000.000.000 00 (lima niliar rupiah);

Tasal 165
Kepala PDPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piulang
daerah.
Untuk melaksanakan penagilian piutang daerah sebagaimana dimaksucd
pada ayat {1}, kepala PDPED menyiaplkan bukti dan adminisiras penagihan.

Fasal 169
Kepala PDFKD setiap bulan melaporkan tealisasi penerimaan piutang kepada
Dupati.
Bukt pembayaran piutang PDPRD dar pihak ketiga harus dipisahkan
dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tabun anggaran
berjalan.
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Pasal 170

Pelaksanaan penpgeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah,
pembayaran pokeok urang dan pemberian pinjeman daerah dilakukan
berdasarkan SPM yvang diterbitkan oleh PPKLD.

Paeal 171

flalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD

berkewajiban untulk:

4. menelili kclengkapan perintah  pembayaran/pemindabhbukuan  vang
diterbitkan oleh PPK,

. mengujl kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayasn yang tercantum
dalam perintah pembayaran:

c. menguji ketersediaan dana vang borsangkutan;

d. menclak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas petigeluaran
pembiavaan tdek memenuhi persyaratan yvang ditetapkan,

BAEB VIIE
PERUBAHAN APBD
Bagian Kesatu
Dasar Ferubahan AFBD

Pesal 172

(1] Perubahan APBD dapat dilakukan apabnia terjadi;
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
b. keadaan vang menyebabkan harus dilalkkukan pergeseran anggaran antar
unit organisasi, antarkegiatan, dan antar jenis belanja ;
¢. keadaan yang menvebsbkan saldo anggaran lebih tahun sebelummya
harus digunakan untuk tahun berjalan;
d. keadaan darural; dan
c. keadaan luar biasa.
{3 Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) ksli dalam 1 (satu) tahun
anggaran, kecuali dalam keadaan ar biasa.
{3] Perubahan APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat(l] mengacu pada
peritbahan RKPD.
{4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3] disusun sesual dengan
peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Kebijakan Umum Serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Petrubahan AFBED
Pasal 173
1} Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak scsuai dengan

asumsi KUA sebagaimana cimaksud dalam Pasal 173 avat (1) hurul a dapat
herupa terjadinya pclampauan atau tidak lercapainya proveksi pendapatan
daersh, alokasi belunja daerabh, sumber dan penggunaan pembiayaan yang
semula ditelapkan dalam KUA.
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(3)

{4

(3)

(6]

Bupati memformulasikan hal-hal yang mengaldbatkan terjadinya petubahan
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf 2 ke dalam
rancangan kebijaken umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
Dalam rancangan kebijjakan umum perubahan APBIY dan PPAS perubahan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat {2] disajikan secara lengkap
penjelasan mengenai:

a. perbedaan asumsi dengan KUA vang ditetapkan schelumnya;

h. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam
perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa wakiu pelaksanaan
APBD tahun anggaran berjalan;

¢. program dat kegiatan vang dapat dinsuikan untuk ditampung dalam
periibahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan
APT) tahun anggaran berjalan;

d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurang dalam
perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, dan

e. capaian farget kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatian
dalam perubahan APBD apahila melampaul asumsi KA.

Rancangan kebijakan umum perubahan APED dan PPAS perubahan AFBD

sebagaimana dirmaksud pada ayat (2] disampaikan kepada DPRD paling

lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggarat berjalan.

REancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD

schagaimana dimuaksud pada ayat (4}, setelah dibahas selanjuinya disepaikati

menjadi kebijakan umum perubahan APED serta PPAS perubahan APBD
paling lambat minggy kedua Lulan Agusius tahun angearsn berjalan.

{alam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan poraturan daerah tentang

perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran

berjalan, agar dihindarn adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik oi
dalam rancangan peraturan daerah teniang perubahan APSD.

Pasal 174

Kebijalkan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD vang 1€lah
disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (9}, masing-masing
dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara
Bupati dengan pimpingn DPRD dalam waktu bersamaan,

(1)

{2

EBasal 175

Berdasatkan nota kesepakatan sebagaimana dhvaksud daelam Pasel 175,

TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Bupati peribal pedoman

penyusunan RKA-SKPD yvang memuat program dan kegiatan baru dan/fatau

kriteria DPA-SKPD vang dapat diubah untuk dianggarkan dulam perubahan

AFBI} sebageai acuan bagi kepala SKPD.

Rancangan surat edaran DBupati sebagaimana dimaksud pada avat (1)

meticakap:

a. PPAS porubahan APRID vang dialokasikan untuk program baru dan/atan
kriteria DPA-SKFD yang dapat diuhah pada setiap SKPD;

r. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/datau DPA-SKED vang telah
dinbah kepada PPKD; dan



{3]

¢. dokumen sehagai lampiran meliputi kebijakan armum perubahan AFBD,

PPAS perubzhan APBL, standar analisa belanja dan standar harga.
Fedoman penyusunan RKA-SKPD denfatau kriteria DPA-SKPD vang dapat
diubah schagaimana dimaksud pada avat (1), diterbitkan cleh Bupati paling
lambat minggu ketiga bulan Agusins tahun angparan berjalan.

Pasal 176

Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176
ditctapkan dengan peraturan bupati.

(1}

(<}

(1)

{2}
{3}
{4)

{5l

(7}

Pasal 177

Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat {1)
dapat berupa peninghkalan atau pengurangan capaian target Kinerja, program
dan kegiatan dari yang tetah ditetapkain semula,

Peningkatan atau pengurangarn capaian target kinerja program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) diformaulasikan datam format dokumen
pelaksanaan perubahan uanggaran SKPD (DPPA-SKPD).

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran
Pasal 178

Pergeseran anggaran antar unit creanisasi, anlar kegiatan, dan antar jerns
helanja serta pergeseran aniar sbyck belanja dalam jenis belanja dan antar
rincian obvek belanja diformulasikan dalam DPA SKPD,

Pergesgeran antar rincian obyek belanja dalam obvek belanja berkenaan dapat
dilakulkan atas persetujuan PPKD,

Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaen dilakukan
atas persetujuan Sekretaris Daerah.

Pergeseran anggaran sebageimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilakukan dengan cata mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran
APED sebagai  dasar pelaksansan, untuk selanjulnyadianggarkan dalam
rancatgan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Pergeseran anggaran antar Unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja dapat ditakukan denganr cara merubah peraturan daerah tentang
AFBD.

Anggaran yang mengalami perubahan baik beruopa penambahan dan/atau
pengurangan akibat pergeseran sebapaimana dimaksud pada ayat(l],
harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan APBD.

Ketentusn lebih lanjut mengenai pergeseran schagimana dimaksud pada
ayat (2] dan ayat (3] diatur dengan Peraturan Bupat.
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(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1

(2)

Bagian Keempat
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelurnnya
Dalam perubahan APET

Pasal 1749

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan siasa lebih perhitungan

tahun anggaran sebelumnya.

Keadaan vang menyebabkan saldo anggaran leidh tahun sebelurmiya harus

digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:

a membayar bunga dan pokek utang dan/afeu obligasi daerah yang
melampaut anggaran yang tersedia mendahulul perubahan APBD;

b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang,

¢. mendanai kenafkan gaji dan tunjengan PNS akibat adanyva kebijalkan
pemerintah;

4. mendanaikegiatan lanjutan {DPAL] vanp telah ditetapksn dalam TYPA-
SKPD tahun sebelumnya, unluk selanjutnyas  ditampung dalam
peratiiran daerah lentang perubahan APBD tahun anggaran berloutnva;

. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan
sampal dengen batas akhir penyelesaian pembayarsn dalam tahun
anggaran berjalan, dan

f mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian rarget kinerjanya ditingkatkan
dari vang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun angguran
berjalan  veng dapet diselesaikan sampai dengan batas  akhir
penvelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjatan.

Penggunasan  salde anggaran  tahun szbelumnya  unituk  pendanaan

pengeluaran sebagaimana dimaksud pada avat (2] huruf a, huruf b, huruf ¢,

daiz huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam BPFPASKED,

Penggunaan saldo anggaran lebih tabun sebelumnya untuk mendanal

pengeluaran sebagaimana dimaksud padas ayat (2) huruf d diformulasikan

terlehib dahulu dalam DPAL-SKPD.

Penggunaan saldo anggaran lebih itshun sebelumnya untuk mendanai

pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diformulasiican

terlebih dahulu dalam RKA-SKFD.

Bagian Kclima
Pendanaan Keadsan Darurat

Pasal 180
Keadaan darural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 avat (i) buruf d
selrurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya,
tidak diharapken tejadi secara berulang,
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
memilild dampak yang signifikan terhadap anggaran dalatn rangks
pemulihan vang disebabkan oleh keadaan darurat,
Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapet melakukan pengeluaran
vang belum tersedia anggarannya, vang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD.

e
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(3} Pendangan keadzan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat mengpunakan belanja tidak terduga.

(1] Datam hgl belanja tidak terdugs tidak mencukup dapal ditakukan dengan
card:

a. menggunakan dana dari hasil penjacdwalan ulang capaian target kinerja
prograim gan kegiatan lainnva dalam shun angearan begalan; dan/ataog

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

{3] Pengeluaran scbagaimana dimaksud pada ayat (2] termasuk belarja untuk
keperluan mendesak vang kriterianya dilclapkan dalam peraturan daerah
tentang APBD.

(6] Krteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
avat [5) mencaloup:

a. program dan kegiatan pelayvanan dasar masyarakat vang anggarannva
belum tersedia dalam tahun anggaran betjalan; dan

b. lkeperluan mendesak lainnya yang apabile dituinde akan menimbulkan
kerugtan yang lebih besar bagi pemerintah dasrab dan masvarakat.

7] Penjadwalan ulang cspaian target kinerja program dan kepgiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a diformulasikan terlebih dahuli dalam DPPASKPD.

(8] Pendanaan keadasn daturat untulk kepiaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] diformulasikan terlebilh dahulu dalam RKA-SKFPD, kecuali untul
kebutuhan ranggap darurat bencana,

(9] Belanja kebuiuhan langgup darurat bencana sebagaimana dimaksud pada
avat (8] dilakukan dengan pembebanan laigsung pada belanja tidak terduga.

(10) Belanja kelmiuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada
avat (8} digunakan hanya uniuk pencurian dan penvelamatan korban
bencana, pertelonegaln darurat, evalkuasi korban bencgna, kebutuhan air
bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelavanan  kesehatan dan
penampungan serta tempat hunian sementara.

(11} Tata cara pelaksanaan, penatausshaan, dan pertanggungjawaban belanja
kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimaena dimaksud pada avat (10}
dilakukan dengan tahapan sebagai berikyut
a. setelah pernyatasn tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepaia

PD wang melaksanakan fungsi penanggulangan bohcana mengajukan
Rencana Kebutuhan Belanja [RXKB) tanggap dsrurat bencana kepada
PPKD selaku BUD;

b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada
Kepala SKPD vang melaksanakan fungsi penanggulangan bhencana
paling lambat 1 [gatu] hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

¢. pencairan dana tenggap darurat bencana dilsinakan dengan mekanisme
TU dan diserahltan kepada bendahara pengeluaran SKPD  vang
melaksanakan fungsi penanggulangan hencana;

d. Penggunaan dana langgap darura! bencana dicatat pada Buku Kas
Umum  tersendiri ¢leh DBendahara Pengeluaran pada SKPD vang
melakasanakan fungs penanggulangan bencana;

¢. Kepala SKPD vang melaksangkan fingsi penanggulangan bencana
bertanggunmawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan
dana tanggap darurat bencana vang dikelolanya; dan

f.  Pertanggungjawaban atas penggunzan dans tangezp darurat bencana
disampaikan cleh kepala SKPD wyang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencans kepada PPKD dengan melampirkan bukt
pengeliaran vang sah dan lengkap atau surat  pernyvataan
tanggungjawah helanja.
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(12} Dalam hal keadaan darurat terjadi =etelah ditctapkannya perubhahan APBD,
pernenintah  daerah dapat melakukan pengeluaran vang belum tersedia
anggaratnya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisast
anggaran.

{13] Nasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada
avat {9) diformulaaikan terichih dahulu dalamm RKA-SKPD untuk dijadikan
dasar pengesahan DPA-SKPD cleh PPED selelah mempervleh persetujuan
Sekretaris Daerah.

{14] Pelalksanaan pengelusran untuk mendanai kegialan dalem keadaan darurat
Sehapaimana  dimsksud pada ayat (2] dan ayal (D) terlebih dahuolu
mditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Keenam
Pendanaan keadaan luar biasa
Paanl 181
{1} Keardaan laar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1} huaruf e
merupakan keadaan yang menyebablkan estimasi penerimaan  dan/atau
pengeluaran dalam AFPBD mengalami kenailzan atay penurunan lebih besatr
dart 30% (lima puluh persen).
(2} Persentase 50% {lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
merupakan selisih (gap) kenaikan atau penuranan antara perdapatan dan
belunja dalam AFBD.

Pasal 182

{ti Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan
dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lHma puluh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal (82 avat (1), dapat dilakukan
penambahan kegiatan baru danfatau  penjadwalan  ulang/pemingkatan
capaian target kinerja program dan kegiatan dalem tahun anggaran berjalan.

(2} Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
diformtilasikun terletnh dahulu dalam RKA-SKPD.

3] Perjadwalan ulang/peningkalan capaian targel kinerja program dan kegiatan
sebagaimana dimalksud pada avat {1] diformmulasikan terlebih dabhulu dalam
DPPA-SKPD.

(4] REKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagsimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3 digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang peruhahian kedua APBD.

Bagian ketujuh
Penytapan Raperda Perubahan APBD
Pasal 183

(1) EKA-SKPD yvang memuat program dan kegiatan haru dan rencana DFFDFDR
disampaikan kepada FPKD untuk dibahas lebik lanjut oleh TAPD.

(2] Pcmbahasan olch TAPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
untulk menelagh kegsesugian antara EEA-SKPD dengsn Kebijakan Umuim
Perubahan AFB{D, PPAP APBE, prakiraan maju yang telab disetujui tabun
anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capalan
kinerja, kelompok sasaran kegiatan, indikator kinerga, standar analisis



(3)

(1}

(2]}

belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal serta
sinkronisast program dan kegiatan antar SKID.

Dalarn hal  hasil  pembahasan RKA-SKPD  terdapal  ketidaksesuaian
sebagaimana dimalksud ayat [2], kepala S3KPD melakukan penyempurnaan.

Paszal 184

RKA SKPD yvaig memuat program dan kegiatan baru dan DPPAPD vang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD vang telah disempurnakan cleh SKFD,
disampaikan kepada FPKD untul dibahas lebih lanjut oleh ‘TAI’D.

REKA-SKPIT vang momuat program dan kegialan barn dan DFPAPD vang
akan dianggerkan dalam perubshan AFBD wvang telah dibahas TAPD,
dijadikan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tendang
perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran
perubahan  APB0O  oleh PPKN. Tiagian Kedelapan Penyampaian dan
Pembahasan Perubahan APBD.

Eagian Kedelapan
Penetapan Perubehan APED
Paragraf 1
Rancangan Peraturan Praerah tentang
Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan’Bupati
tentang Penjubmran Perubahan APRD

Pasal 185

Rancangan peraturan daersh tentang perubahan APBD dan perawran Bupali
lenlang penjabaran perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuoat
pendapatan, belanja dan pemibavaan yang mengalami pertbahan dan vang
tidak mengalami perubahan,

(1)

{2

Pagal 156

Rancangan peraturan daerah tentang perubshan AFPBD  sebagaimana
dimaksad dalam Pasal 186 lerdirf dar rancangan persturan daerah tentang
perubahan APBD beserts lampirannya.

Lampiran rancangan peraiuran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terditi dari.

a. rnngkasan perubahan APBD;

b. ringkasan pcrubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
Crganisasi;

¢. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaun;

d. rekapitulasi perubaban belarnja menurat urasan pemerintahan deerah,
arganisasi, program dan kegiatan:

e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan
kelerpaduan urusan pemerintshan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengeiolaan keilangan negara;

f.  daftar periubahan jumtah pegawai per golongan dan per jabatan;

bD



(1)
{2)

13)

{4]

(1)

(2}
[3]

{4)
{5

(6}

g. Laporan keuangan pemerintah dacrah yang telah ditetapkan dengan
peraturan daerah terdiri dari:

1 laporan realisasi angearan vang telah ditetapkan dengan peraturan
dacrah 1 (satu] tahun terakhir sehelum rtahun perubahan
anggaran yang direncanakan;

2) neraca yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (sam)
tahun teraihir sebelum tahun perubahan anggaran  yang
direncanakan;

3] laporan arus kas yvang tefah diterapkan dengan peraturan daerah 1
{satu) tabtun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran vang
direncanakart,

4) catatan atas laporan kcuangsn yang telah ditetapkan dengan
peratnran daerah 1 (satu} tahun terakhir schelum ahun perubahan
anggaran yang direncanalkan;

h. daftar keglaltan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya vang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran int; dan
i. daftar pinjaman daerah.

Pasal 187

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD vang telah disusun
cleh PFPED disampaikan kepada kepala daerah.,

Eancangan peraturan dacstah  tentang perubahan APBD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} sebelum disampaikan oleh Bupati kepada DPRD
disostalisasikan kepada masyarakat.

Sosialisasi rancangan peraturan  daerah  tentang  perubahan  APRD
sehagaimana dimaksud pada avat (2} bersifat memberikan infonmasi
mengenal hak dan kewajiban pemerintah daerab serta masvaralat dalam
pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran vang direncanakan.
Penvebariuasan rancangan peralutan daerah tentang perubshan APGID
dilaksanakan cleh seloetariat daerah.

Paragraf 2
Penyampaian, Permnbahasan dan Persetujuan
Ragerda Perulmahan AFBD

Pasal 188

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daesrah tentang Perubahan
APBD heserta lampirannya kepada DPED paling lambat minggu kedua bulan
September tahun anggaran herjalan untuk mendapatkan persetujuan
hersama.

Penyampaian rancangan peraturan daersh sebagaimana dimaksud pada
avat (1) disertai dengan nots keuangan perubahan APBD

DFRD menetapkan agenda pembahazan .,

ancangan peraturan deerah sebagaimana dimaksud pada avat (1).
Pembahasan rancangan peraturan daerab berpedoman pada kebijakan
umumn perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati
antara Bupali dan pimpinan DYPRT,

Pengambilan keputusan DPED untuk thenvetujui rancangan peraturan
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(1}

(2)

(3)

(4)

(1}

(2}

(3)

(4]

daerah tenteng perubahen APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lambat 3 (tiga} bulan sehelum fahun angearan yang bersangkutan
beralkhir.

Paragraf 3
Evaluasi Fancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
Pasal 15%

Tata cara cvaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang
perubahun APBD dan rancangan peraturan bupali lentang penjabacan
perubahan APRD kabupaten menjadi peraturan daerah dan peraturan
bupati berlaku ketentuan Pasal 189 ayar (1) sampai derrgan ayat (6).

Calam hal Gubernur menvatakan haszil evaluasi rancangan peraturan dasrah
tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD
tidak sesual dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih Uinggi, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling
laana 7 (tujuh) hart ketja terhitung sejalc diterimanya hasil evaluasi.

Paling lama 7 [tigjuhl hari kerja setelah pembatralan raperda dan raperbup,
Bupaiti harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan
selanjutnya DPFRD bersama Bupati mencabul peraluran dacrah dimaksud.
Pencabulan peraluran daerah schagaimana dimaksud pada avat (1)
dilalkukan dengan peraturarn daerah tentmig pencabutan peraturan daerah
tentang perubahan APBD.

Bagian Kesemlrlan
Pecnetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

Fassl 190

Bupali menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubaban
APBD dan fancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
APBD wang telah dievaluasi Gubernur menjadi Peraturan Daerah tenlang
Ferubahan APBD dan Peraturan Bupall icntang penjabaran perubahan
AFBD,

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBID dan
Peraturan Bupati wntang Penjabaran Pernbahan APBD  sebapaimana
dimaksud pada ayat {1) dilakukan selambat-lambainya langgal 1 Okiober
tahun anggaran berjalan.

Dalam bhal Bupati berhalangan tetap. maka pejabal yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh pegjabat vang berwenang selaku pejabat pelaksana tupgas
Bupati vang menetapkan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan
Peraturan Bupati tentangpenjabaran perubahan APBD.

Bupali menyampaikan Peraturan Daerali tenteng Perubahan APBD dan
Peraturan Bupati tenteng Pengabaran Perubahan APBD kepada Menten
Datam MNegeri dan Gubernur selambat-lambatnya 7 (tujuh) han kera seiclah
ditetaplkan.

!



{1

(2]

(3)

(4

Bagian ¥Kesepuluh
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKFPLY
Pazal 191

FPEKD paling lama 3 ftiga} hari kerja sefelah Peraturan Daerall tentang
Perubehan APBD ditetapkan, membentashulkan kepada semua kepala SKPD
agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang
dianggarkan dalem perubahan APBD.

DPA-SKFLY yvang mengalami perubahan dalam tahun berjalan selurnhmya
harus disalin kembah ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Perangkat Daerah (DPFFA-SKPD].

Dalam DPPA-SKPLD sebagaimana dimaksud pada ayat (2] terhadap rncian
obyek pendaparan, belanja atau pembisyvasn yvang mengalami penamhbahan
atau petngurangan atau pergeseran harus disertail denganr penjelasan latar
belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan
maupun selelah dilakukan perubahan.

DFFPA-3KPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh
FFED berdzasarkan persetujuan sekretanis deerah,

BaB [X
PENGELOLAAN KAS UMUM DAERAH
Bagian Kosatu
Pengelolaan Kas Umum Daerah
Pasal 192

Semua transaksi penerimasan dan pengeluaran daerah dilaksanakar melalui
Rekening Kas Umum Gaerah.

Pasal 193

{1} dalam rangka pengelolaan kenangan daerah. PPKD membuka Rekening Kas
Dmum Daergh pada Bank vang telah ditentulan olebh Bupati.

(2} Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah kuasa
U dapar membuka rekening penerimaan dan pengeluaran pada [Bank
yang ditetapkan oleh Bupati

i3} Beketing  ponerimaan scbagaimana dimaksud pada avar (2} digunakan
untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.

4} Balde rekening penerimant sebagaimana dimaksud pada ayvat (2) setiap hari
akhir kerja wajib disetorkan seluruhnva ke rekening Kas Umum Daerah.

(5} Rekening pengeluaran pada Bank sebagaimana dimaksid pada ayat (2] Qiisd
dengan dana yang hersumber dari rekening Kas Unium Daerah.

{6) Jumlah dena vang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana
dimmaksud pada ayat (2] disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk
membizya kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Paszal 194

(1) Pemerinlah daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana
vang disimpan pada Bank umum berdasarkan tingkat suku bunga dan/
atau jaga girc yang berlaku.
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(1)
(2)

(3)

(2] Bunge danf atau jass piro yang diperoleh pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah,

Pagal 165

(1) Biaya sehubungan dengan pelayanan vang diberikan oleh Bank umum
didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada Bank umum yang
bhersangluta.

(2] Biaya scbagaimana dimaksud pade ayat (1) dibebankan pada belanja
daerah.

Bapian Kedua
Fengeloluan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 166

BUD bertanggung jawab terhadap pengelolann penerimaan dan pengeluaran
ltas umum daerah.

Untuk mengelola kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
BUD membuka rekening kas daerah pada bank yanyg sehal.

Penunjukan bank yang sehat schagaimana dimaksud pade ayat [2)
ditetaplkan dengan keputuisan Bupati dan diberitahulan kepada DFELY.

Pasal 197

Uniuk mendekatkan pelayvanan pelaksansan penerimasn dan pengeluaran kas

ke

pada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaandan

rekening pengeiuaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

(1}

(2}

(1}

Faesl 1598

Rekening penerimaan achagaimana dimaksud dalam Pasal 195 digunalkan
untule menampung penerimaan daerah setiap harl.

Saldo rekening penerimasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir
hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas daerah.

Fasal 199

Rekening pongeluaran sehagaimana dimaksud dalam Pasal 195 diisi dengan
dana yang bersumber dar rekening lkas dasrah.

Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada avat (1} disesuaikan dengan rencana pengeluaran vang telah
diteta pkan dalam APBD.

Bagian Kedua
Fengelolaan Kas Non Anggaran
Pasal 200
Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimasi dan pengeluaran
kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan
pembizyazan pemerinntah daerah.
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(4)

(3)

()
(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

3

Penerimaan kas sebagaimana dimalksud pada avat (1) sepert:

a. potongean Taspen;

h. potongan BRJIS Kesehatan;
c. potongan PP Pasal 21;

d. FTAPERUN;

e, JEK; dan

. JEM.

B,

engeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) soperti:

potongan Taspen;

potungan BEJIS Kesehatan;

potongan FPh Pasal 21;

TAPERLIM;

JKRK; dan

. JEML

Penerimaan kas sehbagaimana dimaksud pada avat {2] diperlakukean sebagai
penerimasn perhitungan pihak ketiga.

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3} diakukan sebagai
pengeluaran perhitungan pihak kenga.

Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sehagaimana dimaksud pada
ayat (2 dan ayat [3) disajikan datam laporan arus kes akbivitas non
anggaran.

Penyajian infuormast sebagaimana dimaksud pada ayat [6) sesuai dengan
Slandar Akuntansi Pemerintahan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan kas non anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} distur datam Feraturan Bupati.

e

BAB X
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesati
Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 201

Pengpuna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/
perigeluaran dan orang atau hbadan yang mencrima atau menguasai
pang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatatusahaan
sesual dengan peraturan perundeng-undangan.

Pejabat vang menandatangani danfatau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengan surat buktl vang menjadi dasar penerimaan dan/fatau
pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran
material dun akibat yang timbul darl penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedus
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pazal 202

Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:

pejabat vang diberi wewenang menandatangani 3PL,
pejabat yang diberi wewenang menandatangan SPM;
pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2L0,

appp
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{2)

{3}

()

g¢. bendaghara penerimasan dan bendahara pengeluaran;

f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi,
helanga hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja
bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan
pada PDPKD;

. bendzhara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu
SKP: dan

h. pejabat jaintnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

Penelapan  Pojabat yang  ditugjuk  sebagaimana  luasapengguna,

anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimakaud ayat (1) huruf b

dilaksanalkan sesuai dengan kebutuhan.

Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada avat {1) huruf h,

didelegasikar: olel Bupati kepada kepala SKPD.

Pojabat lainnye sebagaimana dimaksud pada ayat {3) mencatkup:

a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanskan fungsi tata usaha
keuangan pada SKFLD;

b. FPTK vang dibern wewensang mejaksanalcan satn atau beberapa kegiatan
darl suatu program sesual dengan bidang tugasiiya;

¢. peiabat yang diberi wewenang menandatangani surat buktl pemungutan
pendapatan daerah;

d. pejabat vang diberi wewenang menandatangani bulti penerimaan kas
dan bulkti penerimaan lainnva yang sah; dan

e. pembanta bendahara  penerimean dan/atau  pembantu  bendahara
pengeluaran.

Penetapann pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dan aval (4}

dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Basal 203

Bendahara penerimaan danfatau hendahara pengeluaran dapat dibantu oleh
bendahara penerimaan pembantu dan/atau hendahara pengeluaran pembaniu.

(1)

{2

(3}

Bagian Keliga
Penatausabhaan Penerimaan
Pasal 204

Benerimaan dacrah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank

pemerintah vang ditunjuk dan dianggap sah =etelah kuasa BUD menerima

nota kredit.

Penerimaan daerah vang disetur ke rekening kas umum daerah sebagaimana

dimaksud pada ayal (1), dilakukan dengan cara:

. diselor langsung ke bank oleh pihak letiga;

b. dizetor melatui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor
pos oleh pihalk ketiga; dan

c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihalk ketiga,

Benda berharga seperli karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran cleh

pihak keliga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada

avat {2) huruf - ¢ diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.
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(1}

(2]

(1)

(2)

(3)

()

(5}

(6]

{7)

{8)

{4

Pagal 203

Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek atau surat berharga
yvang dalam penpuasaannya lebih dari satu (1) barl kerja dan/atau atas nama
pribadi pada bank atau giro pos.

Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan
komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran
sebagaimana dimaksud dalam ayat [1) ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Pasal 206
Hendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan ierhadap
seluruh penerimaan dun penyeloran atas penerimaan yang menjadi tanggung
jawabnya.
Penatausshaan atas penerimaan sebagaimana dimeksud pada ayat {1)
menggunakan;
a. buku kas umuni;
b, buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
¢, huku rekapilulasi penerimaan harian.
Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagairnana
dimaksud pada avat {2) menggunakan:
a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah);
b. Surat Ketetapan Retribusi (BKE};
. Surat Tanda Setoran [STS);
d. surat tanda bukti pembayaran; dan
g. bukti pencrimagn lainnya yang sals.
Bendahara penermaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara
administratif atas pengelolaan uang yang metgadi langgung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pettanggungjawahan penerimeaan kepada
nengpund anggaran fkuasa pengeuna anggaran melalui PPK-SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnyva.
Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertangpungjawabkan secara
fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan
menyampaikat laporan pertanggungiawaban penerimasan kepada PPKD
selaln BUD paling lambat tanggat 10 bulan berikutnya.
Laporan pertanggungjawaban pencrimaarl sebagaimana dimaksud pada ayat
{4} dan ayal [5) dilampiri dengan:
a. Dbukuy kas umum;
b, buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan
¢. bukti penerimaan lainnya yang sah.
PPKD selaku BUD melakukan werifilkasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban  bendshare penerimaan pada SKPD sehagaimana
dimaksud pada ayat (5).
Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayal (7)
dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
Mekanisme dan tata cara verifikasl, evaiuasi dan analisis sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) dialur dalam peraturan kepala daerah.
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(1}

(2]

3]

(4

(6)

(1]

(2)

{3)

{4}

(3]

(1)

Fasazl 207

Dalam hal obyek pendapatan daserah tersebar atas pertimbangan kondisi
geografia wajibh pajak dan/atau wajib retribust tidak mungkin membayar
kewsjibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau Kkantor pos
yang bertugas melaksanakoan sebagian tugas dan fungsi bendahara
penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantil.

Bendahara penerimaan pembantu wajibh nienvelenggaralzan penatausahaan
terhadap =eluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan  vang
menjadi tunggung jawabnyva.

Penatauzahaan atazs pceonerimaan scbagaimana dimaksud pada avat (2}
menggunakan:

a.  buku kas umum; dan

b, buku kas penerimaan harian pembantu.

Bendahara penerimaasn pembantuz dalam  melakukan  penatausahaan
achagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan:

a suraf ketetapan pajak dacrah (SKP-Dacrah);

b. surat ketetapan retribusi {SKR);

C surat tanda setoran (ST3];

d. surattanda bulkti pembayaran; dan

¢. bukfi penerimaan lainnya yang sah.
Bendehara penerimaan pemhbantu  wajib  menvampaikan  laporan

pertanggungjiawaban penerimasan kepada bendaharta penerimaan paling
lambat tanegegat 5 bulan berikutnya.

Hendahara penerithaan sebapaimana ¢imaksud pada avat (5} melalkukan
verifikasi, evaluasi dan analisis atas  laporan pertanggungjawaban
Penerimaan.

Pasal 208

Bupatd dapat menunjuk banl, hadan, lembaga keuangan atau kanior pos
yallg bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara
penerimaan.

Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimalisud
pada ayat (1} menyetor seluruh uwang vang diterimanya ke rekening kas
umum deerah paling lama 1 {satu] harl kerja terhitang sejak uang kas
tersebut diterima.

Afas pertimbangan kondisi geografis  vang sulit dijangkau  dengan
komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan bhatas waktu
penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayval (2] diictapkan dalam
peraturan Bupati.

Banlk, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud
pada avat (1} mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang
diterimanya kepatda Bupati melalut BUD,

Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat {2], ayat (3}, dan ayat {4) ditetapkan dengan peraturan Bupati,

Pasal 209

Hendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang vang
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(2]

diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 {satu) hari kerja
terhitung sejak nang kas tersebut diterima.

Bencdahara penerimaan pembantu mempertanggungjawahkan  hukti
penerimaan dan bukil penyetoran dari sehurub uang kas yang diterimanya
kepada bendahara penerimaan.

Pasal 210

Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat menggunakan oplikasi
kompailer dan/atau alat elektronik lainnya.

(1)

(1)

(2}

{1)
(2)

(1}

(2]

Pasal 211

Bendshara penerimaan pada SKP'D wajib menyelenggarakan pembukuan
terhadap seluruh penerimaan dan penyeloran atas peperimaan yvang menjadi
tanggung jawabrva

Bendahara penerimaan pada SEPD  wajib menyampaikan Iaporan
perfanggungjawaban penerimaan kepads PPKD paling lambat tangeal 10
bulan berikutnya

PPRKD  melakukan verifikasi, evaluasi dan  analisis  atas laporan
pertanggungiawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada avat {2).

Bagian Keempat
Penalausahaan Pengeluaran
Parggraf 1
Penvediasn Dang

Pasal 212
Jetelah penetapan anggaran kas, PPKD dajam rangka manajemen kas
menerbitkan SPD.
3FD sebagaimana dimaksud pacda avat (1] disiapkan oleh kuasa BUD untuk
ditandaiangani oleh PPKD.

Pasal 213

Pengeluaran kas atas beban APBD dilskukan berdasarkan SPD atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SFD.

Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditaliukan perbulan,
pertrivulan, atau persemesier sesual dengan ketersediaan dana.

Paragraf 2
Permintaan Pembayaran

Pasal 214

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1), bendahara pengeluaran
mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna atiggaran
melalui FPE-FD.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdin dar;

a. SPF Uang Persediaan (SPP-UF};

b, 8PP Ganii Uang (SPP-GLU);
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(3}

(1)

(3)

(4}

(1)

(2]

(3

(1)

(@)

¢, SPP Tambahan Uang (SPP-TU): dan

d. SBPF Langsune (SP-LS].

Pengaiuan SPP sebagaimana dimaksud pada avat (2) huraf 4, huruf b, dan
huruf ¢ dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampal
dengan jenis belanja.

Pasal 215

Dokumen yang digunakan oleh bendahara  pengeltuaran dalam
mettatausahakan pengeluaran permintasn pembayarat mencakelp:

huloe kas wmum;

buku simpanan fbanl;

buku pajak;

buku panjar;

buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyels; dan

regigter 3PP-UP/GU/TU LS,

Dalam rangka pengendalian penerbitan perthintaan pembayaran untuk
getiap Kegiatan dibnatkan Rartu kendali kegiatan,

Buku-buku sebagaimana dimaksud pada avat (1} huruf b, huruf ¢, huraf d,
horuf e, dan huruf { dapal dikerjakan oleh pembantu bendaharn
pengeluaran.

Dokumen yang dipunakan oleh  PPK-SKEPDY  dalam menarausahakan
penerbitan SPP meneakup register SPP-UP/GU/TU /LS.

B oan TR

Pasal 216
Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (2)
dinvatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kpasa pengeuna anggaran
menerbitltan SPM.
Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimalksud dalam Pasal 200 ayat (23

dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/ikuasa
pengguna anggaran menolak menerbitkan SEM.

Palam hal penggung anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang
bersanglkutan dapat menunjuk pejabat yanpg diberi wewenang untuk
menandatangani SPM.

Pasat 217

Penecrhitan 83PM sebagsimana dimaksud dalam Pasat 214 ayat (1) paling latna
2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen 3SFF,

Penolakan penerbitan SPM sebagaimans dimaksud dalam Pasal 213ayat {2}
paling lama 1 {satu] hari kerja terhitung sejak diterimanya penganian 3PP,

Pasal 218

SPM yang telah diterbitkan sebagmimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1)
diajukan kepada kuasa BUT uniuk penerbitan SP2D.



(1}

{2)

(2)

{3]

(5}

(6]
(¥}

(8)

Pasal 219

Nokutmen-dokumen  vang digunakan aoleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran dalam  menatausahakan  pengeluaran  perintah
membayar mencakup

a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU /SPM-L3; dan

b. register surat penoclakan penerhitan SPM.

Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Paragraf 3
Fencairun Dana

Pasal 220

Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen 3PM yang diajukan cleh

pengguna anggaran/koasa pengguna anggaran agar pengehlaran vang

diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan

dalam peraturan permindang-undangan

Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adaleh sural

pernyataan taligeung jawab penggina anggaran/kusasa pengglina anggaran.

Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:

a. surat pernyataan tanggung jawab pergguna anggaran/kuasa pengging
anggaratl;dan

b.  bukti-bukti pengeluaran yarig sah dan lengkap.

Kelengkapan dokumen SPM-TU undiuk penerbitan SP2D adalah  surat

pernyataan ranggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggararn.

Kelengkapan dekumen SPM-LS untuk penerhitan SP2D mencakup:

a. surat pernyataan tanggung jawab pengpguna anggaran/koasa pengguna
anggaran; dan

b. bukti-bukti pengeluaran vang =ah dan lengkap sesual dengan
kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan,

Tralam hal dokumen SPM schagaimana dimalksud pada ayat {1) dinyatakan

lenglkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D,

Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada avat (1) dinyalakan

tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampauil

pagu anggaran, kuasa BUIY menolak menerbitkan SP2D.

Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menurnjuk

pejabat vang diberi wewenang untuk menandatangani 3P2D.

Pasal 221
Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang
persediaan/gand  uang persedinan/tambabhan uvang persediaan kepada
penggun: anggaran/ kasa penggguna aANggRTaTL.
Kuasa BUD menverahkan SP2D yang diterbitken untuk keperluan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

8O



[Pa=ai 222

Dakumen vang digunalan kuasa BUD dalam menatausahakan SE2D mencakup:

.
b,
i,

(1}

12}

(1

{2)

register SP2i;
register surat penolakan penerbitan 3P2D; dan
buku kas penerimaan dat pengeluaran

FParagraf &
Pertanggungjawahan Penggunaan Dana
Pa=al 223
Bendahara pengeluaran secara administratil wajib

mempertanggunglawabkan  penggurnaan uang  persediaan/ganti  uang
persedisan/lainbah uang persediaan kepada kepala SKPD melaini PPK-SKPD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnyva.

Tata cara pertanggungjawaban bendaharva pengeluaran diatur lebih lanjut
dalam peraturan Bupati.

Prsal 224

Pengglina anpgaran/kuasa pengguna angguaran melakukan pemeriksaan kas
yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahars nengeluaran
sekurangiurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan pemerikssan
kas vang dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu dan bendahara
pengeluaran pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
bulan,

Pemeriksran kas sebagaimana dimaksud pade ayat (1) dan ayat (2]
ditiangkan dalam berita feata pemeriksaan kas.

Pagaal 325

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan
sosial, Dbelanja bagi hasil, bantuan keuvangan, belanja Udak terduga, dan
pembiayaan melakukan penatausahaan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1)

{2]

(3]

(4

Pasal 226
Kepala Sekolah Negeri menyampaikan Laporan Pengeunasn Dana BOS
trivulan [ dan Towulan 1T paling lambat tanggal 10 Juli sedangkan untuk
Trrwulan T dan Trowulan 1V paling lambat Tanggal 20 Desember tahun
berkenaan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu,
Laporan Penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada avat {1)
dilampiri bukni — bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
Laporan Penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayai (1)
disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran seitelah diverifikasi oleh Pejabat
Penatausalisan Keuangan SKPD Pendichikan.
kKepala Sekolah sebagaimane dimaksud pada ayal {1} bertanggungjawab atas
pengeunaan Dana BOS vang diterima setiap triwulan.

A



(1)

Pasal 227
Tata cara pertanggungjawaban Dana BOS yang diterima oleh sekoleh swasta
diatir dalam Naslcah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 228
Laporan pertanggung jawaban Keuangan BLUD diaudit oleh pemeriksa
ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pagsal 220

Pengisiann dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat mengeunakan
aplikasi komputer dan/atay alat elckironik lainnya.

Fasal 230

Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut delam
Peraturan Bupati

{n

(2]

i3)

{4)

(1)

[}

Bagian Kelima
Penatausahaan Pendanasn Tugas Pembaniuan

Pasal 231

Bupati menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran pada SKPD
kabupatenyang menandatangani SPFM/menguji SPP, PPTK dan bendabara
pengeilaran yvang melaksanakan tugas pembantuan di kabupaten,

Bupati melimpahkan kewenanguan kepada kepale desa untuk menetapkan
petabat kuasa pengguna anggarsn pada lingkungan pemerintah desa yang
menandatangani SPM/menguji SFP, PPTK dan bendshara pengcluaran yvang
melaksanakan tugas pembantuan di pemerintah desa,

Adminisirasi penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas
pelalksansan dana tugas pombaniuan provinst di kabupaten dilakulkan
secara  terpisah  dari  administrasl  penatausahazn dan laporan
pertangpungjawaban pelalktsanaan APBD kabupaten.

Administrasi penatausahasn dan laporan pertanggungjawaban  atas
pelaksanaan dana tugas pembantunan kabupaten di pemerintah desa
ditakukan secara terpisah dar administrasi penatausahaan dan laporan
perlanggungjawaban pelaksanaan APB Desa,

Fasgal 233
PPTK pada SKPD kabupaten/kota vang ditetapkan sebagai penanggungjawab
tugas pembantuan provinsi menyiapkan dokumen SPP-LS  untuk
disampaikan kepada bendahara pengeluaran pada SKPD kabupaten/kota
berkenaun dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
Eendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayal {1) mengajukan
8PP-15 disertai dengan lampiran yang dipersyaratkan kepada kepala SKPD
berkenaan setelah ditandatangani oleh FFTK tugas pembantuan.
kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2} menerbitkan SPM-L3
digsertai dengan kelenpkapan dokumen untuk disampaikan kepadsa kossa
BUL provingi.

g2



13)

(1)

[2)

{3)
{4

(1
(2}

Lelenplapan dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4
mengacu pada ketentuan dalam Pasal 152,

Wuasa BUD provinsi meneliti kelengkapan  dokumen 3SPM-LS  tugas
pembantuan yang diajukan oleh kepala SEPD katupaten/kola sebagaimana
dimazksud pada avat (5) untuk menerbitkan SP270.

Paaal 233

FPTE pada Lkantor pemerintah desa vang  ditctapkan  scbagad
penanggungjawab  tugas pembantuan  provinsi den  kebupaten/kota
menyiapkan dokumen 3FP-LE untuk disampaikan kepada bendahara
pengeluaran/bendahara desa pada kantor pemerintah desa berkenaan dalam
ranghka pengajuan permintaan pembayaran,

Bendahara pengeluaran/bendahara desa sebagaimana dimaksud pada avat
(1} mengajukan SPP-1.S disertai dengan lampiran yang dipersvaratian
kepada kepala desa hbherkenaan setelah ditandatangani oleh FFTE tugas
pembantuan.

Lampiran dokumen SPP-LS schagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacy
pada ketentuan dalam Pasal 204,

Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2} menerintkan SPM-18
disertai dengan kelengkapan dokumen untuk disampsaikan kepads kuasa
BUD provinsi atau kabupaten fkota.

Kelengkapan dolumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada avat |4
mengacy pada ketentuan dalam Pasal 214,

¥uasa BUD provinal atau kabupaten fketa meneliti kelenghkapan dekinmen
3PM-ES tugas pembantuan yang diajukan oleh kepala desa sebagaimana
dimaksud pada ayaf (5) untuk menerbitkan 3P20.

Pazal 2324

Pedoman penatauszahaan pelaksanaan pendangan  tugas pembantuan
provinst di kabupaten;kota den desa ditetapkan dalam persturan gubernur.
Pedoman penatausahaan pelaksanaan pendanaan ftugas pembantuan
kabupaten flrota di desa ditetapkan dalam peraturan bupati.

Pasal 235

Mekanisime penatausahaan penerimaan dan pengeluaran diatur lebih lanjuf
dengan Peraturarn Bupati.

(1]

(2]

BAE XI
AKUNTANST KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Kehijalkan Akuniansd
Pasal 236
Bupati menetapkan peraturan tentang kebijakan akuntansi pemerintah
daerah dengan berpedoman pada standar skunransi pemerintahan.

Kebijakan skuntansi sebagaimeana dimaksud pada ayat (1] merupakan dasar
pengalsuan, pengukuran dan pelaporan aras aset, kewajiban, ekuitas,
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(3}

i)

16}

{7

{2)

(3)

(4

pendapatan, belanfa, pembiayaan dan beban dalam laporan keuangan bagi

seluruh  unsur penyvelenggara pemerintahan daerah, dalam rangks

terwujudnya pengclolaan keuangan daerah vang akuntabel dan Lransparan.

Kebijakan alamtansi schagaimana — dimaksud pada  ayat {1

sekurangkurangnya memuat

4. defimisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam
laporan kcusngan;

k. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan kenangan.

Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3]

huruf a juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi

aset.

Kebijjakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat 4] mempakan

pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari

belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja

pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan lainnya vang dibavarkan sebagai

kommponen hargs perclebian aset tetap.

Kehijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4}, pengakuan.

terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnga vang

dibayarkan sebagal penambah nilai aset tetap.

[khtisar kebijakan akuntansi yang diberfakukan pada setiap tahun anggaran

dimuat dalam catatan atas laporan keuvangan tahun anpparan berkenaan.

Pasal 237

Pemerinuah daegrah sebagai entitas pelaperan menyusun laporan keuangan
pemmerintal dacrah.

Kepala SKPD sebagai entitas akuniansi menyusun laporan keuangan SKPD
vang disampaikan kepada FPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan
pemerintall daerah.

Kepala BLUT sebagai entitas aluntansi menyusun laperan keuangan BLUD
yvang disampaikan kepada PPED untulk digabung ke dalam laporan keuangan
pemerintah daerah sebagaimana dimaksurd pada ayat [1).

kepala BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan BLUD
vang disampaikan kepada Bupati dan diaudit oleh pemeriksa eksiern sesiai
dengan peraruran perundang-undangan.

Pasal 238

Kebijakan akuntansi pemerintahan dacreh ditclapkan dengun Peraturan Bupati
berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintah.

(1]
{2)

Bagian Kedua
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 239

Pemnerintah daereh menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang
mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.

Sistem akuntansi pemerintah deerah sebagaimansa dimaksud pada ayat {1)
ditetapkan dengan peraturan Bupati mengacu pada peraturan daerah
tentang pengelolaan keuangan daersh.



(3)
(4

{3}

{)

(7}

()

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi
pemerintahan dasrah.

Sistem akuniansi pornerintah dacrah dilaksanskan oleh SKPD, BLUD dan
PDFKD.

Sistermn akuntansi pemerintahan dasrah sebhagaimana dimaksud pada ayat
{1} wmeliputi sersngkaian prosedur mulal dart prose: pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangandalam
rangka pertangpungjawaban peolakssnaan APBD yang dapat dilakukan
secara manuadl ataw menggunakan aplikasi

Proscs schagaimana dimaksud pada ayat {3) didokumentasikan dalam
bentuk bulku jumal dan buky besar, dan apabila diperlukan ditambah
dengan bikn besar pembantu,

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksunaan APBD  sebagaimana
dimaksud pada ayat [3), entitus pelaporan menyvusun laporan keuangan yang
meliputi

Laporan Realisasi Anggaran (LEAJ;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih {Laporan Perubahan SA1);
Meraca;

Laparan Operasiomat {1.0));

Laporan Arus Kas (LAK);

Laporan Perulbahan Ekuilas (LPE); dan

g. Catatan Ates Laporan Keuangarn.

Dalam  rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  sebagaimana
dimaksiud pada avat {3}, entitas akuntansi menyusun laporan kenangan vang

LI N - W N

meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

h. MNeracs;

¢. Laporan Operasional;

d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
e, Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 240

Sisicm akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kuarangnya meliputi :
Alzuntansi Pendapatatn LO dan Pendapatan LREA;
Altuntansi Beban dan Belania;

Akuntansi Pembiayaan;

Akuntansi Piutang;

Aluntansl Persedingn;

Akuntansi Inveslasi;

Akuntansi Aget Tetap;

Alountansi Aset Lainnya;

Alkuntansi Kewajiban;

Aluntansi Ekuitas;

Akuntansi Korcksi dan Penyesuaian;

Jurnael, Buku Besar dan Neraca Saldo: dan
Penyusunan Laporan Keunangar.

jrETr e e s op



{1
{2)

(3)

(51

{6l

Sistem akuntansi pemeritntahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} disusun dengan berpedoman pada pronsip pengendalian intern sesual
dengan peraturan pemerintah yang mengafur tentang pengendalian intern
dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan,

Pasal 241

Sistem akuntansi pemerintaban daerah dilaksanakan oleh PPED.

Sistem skuntansi SKPD dilaksanalkan oleh PPRK-3KPD.

PPE-SKPL} sehagaimana dimaksud pada ayat {2} menghoordinasikan
pelokaunuan sivtern dan prosedar penatausahasn bendahara penetimaan
dlan bendahara pengeluaran.

Pasgal 242

kode relkening unluk menyusun ncraca lerdiri dari kade akun aset, kode
akun kewajiban, dan kode akun ekuitas.

Kade rekening uniuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode
akun:

Pendapalan LEA;

Belanja;

Transier:

Surplus/Defisit-LREA;

Fembiayvaan; dan

Sian iebih fkurang pembiayaan anggaran.

Kﬂde rekening untuk menyusun Laporan Operasional terdir dari kode akun:

s oan e

a. Pendapatan-L0O dan kegiatan Operasional;

h. Beban dard kegiatan PDeTtasional;

. Surplus/defisit dari kegiatan non PDerasional;
d.  Pos luar bnasa; dan

e.  Surplus/defizit-LI).

Kode rekening untuk menyusun Laporan Peruzbahan Ekuitas terdict dari kode
akun:

a.  Ekuitas awal;

b. Surplus/defisit-Loan pada pericde bersangkutan;

c. Koreksi yang langsung menambab /mengurangt ekuitas;dan

d. [Ekuitas akhir.

Kode rekening untuk menyusun Laporan Perubahan Salde Anggaran Lehih
terdiri dar kode alkun :

Saldo Anggaran Lehib awal;

Penggunaan Saldoc Anpggaran Lebih;

Sisa lelib fkurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan:

Kareksi kesalahan pembukuan tahun sebeluminyva;

Lain-lain; dan

Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Lapn:iran Arus Kus

iaporan aris kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama satu periode skuntansi, dan saldo kas
dan setara kas pada tengge! pelaporan. Arus masuk dan keluar kas

SN oo
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(7)

(8}

(%)

(i)

1)

(1)

(2]

(3]

(2]

diklasifkasikan berdasarkan aktivitags Operasi, investasi, pendanaan dan

transitoris,

Catatan Atas Laporan Keuangan

a. [nformasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi,

. Informasi tentang kebijakan fiscal /keuangan dan ekonomi makro;

c. lkhtisar pencapaian target kellangan selama tabun pelaporan berikut
kendala dan hambatan vang dihadapi dalam pencapaian target;

fd. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-

kebijakan akuntansi vang dipilih untuk diderapkan uniuk memenuhit
tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informas: mengenal
entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA,
Belania, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan-LO,
beban dan arus kas.
Kode rekening sebagatmana dimaksud pada ayat {1}, (2}, (3], dan {4) disusun
dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik kenangan
daerah/negara.
Kode rekening vang digunakan untuk menyusun neraca sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercanium dalam sigtem dan prosedur akuntansi.

Pagal 243

Semua transaksi dan/fatau kejadian keuangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dicatat  pada  buku  jomal
berdasarkan bukti transaksi vang sah.

Pencatatan sebagaimana dirmaksud pada avat {1) dilakukan secara kronologis
gesuai dengan terjadinya transalesi dan/atau kejadian keuangan.

Pagal 244

Transaksl atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat [1) selanjulhya sccara poriodilc
dipusting ke dalam buku besar sesuaj dengan rekening berkenaar,

Buku hesar sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditutup dan diringkas pada
aetiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan,

Saldo akhir setisp periode dipmdahlean menjadi saldo awal periode
berikutnya.

Pasal 245

Buku hesar dapat dilengkapi dengan buku besar pembaniu sebagai alat uji
silang dan kelengkapan informast rekening tertentu.

Buku besar pembantu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian
akun yang telah dicatat dalam buku besar.

Bagian Xetiga
Alcuntansi Keuangan Daerah pada SKPD
Faragraf 1
Sistemn Akuntansi Pendapatan LG dan Pendapatan LEA pada SKPD
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Pasal 246

Prasedur akuntansi pendapatan LO pada PD melipuli serangkaian proges mulai
dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang
berkaitan dengan  pendapatan BQ dalam ramgka perlanggungjawaban
pelaksanaan APBD vang dapat dilukukan secara manual atau menggunekan
aplikasi kompulter,
Pasal 247

FProscdur akuntansi pendapatan L sebagaimana dimalisud dalam Pasal 241
dilaksanskan oleh PPK-SKPD.

Paragraf 2
Prosedur Akuntansi Belunja dan Beban pada SKPD

Pasal 248

i1} Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proscs
mulai dari pencatatan, pengikhiisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
yang  berkailan dengan belanja dan beban dalam rangka
perlanggungjawaban  pelaksamaan APBD  yang dapat dilakukan secara
manual atuu menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi belanja dan beban pade SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} melipud:
a.  sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-langsung, dan
b. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uasng persediaan/ganti uarg

persediaanftambahan uang persediaan.

Pasal 249

Prosedur akuntansi belanja dan beban schagaimana dimeksud datam Pasal
243ayal (1] dilaksanakan cleh FFE-SKFD.

Paragraf 3
Prosedur Akuntansi Piutang pada SKPD

Pasal 250

Prosedur akuntansi piutang pada SKPD meliputi serangkaiat proscs mulai dan
pencatatan, pengikhtizaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan
dengan piutang dalam rangka pertanggungiewaban pelaksamaan APBD yang
dapat dilakukan secars manual atav menggunakan aplikast komputer.

Pazal 251
Progedur akuntansi piutang sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 245
dilaksanakan cleh PPK-SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpan barang
SKPD.



Paragraf 4
Frosedur Akuniansi Persediaan pada 3KPD
Pasal 252

Prosedur akuntansi persedisan pada SKPD meliputi serangkaian prozes mulai
dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang
berkaitan dengan persediaan dalam rangka perianggungjawaban pelaksanaan
APBL yang dapat dilakukan secarsa manual atau menggunokan aplikasi
komputer.

Fasal 253

Progedur alkuntansi  persediaan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 247
dilakyanakan oleh PPK-SKPD.

Paragraf 5
Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada SKIP12

Pasal 254

(1} Prosedur akuntansi aset tetap pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan
akuntansi atas perclehan, pemeliharazan, rehabilitasi, prrubhahan klasifikaai,
dan penyusutan terhadap asct tetap vang dikuasai/digunakan SKFD.

(2] Pemeliharaan aset tetap vang berzifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.

{3] Rehabilitast yang bersifat sedang dan beratl dikapitalisasi apabila memenuhi
salah satu krileria menambah volume, menantbah kapasitas, meningkatkan
fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat.

(4} Perubahan klasifikasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada avat {1} beruipa
perubahan sset tetap ke klasifilkkasi selain aset tetap atau sehallnya.

(5] Penyusutan sebagaimana dimalksid pads ayat (1) merupakan penvesiaian
nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suaf aaet
tetap.

Fasal 255

{1} Setiap aset tetap kecuali tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan Aset Tetap
lainnya yang berupa hewan, tanarman dan bulan perpustakazn dilakukan
penyasutan vang sistematis sesuai dengan tnasa manfaatnya.

(2] Metode penvusutan yang dengan menggunakan metode garis lurus;

i3} Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
penyesuaian nilai aset tetap dengan membebanksn penurunan kapasitas
day manfaat asct tctap vang sama setinp periode sepanjang umur ekonomis
asct tetap berkenaan.

(4} Penetapan umur ckonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi
berpedomar pada peraturan perundang-undangan.

Fa=al 256

Prosedur akuntansi asset tetap sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1)
dilaksanakan oleh PPK-SKP) scria pejabat pengurus dsn penyimpan barang
SKPD.
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Paragraf &
FProsedur Akuntansi Aset Lainnys pada SKPD

Pasal 257

Proscdur akuntansi aset tetap pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan
akuntansi atas peroichan, pemeliharaan, rehahbilitasi. perubahan Idasifikasi, dan
penyusutan terhadap aset labmiva yvang dikuasai/digunakan SKPD.

Pasal 258

{1} Asel lainnva morupakan saset pemerintah daesrah yang tidak dapat
dillasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan
dana cadangan.

(2} Termasuk di dalamn Aset lainnya melipurti.

Tagihan Penjualan angsuran;

Tuntutan Perbendaharaan;

Tuntutan Gant Rugi;

Aset Kemnitraan dengan pihak ketiga;

Aset Tak Berwiyud; dan

Aset Lain-lain.

~rpoTe

Pasal 259

Prosedur akuntansi asetlainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251
dilaksanakan oleh PPE-3KT'D.

Paragraf 7
Prosedur Aluntansi Kewajibail pada SKPD

FPasal 260

Frosedur akuntansi piutang pada SKPD meliputi seranglaian proses mulai dar
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan vang berkattan
dengan kewajiban  dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang
dapat dilakukan secara manual atan menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 261

Prosedur akuntansi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235
dilaksanakan oleh FPK-SKFPFD.

Paragraf 8
Prosedur Akuntans Ekuitas pada SKPD

Pasal 262

Prosedur akuntansi Ekuitas pada SKPI? meliputi serangkaian proses mulai dari
pencataten, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan vang berkaitan
dengan kewsgjiban dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APBD yang
dapat dilakukan secara mannial atau mengrunakan aplikasi komputer.
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Pasal 303

Proscdur  akuntansi Ekuitasg  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 257

dilaksanakan oleh PPK-SKFPD.

Bagian Keompat
Progedur Akuntansi Keuangan Daerah pada PPFEKD
Paragraf 1
Sistem Akuntanst Pendapatan LO dan Pendapatan LEA pada FPED

Pasal 264

Proscdur aluntansi pendapatan LO dan Pendapatan LREA pada PPED meliput
serangkaiun proses mulal dan pencatatan, pengikhlisaran, sampal dengan
pelaporan keuangan vang berkaitan derngan pendapsatan LO deix Pendapatan LRA
delam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakdkan
gecara manual atau menggunakan aplikasi komputer,

Fasnal 265

Prosedur Akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LEA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 299 dilaksanakan oleh PPK- FPKD

Paragraf 2
Prosedur Akuntansi Beban dan Belanja pada PPKLR

Pasal 266
{1} Prosedur akuntansi beban dan belanja pada PPKD meliput serangkaian
pioses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai demgan pelaporan
keuangan vang berksitan dengan beban dan belanja dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan AFBD yvang dapat dilakukan secara
manual atay menggunakan aplikasi komputer.
{2] Prousedur akuntansi beban dan belanja pada PPKD sebagaimana dimaksud
pada avar (1} meliputi:
a. sub prosedur akuntansi untuk peogeluaran yang dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran fBendahara Pengeluaran Pembantu; dan
b,  sub prosedur akuntansi pengeluaran yvang dilakukan oleh Bendahara
Umum Daerah,

Pasal 267

Prosedur akuntansi behan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261
ayat (1} dilaksanakan oleh FFK-PPKD.

Paragraf 3
Prosedur Akunisnsi Piutang pada PPHD

Pasal 268

Prosedur akuntansi pintang pada PPKD mcliputi seranglkaism proses mulai dari
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan
dengan piutang dalam rangka pertanggungjawsaban pelaksanaan APHID yang
dapat dilakukan secara manual atau mepnggunakan aplikasi komputer.
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Pasal 269

Progsedur akuntansi  piutang sebagaimana dimalsud  dalam  Pasal 263
dilaksanakan oleh PPK-PPKT).

Paragraf 4
Prosedur Akunntansi Invesiasi pada FPED
Pasal 270

Prosedur akuntansi Investasi pada PPKD meliputi serangkaian proses mulai dar
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan
dengan persediaan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD vang
dapat dilakukan sccara manital atad menggunakan aplikasi komputer.

Famal 271

Prosedur eslountansi investasi sebagaimana  dimaksud  datam  Pagal 256
dilaksanakan oleh PPK-FPKD.

Iarapraf 5
Frosedur Aluntansi Kewajiban pada PPKD
Pasal 272

Progsedur akuniansi Kewajiban pada PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari
pencatatan, pengikhtisaran, sampal dengan pelaporan keuangan yang berkaitan
dengan persediamn dalam rangka pertanggungjawaban pclaksanaan APBD yang
dapat ditaltulcan secara manual atau menggunalkan aplikasi kemputer.

Fasal 273

Prosedur akuntansi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265
dilaksanakan oleh PPR-FPKI),

Pasal 274

Sistermr akuniansi permerntahan deerah ditetapkan dengan peraiuran Bupati
berpedoman kepada Peraturan Dacrah  tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Standar Akunitansi Pemerintah.

Bagian Kelima
Bagan Alun Standar
Pasal 273

{1} BAS merupakan pedoman bagl pcmerintah daerah dalam melakikan
kodefikasi akun vang menggambarkan strukrur laporan keuangan secara
Iengkap.

{2} PBAS sebagaimana dimaksud pada ayat {1) digunalken dalam pencatatan
transakst pada bulu  jurnal, pengklasifilzasian pada buku besar,
pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

(3) HAS sebagaimana dimaksud pada avat (1) dirinci sebagai berilout:

a. level 1 {zatu} menunjukkan kode akun;
b, level 2 (dua] menunjukkean kode kelomnpok;

c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
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(4}

()

i)

(2]

{3

(4]

d. level 4 {empat) menunjukkan kode obyek; dan

e. level 5 {lima) menunjukkan kode rincian obyek.

Kode akun sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf a terdind atas:

a. akun 1 {salu) menunjukkan aset;

akun 2 {dua] menunjukkan kewsjiban;

akun 3 {tiga) menunjukken ekuitas;

akun 4 {empat) menunjukkan pendapatan-LREA;

akun 5 {lima} menunjukkan belanja;

akun 6 {enam) menunjukkan transfer;

alsun 7 [tujuh) menunjukkan pembiayaan;

aloun B [delapan) menunjuldian pendapatan-L0); dan

akun 9 {sembilan} menunjukkan bebas.

EFLS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran
Peraturamn Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang.

e N

BAE XII
LAPORAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJIJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Bapgian Kesatn
Laporan Realisasi Semnester Pertama APBD

Pasal 276

Kepala SKPD menvusun laporan realisasi semester pertama anggaran
pendapatan dan belanja  SKPD sebagat hasil pelaksanaan anggaran yang
menjadi tangegung jawabnya.

Laporan sehagaimana dimaksod pada avat (1) disertai dengan progniosis
untuk & (enam) hulan berikuinya.

Pengguna  snggaran menvampaikan laporan realisasi semester pertama
anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam)
bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
PPKD.

Penyampaian laporan realiessi semester pertama angpatan pendapatan
dan belanja SKFL serta pregnesis untuk 6 (enam] bulan berikutnya paling
lambat 10 {sepulub) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran
berkenaan beraicir,

Pagal 277

I'TED menyusun laporan realisasi semester pertama APBL dan prognosis untuk 6
(etam)] bilan berikutnya paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran
berkenaan dan disampaikan kepada sekretans daerah selaku  koordinator
pengelolaan lewangan daerah.

Pasal 278

Sekretaris Daerah menyampaikan laporan realisast semester pertama APBD dan
progriosis antuk 6 {enam)] bulan berikutnya sebagaimana dimaksud daiam Pasgal
272 kopada Bupati paling lamba: minggu ketiga bulan Jul tahun anpgatan
berkenaan.
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Paunl 274

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 {enam] bulan
berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 disampaikan kepada DPRD
dan Menieri Dalam WNegeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran
berkenaan.

(1)
{2

(2]

Hagian Kedua
Laporan Keuangan pada SKPPD

Paral 230

SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawsaban pelaksanaan APBD
secara periedik yang meliputi:

laporan realisasi anpgaran SKPD;

neraca SKP;

1.0 SKPD;

Laporan Perubahan Ekuitas, dan

catalan atas laporan keuangan SKPD.

Laporan pertanggungjiawaban pelaksanaan APED sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} disusun dan disajiken sesuai dengan peraturan pemeriniah
yang mengatur tentang standar akuntansl pemerintahan.

oo TR

Bagian Ketiga
Laporan Keuangan pada SKPED

Pasal 2581

Kepala SKPKD menyusun dan melaporkan laporan keuangan secata petriodik
kepada Bupati.

Laporan keuangan scbagaimana dimeksud pada ayat (1) disusun dan
disajikan scsuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang
standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Keempat
Laparan Tahunan
Pagsal 282

PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKI’1) tahun anggaran berkenaan
dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan
pertanggungjawahan pelaksanaan anggaran 3SKPD.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} disampaikan
kepada PPKD sebagai dusar penvusunan laporan Keuangan pemeriniah
daerah.

Pasal 283

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1)
disampaikan kepadu Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (duaj bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan kcuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disusun oleh
pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran vang berada



(3}

{4

{1)
{2)

(3)

{4

{4

(3]

di SKPL yang menjadi tanggung jawabnya.

Laporan keuangan SKPD sehagaimana dimaksud pada avat (2) terdiri dari:

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

c. Laporan Operasional;

. Laporan Perubahan Ekuitas;, dan

e. catatan atas laporan keuangan.

Laporan kecuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada avat {1} didampin
dengan surat pernyatazn kepala SKPD bzhwa pengelolaan APHBLY yang
menjad] tanggung jawabnva telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemeriniahan
sesual dengan peraturan perundang-undatngan.

Pasal 284

Kepala SKPD dan Kepala BLUD menviapkan laporan pertangpungjawaban
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja SKPD dan BLUD.

Laporan pertangpungjawaban sehagaimana dimaksud ayat (1) merupakan
laporan keuangan vang terdiri dari :

laporan realisasi anggaran;

Eeraca;

Laporan PDerasional;

Laporan Perihahan Ekuitas; dan

catatan atas laporan kevangan.

LELPDI'E.H kevangan SKPD dan BLUD sebagainana dimaksud pada ayst
(1] dilampiri dengan surat pemmvataan kepala SKPD dan BLUD yang
menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang mergadi tanggungiawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern vang memadai
dan standar akuntansi pemerintahan sesual dengan peraturan perundang-
undangan.

Kepala SKPD dan Kepala BLUD menvampaikan laporan  keuangan
SKPD dan BLUD  sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Bupati melalui
PPKD paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir,

&0z

Paszal 285

PPKD menyusun laporan keuangan pemcrinfah daerah  dengan cara
menggabungkan laporan-laporan keuangan 3SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 279 ayat (3) paling lambat 3 {tiga) bulen setelah berakhirnya
tahun anggaran berkenaan.

Laporan kenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah selaku koordinator
pengelolaan keuangan daerah dalam ranglka memenuhi pertanggungjawabarn
pelaksanaan AFBD.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] terdiri dari:

laporan realisasi anggaran (LRA}

laporan perubahan saldo anggaran lebih {laporan perubahan SALJ);
Neracsa;

laporen FPDerasional (LO);

as mp
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{4)

(6}

{7}

{8

e. laporan arus kas (LAK);

. laporan perubahan ekuitas [LI’E]); dan

u. catatan atas laporan keuangan ([Calk)

Laporan keuangan sebagaimana dimuksud pada ayat {2} disusun dan
disgjikan gesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentsaing
standar akuntansi pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintahan dacrah sebagaimana dimaksud pada ayvat
{2} dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kineria dan laporan keuangan
BUMUD/perusahaan daerah.

Laporan ikbitisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat {3
disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungiawaban Bupati dan
laporan kinerja interim «: Tingkungan pemerintah daerah.

Penyusunan laperan kinerja interim scbhagaimana dimaksud pada avat (B}
berpedomarn pada Peraturan Menteri Dalarn Negeri yang mengatur mengenai
laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintabh daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan
APSD vang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan
gistern pengendalian Interm yang memadai, sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 286

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APRD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah dipeniksa
oleh Badan Pemeriksa Kcuangan (BPK} paling lambat 6 (enam) butan sctclah
tahun anggaran beralkhir.

(1)

(2]

3]

(1)

(<}

Pasal 287

laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 281 disampaikan
pleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPE) unluk dilakukan
pemeriksaan paling lambat 3 (tiga} bulan setelah tahan anggaran beraldhir.
Bupati memberikan (anggapan dan melakukan penyesuaian  terhadap
laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
Apabila sampai hatas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat [2) BPK
belum menvampaikan laporan hasil pemeriksaan, rancangan peraturan
dacrah sebagrimana dimaksud daelam Pasa! 100 diajukan kepada DPRD,

Bagian Kelima
Fenetapan Raperda Pertanggungjawaban Peluksanaan AFBL

Pasal 288
Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerzh tentang laporan
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat &
(enam) bulan setetah tahun anggaran berakhir,
Rancangan Peraturan Dacrah tentang pertanggungawaban pelaksanaan
APBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat {aporan keuangan yang
terdi
a. laporan realisasi anggaran (LRA);
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(3}

(1}

(1}

(2)

(1}

{2)

(1)
{2)

h. laporan perubahan salde angearan lebil (laporan perubahan SALj;
neraca;

laporan Pllerasional {LO):

laporan arus kas (LAK)

laporan perubahan ekuilas (LPE); dan

- catatan atas laporan keuvangan (CalK).

Laporan sebhagaimana dimaiesud ayat (2] dilampiri dengan laporan kinerja
vang telah diperiksa BPK dan ikhlisar laporan keuangan badan usaha milik
daerali/perusahaan daerah.

m o0 N

Pasal 289

Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 ayat (1), BPK belum
menyampaikan  hastl pemeriksaan, Bupat menyampaikan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanasen APBD kepada
TIPELY,

Rancangan peraturan daerah sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan realisasi anggaian, laporan perubahan saldo anggaran iehih,
neraca, laporan PDerasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas |
catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja vang isinya sama
dengan yang disampaikan kepada BPK,

Pasal 290

Rancangan peraturan dacrab tentang pertanggungiawaban pelaksanaan
APRD) gebagaimana dimaksud dalam asal 284 ayat (1] dirinel dalam
rancangan peraturen Bupati tentang penjabaran  pertanggungjawaban
pelaksanaan ABGD,

Rancangan peraturan Bupali sebagaimana dimaksud pada ayat {1
dilengkapi dengan lampiran terdini dan:

#. T1ingkasan |aporan realisasi anggaran; dan

b, penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 291

Agenda pembahasan rarncangan peraturan daerah tetttang
perlanggungjawaban pelalksanaan APBD schagaimana dimaksud dalam Pasal
285 ayat (1) diterttukan oleh DPRD,

Perselujuan  bersama terhadap rancangan peraturan daerah  tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu}
Lulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima,

Pazal 262

Laporan kcuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan,
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah laporan
keuangan vang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam

lembaran daerah.
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Bagian Keenam

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

{1]

(2)

(3}

(4

{1)

(2]

(1}

APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawahan
Pelaksanaan APBD

Pasal 293

Rancangan Feraturan Dagrah tentang poertanggungiawaban pelaksanaan
APBL vang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati
tentang penjabsran  pertangpungjawaban  pelaksanaan APBD  sebelum
ditetapkan oleh Bupat disampaikan kepada Gubernur untulk dievaluasi.
Periyampaikan Hancangan Peraturan [Daerah dan Kancangan Peraturan
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [1) paling lama 3 {tiga} hari kerja
setelah disetujui DPFRT.

Gubernur menyampailan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daersh dan
Kancangan Peraturan Bupali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
larma 15 {lima belas) hari kerja terhitung acjek diterimanya Rancangan
Peraluran Draerah dan Rancangan Persturan Bupati dimaksud.

Apabila Gubernur menyvatakan hasil cvaluasi rancangan peraturan daeral
tentang pertanggungjaweaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan
Bupat tentang penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan AFBD sudah
sesual dengan kepentngan umum dan peraturan perundang-undangan vang
lehih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupat.

Pasa) 294

Dadam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peracuran daerah
tentang  pertanggungjawabsn  pelaksanasn  APBD  dan  rancangan
peraturan  Bupati fentang  pergabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD tidak =espai dengan lkepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan  yang lelih bnggl, Bupati  bersama DPRED  melakukan
penyvempumaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi.

Apahila hasil evaluasi tidak dinndak lanjuti oleh Bupati dan DPED, dan
Bupati  tetap menetapkan tancangan  peraturan  daerah  tentang
pertanggungiawaban pelaksanasn APBD dan rancangan peraturan Bupat
terttang  penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBD  menjadi
peraturan daerah dan peraturan Bupati, Gubernur membatalkan peraturan
daerah ¢an peraturan Bupati dimalsud sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB XIII
PENGENDALIAN
DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURFPFLUS APRD
Bagian Kesamu
Pengendalian Defigit APBL
Pasal 295

Dalam hal AFBD diperkirakan defisit ditetapkan suinber-sumber pembiavaan
untuk menutupi defisit terasbut dalam peraturan daerah tentang APBD.
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{21 Defisit AFBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan
pembiayaan netto.

Pazal 246

Lalam rangks pengendalian fiskal nasional, batas maksimal jumlah kumulatif
defisit APED dilctapkan oleh Menterl Keuangan.

Pazsl 297

{1} Penetapan batas rmeksimel defisit APBD sebagaimana dimaksud pada pasal
291 dilakukan oleh Mentert Kenangan setiap tahun pada bulan Agustus.

(2] Pemerintah daeratt wajib melaporkan posisi sumplus/defisit APR1D kepada
Menteri Dalam MNegeri dan Meitleri Keuangan setiap semester dalam tahun
anggaran berkenaan.

Pasal 298
Defisit AFBED dapat ditutup dari sumber pembisyaan:
g. =iza lchih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya;
pencairan dana cadangan;
hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
penerimaan pinjaman; dan/atau
penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Do o

Bagian Kedus
Pengpunaan Surplus APBD
Pasal 299

Dalam hal APBD diperkirskan surplus, penggtuinaannya ditetapkan datam
peraturan daerah tentang APRN,

Pasal 300

Penggunaan surplus APBD dintamaksn untuk pengurangan utang, pembentulian
dana cadangan, dan/arau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

BAB X1V
FEMBINAAN, FENGAWASAN, PENGENDALTAN DAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN DAEREAH
Hagian Kesatu
Pemhinaan
Pagal 301

Bupati melakukuan pembinsan daty pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 302
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 meliputd pemberian
pedoman, himhingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatiban.
{2] Pemberian pedoman sebagaimena dimaksud pada ayat (1) mebcakup
perencanaan dan penvusunan APBR, penatausahaan, pertangoungiawsaban
keunangan daerah, pemantauan dan evaluasi.
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(3}

(2)

{1)

(2)

(3]

{3)

Pemberian Limbingan supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] mencakup percncanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan,
dan pertanggungjawaban APBD vang dilaksanakan secara berkala dan/atau
sewaktu-waktu.

Fendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada avat [1) dilaksanakan
secara berkala bagl Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD,
perangkat dacrah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 303

DIRE melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
tentang APBD.
Pengawasan schagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin
pencapaian sasaran yang telzh ditetapkan dalam peraturan daerah tenlang
APRD.

Pasal 304

Pengawasan terhadap pengelolaan kcusngan daerah dilaksanaican oleh
aparat pengawas intern pemerintah  sesueal dengan fungsi  dan
kewenangannya.

Aparat pengawas intern pemerintab di kabupaten Batang sebagmimana
dimalksud pada syat (1] adalah Inspektorat Kabupaten Batang.

Pelaksanaan pengawasan dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pejabat
pengawas pemerintah.

Pejabat pengawas pemerintah  sehagaimana dimaksud pada ayvat [3)
ditetapkan oleh Bupafi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentusn
peraturan perundang-undangan.

Pasal 305

Inzpekiorat kabupaten dalam pelaksanaan tugas pengawasan
bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kctiga
Pengendalian [ntern
Pasal 306

(1} Dalam rangka meningkatkan kinerja transpuransi dan  akuntahilitas

pengelolaan keuangan dacrah, Bupati mengatur dan menvelenggarakan
sigtem pengendalian intern di lingkungan pernenntah daerah.

(?} Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana

dimakend pada ayat (1] berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Bagian Keempat
Femeriksaan ekstern

Pasal 307

Pemeriksaan pcngelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan
oleh BPK sesual dengan peraturan perundeng-undangan.

BAB XV
PENGELOLAAN KEUANGCAN BADAN LAYANAN UMUM DAERA
DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOQOLAH

Pasat 308

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD untuk:

a)  Menyediakan barang dan / atau jasa untuk layanan umum;
L) Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau
pelayvanan kepada masyaralkat,

Pasal 304

(i} BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyurakat dalam
rangka memajukan kesejahicraan umum dan mencerdaskan kchidupan
hangsa.

(2} Kekayaan BLUD merupakan kekaysan daerah yang tidak dipisahkan serta
dikelala dan dimanfautkan sepenuhnya untuk menyclenggarakan kegiatan
BLUD yang bersangkutan,

Pasal 310

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakart
sebageimana dimnaksud dalam Pasal 307 ayat (1), SKPD atuu Unit Kerja pada
SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelclaan
keuangan.

Pasal 311

{1} Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis
dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan
petmerintahan yang bersanglkutan.

(2] Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi
pemberian  pedoinan, bimbingan, supervisi pendidikan dan pelatihan
dibidang pengelolaan keuangan BLUD.

(3] FPembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput{ pemberian
pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan dibidang
penyelenggaraan program dan leegiatan BLUD.

Pasal 312
BLUTY dapat memperolelh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan
lain.

Pasal 313

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayal hetanja
BLUD yang bersangkutan,
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Pasal 314
Pengelolaan kewangan DBadan Lavanan Umum Daerah, mendasarkan pada
ketentuan peraluran perundang-undangan.

Pasnl 315
Pengelolaan Dana Bantusn Operasional Sekolah mendasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasat 316

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daersh Kabupaten
Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Iokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupsten Batang Tahun 2007 Nemor 1 Seri E Nomor 1}
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

FPasat 317

Peratutan Bupati sebagai pedoman pelaksansan dari Permturan Daerah
ditetapkan paling lama 1 {satu} tahun sejak diundangkunnys Peraturan Daerah
iTi.

Pasal 2138
Peraturan Daerah ini mulai berlalku pada tanggal ditndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Baerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditctapkan i Batang
pada tanggal 5 Oltober 2017

RUPATL BATANG,

ttd

T WIHAJT

Piundarngkan di Batang
pada tanggal 5 Qktober 2017

SEKRETARIS DARAH KABUPATEN BATANG,

ttd
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